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Prakata 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang 

dengan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun dan 

menyajikan buku ajar mata kuliah hukum bisnis Islam ini 

kepada para mahasiswa. Dengan rendah hati, kami 

mempersembahkan buku ini kepada para mahasiswa, 

akademisi, dan praktisi yang berminat untuk mendalami 

kajian Hukum Bisnis Islam. Buku ini merupakan hasil dari 

komitmen kami untuk menyediakan sumber belajar yang 

komprehensif dan terstruktur mengenai aspek-aspek hukum 

yang mempengaruhi dunia bisnis, dengan memandang 

perspektif Islami sebagai titik tolak utama. 

Pentingnya memahami hukum bisnis dalam konteks 

nilai-nilai Islam tak dapat terbantahkan. Di tengah dinamika 

globalisasi dan perkembangan ekonomi, terdapat kebutuhan 

mendesak untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana 

prinsip-prinsip hukum Islam mempengaruhi dan 

membimbing setiap aspek dari aktivitas bisnis. Buku ini 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan 

menyajikan materi yang terstruktur, menguraikan prinsip-

prinsip, dan memberikan studi kasus nyata yang 

mengilustrasikan penerapan hukum bisnis Islam. 

Materi dalam buku ini mencakup beragam topik yang 

mencerminkan kompleksitas hukum bisnis Islam, dari 

prinsip-prinsip umum yang mengatur transaksi ekonomi 

hingga perkara-perkara khusus seperti hukum kontrak, 

perdagangan, dan keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Di 

setiap bagian, kami mencoba memberikan pencerahan 
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praktis, mengaitkan teori dengan aplikasi konkret dalam 

dunia bisnis modern. 

Penting untuk disadari bahwa hukum bisnis Islam 

tidak hanya sekadar seperangkat aturan, namun merupakan 

pedoman etis yang menuntun perilaku para pelaku bisnis. 

Oleh karena itu, buku ini juga mengulas pentingnya 

integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam 

praktik bisnis sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi para pembaca, terutama para 

mahasiswa yang tengah menjalani mata kuliah Hukum Bisnis 

Islam. Kami juga berharap bahwa buku ini akan mendorong 

refleksi dan diskusi yang lebih mendalam tentang bagaimana 

hukum bisnis Islam dapat menjadi landasan kuat bagi 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika di 

masyarakat. 

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam 

penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan 

sumbangan positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan praktik hukum bisnis Islam di Indonesia dan di seluruh 

dunia. 

 

 

Penulis 



 

1 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 
 

Mata kuliah Hukum Bisnis Islam merupakan suatu 

kursus yang dirancang untuk memperkenalkan 

mahasiswa pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur 

dunia bisnis dalam perspektif Islam. Dalam era 

globalisasi dan interkoneksi ekonomi yang semakin 

erat, pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum 

Islam mempengaruhi dan membimbing setiap aspek 

aktivitas bisnis menjadi semakin penting. Kursus ini 

bertujuan untuk memberikan landasan teoretis dan 

praktis bagi mahasiswa untuk memahami dan 

mengaplikasikan hukum bisnis Islam dalam konteks 

bisnis modern. 

Materi dalam mata kuliah ini mencakup berbagai 

aspek penting dalam hukum bisnis Islam. Mulai dari 

prinsip-prinsip dasar yang mengatur transaksi ekonomi 

hingga aplikasi konkretnya dalam perjanjian dan 
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kontrak bisnis, mahasiswa akan dipandu untuk 

memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam 

dapat diterapkan dalam berbagai situasi bisnis. Selain 

itu, kursus ini juga akan membahas isu-isu 

kontemporer seperti etika bisnis Islam, tanggung jawab 

sosial perusahaan, dan tantangan hukum yang dihadapi 

dalam lingkungan bisnis global. 

Penting untuk dicatat bahwa mata kuliah Hukum 

Bisnis Islam tidak hanya mencakup aspek hukum 

semata, tetapi juga menekankan pada etika dan nilai-

nilai moral dalam bisnis sesuai dengan ajaran Islam. 

Mahasiswa akan diajak untuk mempertimbangkan 

implikasi etis dari keputusan bisnis mereka dan 

bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan 

kebenaran dalam aktivitas ekonomi. 

Melalui berbagai metode pembelajaran, termasuk 

kuliah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus, 

mahasiswa akan diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan analitis mereka dalam menerapkan hukum 

bisnis Islam. Mata kuliah ini juga mempersiapkan 

mahasiswa untuk dapat menghadapi tantangan hukum 

dan etis dalam karier mereka sebagai pelaku bisnis atau 

profesional di berbagai bidang terkait. 
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Dengan memahami dan menguasai hukum bisnis 

Islam, diharapkan mahasiswa akan dapat mengambil 

keputusan bisnis yang bijak dan bertanggung jawab, 

serta berkontribusi dalam membangun lingkungan 

bisnis yang adil, transparan, dan beretika sesuai dengan 

tuntunan agama Islam. 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan 

mahasiswa mampu: 

1. Memahami konsep dasar hukum bisnis Islam dan 

prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi 

sesuai dengan ajaran Islam. 

2. Menganalisis transaksi bisnis dan kontrak dari 

perspektif hukum Islam, termasuk akad-akad yang 

digunakan dalam dunia bisnis Islam. 

3. Mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik 

hukum yang mungkin timbul dalam konteks bisnis 

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip 

hukum Islam. 

4. Menerapkan etika dan nilai-nilai Islam dalam 

pengambilan keputusan bisnis dan dalam 

menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. 

5. Menyusun rekomendasi atau solusi hukum yang 

sesuai dengan konteks bisnis Islam untuk 
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menanggapi situasi atau permasalahan hukum 

yang timbul. 
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Pengantar Hukum 

Bisnis Islam 
 

A. Pengertian Hukum Bisnis Islam 

Hukum Bisnis Islam, atau sering disebut juga 

sebagai "Hukum Ekonomi Islam" atau "Hukum 

Keuangan Islam," adalah cabang hukum yang 

mengatur transaksi bisnis dan keuangan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-

prinsip ini mencakup berbagai aspek, termasuk 

larangan terhadap riba (bunga), larangan terhadap 

praktik perjudian (Maisir) dan spekulasi (maysir), 

serta pengaturan tentang kepemilikan, pembagian 

keuntungan, dan kewajiban sosial. 

Hukum Bisnis Islam juga mencakup 

ketentuan-ketentuan terkait dengan akad 

(perjanjian), ijarah (sewa), mudarabah (kerja sama 

antara pemilik modal dan pengelola), musharakah 

1 
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(kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih), dan 

berbagai bentuk transaksi lainnya yang mematuhi 

prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. 

Tujuan dari Hukum Bisnis Islam adalah untuk 

memastikan bahwa praktik bisnis dan keuangan 

tidak hanya mematuhi ajaran agama Islam, tetapi 

juga mempromosikan keadilan, kejujuran, dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal 

ini dilakukan dengan memastikan bahwa transaksi 

bisnis memenuhi standar etika Islam, seperti 

menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan 

praktik-praktik yang dianggap tidak etis. 

Hukum Bisnis Islam juga berusaha untuk 

membangun sistem keuangan dan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan, di mana kekayaan dan 

keuntungan dapat diakses dan dinikmati secara adil 

oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, Hukum 

Bisnis Islam memainkan peran penting dalam 

mengarahkan praktik bisnis dan keuangan menuju 

keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial. 

Konsep Hukum Bisnis Islam sebagai cabang 

dari Hukum Syariah mengacu pada pengaturan dan 

prinsip-prinsip yang mengarahkan transaksi bisnis 

dan keuangan agar sesuai dengan ajaran dan nilai-
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nilai Islam. Berikut adalah beberapa konsep utama 

dari Hukum Bisnis Islam sebagai cabang dari 

Hukum Syariah: 

1. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah: Hukum 

Bisnis Islam bertujuan untuk memastikan 

bahwa praktik bisnis dan keuangan mematuhi 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat 

dalam hukum Islam. Hal ini mencakup larangan 

terhadap riba, Maisir (perjudian), maysir 

(spekulasi), dan praktik-praktik tidak etis 

lainnya. 

2. Transparansi dan Keterbukaan: Prinsip 

transparansi dan keterbukaan menjadi penting 

dalam Hukum Bisnis Islam. Bisnis harus 

menjalankan transaksi dengan jelas, tanpa 

menyembunyikan informasi yang penting, dan 

memastikan bahwa semua pihak terlibat 

memahami dan menyetujui persyaratan 

transaksi. 

3. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial: Hukum 

Bisnis Islam menekankan prinsip keadilan dan 

kesejahteraan sosial. Bisnis diharapkan untuk 

memastikan bahwa transaksi dan kegiatan 

ekonomi mereka tidak merugikan pihak lain dan 
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dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

secara keseluruhan. 

4. Larangan Riba dan Praktik-Praktik Haram: 

Salah satu prinsip paling fundamental dalam 

Hukum Bisnis Islam adalah larangan terhadap 

riba. Riba atau bunga dianggap sebagai praktik 

haram dalam Islam karena dianggap tidak adil 

dan merugikan pihak yang kurang mampu. 

5. Akad yang Sah dan Jelas: Akad atau perjanjian 

bisnis harus dibuat dengan jelas dan sah 

menurut hukum Islam. Semua pihak harus 

memberikan persetujuan yang jelas dan 

memahami hak dan kewajiban masing-masing. 

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: 

Hukum Bisnis Islam mendorong bisnis untuk 

mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Prinsip-prinsip ini termasuk zakat 

(sumbangan wajib untuk kepentingan 

masyarakat), sadaqah (sumbangan sukarela), 

dan praktik bisnis yang berkelanjutan. 

7. Menghindari Gharar dan Maisir: Hukum 

Bisnis Islam melarang praktik gharar 

(ketidakpastian) dan Maisir (perjudian), karena 

dianggap merugikan pihak yang terlibat. 
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8. Menghormati Hak Kepemilikan: Hukum Bisnis 

Islam menghargai hak kepemilikan dan 

mengatur cara-cara transfer dan 

pengelolaannya yang sesuai dengan prinsip 

syariah. 

9. Pengelolaan Utang dengan Bijak: Konsep dayn 

(utang) dalam bisnis Islam menuntut agar utang 

dikelola dengan bijak dan sesuai dengan prinsip 

syariah. 

Dengan mengikuti konsep-konsep ini, Hukum 

Bisnis Islam berupaya untuk menciptakan 

lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan 

sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Ini 

memastikan bahwa transaksi bisnis dan keuangan 

tidak hanya mematuhi ajaran Islam, tetapi juga 

memberikan manfaat yang seimbang bagi semua 

pihak yang terlibat. 

Fokus utama pada transaksi ekonomi dan 

bisnis dalam konteks Islam melibatkan pengaturan 

dan analisis transaksi ekonomi dan bisnis dengan 

mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut 

adalah beberapa aspek kunci yang menjadi fokus 

utama dalam hukum bisnis Islam: 
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1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Fokus 

utama adalah memastikan bahwa transaksi 

ekonomi dan bisnis mematuhi prinsip-prinsip 

ajaran Islam, seperti larangan terhadap riba, 

Maisir (perjudian), dan maysir (spekulasi). 

2. Larangan Riba dan Praktik Haram: Hukum 

Bisnis Islam menekankan larangan terhadap 

riba dan praktik-praktik haram lainnya. Bisnis 

diharapkan untuk mencari model keuangan 

yang tidak mengandung unsur bunga atau 

keuntungan yang diperoleh dari cara-cara yang 

dianggap tidak etis atau haram dalam Islam. 

3. Akad yang Sah dan Jelas: Fokus pada akad 

(perjanjian) yang sah dan jelas adalah penting. 

Transaksi ekonomi harus didasarkan pada akad 

yang sah menurut hukum Islam, di mana semua 

pihak terlibat memberikan persetujuan yang 

jelas. 

4. Pengelolaan Utang yang Bijak: Pengelolaan 

utang adalah aspek penting dari hukum bisnis 

Islam. Bisnis diharapkan untuk mengelola utang 

dengan bijak dan memastikan bahwa praktik ini 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
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5. Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Sosial: 

Fokus pada prinsip keadilan dan kesejahteraan 

sosial memastikan bahwa transaksi ekonomi 

tidak merugikan pihak lain dan dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat secara 

keseluruhan. 

6. Pentingnya Zakat dan Sadaqah: Transaksi 

ekonomi dan bisnis dalam konteks Islam juga 

mempertimbangkan pentingnya zakat 

(sumbangan wajib untuk kepentingan 

masyarakat) dan sadaqah (sumbangan 

sukarela) sebagai cara untuk memastikan 

distribusi kekayaan yang lebih adil dalam 

masyarakat. 

7. Menghindari Gharar dan Maisir: Hukum 

Bisnis Islam menekankan pentingnya 

menghindari praktik gharar (ketidakpastian) 

dan Maisir (perjudian) karena dianggap 

merugikan pihak yang terlibat. 

8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: 

Transaksi ekonomi juga harus 

mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Bisnis diharapkan untuk 
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mempertimbangkan dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi mereka. 

Dengan berfokus pada aspek-aspek ini, 

hukum bisnis Islam bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan 

sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Ini 

memastikan bahwa transaksi ekonomi dan bisnis 

tidak hanya mematuhi ajaran Islam, tetapi juga 

memberikan manfaat yang seimbang bagi semua 

pihak yang terlibat. 

 

B. Relevansi dalam Konteks Bisnis Modern 

Hukum Bisnis Islam tetap relevan dalam era 

globalisasi dan bisnis internasional karena berbagai 

alasan penting: 

1. Mengakomodasi Diversitas Kultural dan 

Agama: Era globalisasi membawa orang dari 

berbagai latar belakang budaya dan agama 

untuk berinteraksi dalam konteks bisnis 

internasional. Hukum Bisnis Islam memberikan 

kerangka kerja yang memungkinkan para pihak 

untuk melakukan bisnis dengan 

mempertimbangkan kepercayaan dan nilai-nilai 
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agama Islam, sehingga dapat meminimalkan 

potensi konflik budaya atau agama. 

2. Memenuhi Tuntutan Pasar Global: Pasar 

global semakin mengakomodasi kebutuhan dan 

preferensi konsumen Muslim. Dengan 

mematuhi prinsip-prinsip syariah, bisnis dapat 

memperluas jangkauan mereka dan menarik 

pasar Muslim yang semakin besar. 

3. Mendorong Keuangan dan Investasi yang 

Bertanggung Jawab: Hukum Bisnis Islam 

menekankan kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip etika dan moral. Hal ini memastikan 

bahwa transaksi keuangan dan investasi 

dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan 

dan keberlanjutan, yang menguntungkan tidak 

hanya para pihak terlibat, tetapi juga 

masyarakat secara keseluruhan. 

4. Menghindari Praktik Keuangan yang 

Dianggap Haram: Hukum Bisnis Islam 

melarang praktik-praktik keuangan yang 

dianggap haram, seperti riba (bunga) dan 

spekulasi berlebihan. Dalam era globalisasi di 

mana sistem keuangan dunia semakin 
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kompleks, Hukum Bisnis Islam memberikan 

alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan. 

5. Meningkatkan Kepercayaan dan Kestabilan 

dalam Transaksi Bisnis: Mematuhi prinsip-

prinsip Hukum Bisnis Islam dapat memperkuat 

kepercayaan antara para pihak yang terlibat 

dalam transaksi bisnis. Hal ini dapat 

menyebabkan hubungan bisnis yang lebih kuat 

dan stabil dalam jangka panjang. 

6. Menanggapi Tantangan Ekonomi dan 

Keuangan Global: Hukum Bisnis Islam 

memiliki mekanisme internal untuk mengatasi 

tantangan ekonomi dan keuangan global. 

Misalnya, konsep kepemilikan bersama 

(musharakah) dan kemitraan kerja sama 

(mudarabah) memungkinkan para pihak untuk 

berbagi risiko dan keuntungan dalam cara yang 

lebih adil dan berkelanjutan. 

7. Memberikan Keamanan Hukum: Dalam 

konteks bisnis internasional, terdapat 

kebutuhan untuk kepastian hukum yang jelas. 

Hukum Bisnis Islam memberikan kerangka 

hukum yang solid untuk transaksi bisnis, 
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sehingga meminimalkan risiko hukum dan 

konflik di kemudian hari. 

Dengan demikian, Hukum Bisnis Islam bukan 

hanya memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai 

komunitas Muslim, tetapi juga memiliki implikasi 

yang signifikan dalam konteks bisnis global. Ini 

memungkinkan bisnis untuk beroperasi dengan 

integritas, transparansi, dan keadilan dalam era 

globalisasi yang semakin terhubung. 

Prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dapat 

diaplikasikan dalam bisnis kontemporer dengan 

berbagai cara. Berikut adalah beberapa cara di 

mana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan: 

1. Larangan Riba: Bisnis dapat memastikan 

bahwa mereka menghindari praktik riba dengan 

mencari solusi keuangan alternatif yang 

mematuhi prinsip syariah. Misalnya, mereka 

dapat menggunakan akad-akad seperti 

mudarabah (kerja sama dengan modal) atau 

murabahah (jual beli dengan markup) untuk 

menghindari bunga. 

2. Transparansi dan Keterbukaan: Bisnis dapat 

memastikan bahwa mereka beroperasi dengan 

transparansi dan keterbukaan penuh dalam 
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transaksi dan kegiatan mereka. Informasi yang 

penting harus disampaikan dengan jelas kepada 

semua pihak terlibat. 

3. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah: Bisnis 

dapat melakukan audit dan pengawasan 

internal untuk memastikan bahwa semua 

transaksi dan kegiatan mereka mematuhi 

prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat 

melibatkan konsultan syariah atau lembaga 

pengawas syariah yang independen. 

4. Penerapan Zakat dan Sadaqah: Bisnis dapat 

memasukkan praktik zakat (sumbangan wajib) 

dan sadaqah (sumbangan sukarela) sebagai 

bagian dari strategi tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) mereka. Hal ini memastikan 

bahwa mereka berkontribusi pada 

kesejahteraan masyarakat dan membantu 

mereka yang membutuhkan. 

5. Komitmen Terhadap Etika dan Integritas: 

Bisnis dapat memprioritaskan integritas dan 

etika dalam semua aspek operasional mereka. 

Ini mencakup menghindari praktik-praktik 

tidak etis atau korupsi, dan memastikan bahwa 
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semua pihak terlibat bertindak dengan 

kejujuran. 

6. Pengelolaan Risiko dengan Bijak: Bisnis dapat 

menggunakan instrumen keuangan yang sesuai 

dengan prinsip syariah untuk mengelola risiko 

dalam operasi mereka. Misalnya, mereka dapat 

menggunakan salam atau istisna untuk 

mengelola risiko komoditas. 

7. Pengembangan Produk dan Layanan Sesuai 

Syariah: Bisnis dapat mengembangkan produk 

dan layanan yang mematuhi prinsip syariah, 

seperti produk keuangan Islami, produk 

makanan halal, atau layanan pariwisata yang 

ramah syariah. 

8. Memberikan Keuntungan bagi Masyarakat: 

Bisnis dapat mempertimbangkan dampak sosial 

dan lingkungan dari kegiatan mereka, dan 

berusaha untuk memberikan manfaat positif 

bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

9. Pengelolaan Kepemilikan dan Pembagian 

Keuntungan: Bisnis dapat memilih model 

kepemilikan dan pembagian keuntungan yang 

sesuai dengan prinsip syariah, seperti 

musharakah (kerja sama dalam kepemilikan) 
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atau mudarabah (kerja sama dalam 

pengelolaan). 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum 

Islam dalam bisnis kontemporer, perusahaan dapat 

memastikan bahwa mereka beroperasi dengan 

integritas, keadilan, dan keberlanjutan sesuai 

dengan nilai-nilai agama Islam. Ini tidak hanya 

memenuhi kebutuhan komunitas Muslim, tetapi 

juga dapat membuka pintu bagi pasar dan mitra 

bisnis baru yang menghargai praktik bisnis yang 

etis dan bertanggung jawab. 

 

C. Sejarah dan Perkembangan Hukum Bisnis Islam 

Perkembangan hukum bisnis Islam dari masa awal 

Islam hingga saat ini mencerminkan adaptasi dan 

evolusi dalam menghadapi perubahan sosial, 

ekonomi, dan politik. Berikut adalah gambaran 

umum dari perkembangan tersebut: 

1. Masa Awal Islam (Abad ke-7 - Abad ke-14) 

Era Khulafa Rashidun (Abad ke-7): Pada masa 

awal Islam, praktik bisnis didasarkan pada 

nilai-nilai Islam dan etika. Transaksi ekonomi 

dilakukan berdasarkan akad-akad syariah 

seperti murabahah (jual beli dengan markup) 
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dan ijarah (sewa). Kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip syariah menjadi dasar dari praktik 

bisnis. 

Masa Era Khulafa Rashidun, yang terjadi 

pada abad ke-7 Masehi, merupakan periode 

awal dari kekhalifahan Islam setelah wafatnya 

Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, terdapat 

empat khalifah utama yang dikenal dengan 

sebutan "Khulafa Rashidun" atau "Khulafa' al-

Rashidun" yang memimpin umat Islam secara 

berturut-turut. Mereka adalah: 

a. Abu Bakar al-Shiddiq (632 - 634 M): Beliau 

adalah sahabat terdekat dan ayah mertua 

dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai khalifah 

pertama, Abu Bakar menghadapi tugas 

untuk menyatukan dan memimpin umat 

Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad 

SAW. Salah satu pencapaian signifikan 

beliau adalah menumpas pemberontakan 

suku Arab yang menolak membayar zakat. 

Selama masa pemerintahannya, ekspansi 

Islam ke wilayah luar Arab juga dimulai. 

b. Umar ibn al-Khattab (634 - 644 M): Umar 

adalah khalifah kedua. Di bawah 
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kepemimpinannya, kekhalifahan Islam 

mengalami pertumbuhan dan ekspansi 

terbesar. Wilayah kekhalifahan meluas 

hingga mencakup bagian besar dari Timur 

Tengah, Persia, Mesir, dan sebagian besar 

wilayah Bizantium. Umar dikenal dengan 

kebijakannya dalam menetapkan hukum 

dan keadilan, serta penyusunan 

administrasi yang efisien. 

c. Utsman ibn Affan (644 - 656 M): Utsman 

adalah khalifah ketiga. Di bawah 

pemerintahannya, terjadi penyusunan teks 

Al-Quran dalam bentuk satu mushaf yang 

standar, yang kemudian tersebar ke seluruh 

wilayah kekhalifahan. Namun, masa 

pemerintahan Utsman juga melihat 

munculnya kontroversi dan protes dari 

beberapa kelompok, yang akhirnya 

menyebabkan terjadinya konflik internal. 

d. Ali ibn Abi Thalib (656 - 661 M): Ali adalah 

khalifah keempat. Masa pemerintahannya 

ditandai dengan konflik internal yang 

signifikan, terutama pertentangan antara 

pihak yang dikenal sebagai "Pengikut Ali" 
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(Shi'a) dengan pihak yang dikenal sebagai 

"Orang-orang yang Setia kepada Utsman" 

(Sunni). Konflik ini mengarah pada Tragedi 

Karbala pada tahun 680 M. 

Pada masa Era Khulafa Rashidun, prinsip-

prinsip Islam yang mendasari hukum dan 

ekonomi mulai diimplementasikan secara lebih 

terstruktur. Transaksi bisnis dan ekonomi 

didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral 

Islam. Sistem akad (perjanjian) dalam bisnis, 

pertanian, dan penyelenggaraan keuangan 

didasarkan pada ajaran Islam. 

Penting untuk diingat bahwa masa ini 

merupakan awal dari pengembangan hukum 

dan sistem ekonomi Islam. Praktik-praktik ini 

terus berkembang dan disempurnakan seiring 

berjalannya waktu dan di bawah kepemimpinan 

khalifah-khalifah berikutnya. 

2. Pengembangan Fiqh Ekonomi (Abad ke-8 -14) 

Pada periode ini, para ulama dan cendekiawan 

Islam mulai mengembangkan fiqh ekonomi, 

cabang hukum Islam yang mengatur aspek 

ekonomi dan bisnis. Mereka mengidentifikasi 
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prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam 

konteks ekonomi dan bisnis. 

Pada periode Pengembangan Fiqh Ekonomi 

(Abad ke-8 hingga Abad ke-14), para 

cendekiawan dan ulama Islam mulai mengkaji 

dan mengembangkan hukum ekonomi Islam 

secara lebih sistematis. Mereka 

mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang 

relevan dalam konteks ekonomi dan bisnis, 

serta menyusun panduan dan fatwa (pendapat 

hukum Islam) untuk mengatasi situasi-situasi 

ekonomi yang kompleks. Berikut adalah 

beberapa aspek penting dari masa ini: 

a. Pengembangan Teori Ekonomi Islam: Para 

ulama mulai mengembangkan teori-teori 

ekonomi Islam yang berlandaskan pada 

ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, serta 

prinsip-prinsip fiqh (hukum Islam). Mereka 

menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-

prinsip tersebut ke dalam konteks ekonomi, 

termasuk dalam hal kepemilikan, distribusi 

kekayaan, dan perdagangan. 

b. Pengkajian dan Pembahasan Lebih 

Mendalam: Para ulama memperdalam 
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pemahaman terhadap konsep-konsep 

ekonomi dalam Islam, seperti akad-akad 

ekonomi, zakat (sumbangan wajib untuk 

kepentingan masyarakat), dan keadilan 

ekonomi. Mereka juga mengajukan 

pandangan hukum tentang transaksi dan 

situasi-situasi ekonomi yang berbeda. 

c. Penetapan Hukum-hukum Bisnis: Fatwa-

fatwa ekonomi mulai dikeluarkan untuk 

membimbing para pedagang dan pelaku 

bisnis tentang bagaimana melaksanakan 

praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam. Misalnya, pedagang diberikan 

panduan tentang hukum-hukum jual beli, 

akad-akad bisnis, dan cara-cara 

menghindari praktik riba. 

d. Penyusunan Standar dan Pedoman: Para 

ulama mulai menyusun standar-standar dan 

pedoman-pedoman untuk memandu para 

pedagang dan pelaku bisnis dalam 

menjalankan aktivitas mereka sesuai 

dengan syariah. Standar-standar ini 

mencakup berbagai aspek ekonomi, 
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termasuk pembagian keuntungan, 

kewajiban sosial, dan tata cara transaksi. 

e. Penyelesaian Sengketa Bisnis: Para ulama 

juga memainkan peran penting dalam 

penyelesaian sengketa bisnis. Mereka 

memberikan fatwa atau nasihat hukum 

terkait sengketa-sengketa ekonomi dan 

perdagangan yang muncul di masyarakat. 

f. Penekanan pada Keadilan Ekonomi: Salah 

satu aspek penting yang terus ditekankan 

adalah keadilan ekonomi. Para ulama 

memandang pentingnya memastikan bahwa 

distribusi kekayaan dan peluang ekonomi 

dilakukan secara adil dan merata. 

Masa Pengembangan Fiqh Ekonomi 

memberikan fondasi teoretis dan hukum yang 

kuat bagi praktik bisnis dalam kerangka 

syariah. Pemahaman mendalam tentang 

prinsip-prinsip ekonomi Islam membantu 

membentuk praktik bisnis yang lebih etis dan 

bermanfaat bagi masyarakat secara 

keseluruhan. 
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3. Era Kekhalifahan Utsmani (Abad ke-14 -20) 

a. Pengembangan Institusi Keuangan Islam: 

Kekhalifahan Utsmani adalah periode di 

mana institusi keuangan Islam mulai 

berkembang. Misalnya, Baitul Maal (rumah 

keuangan) didirikan untuk mengelola dan 

mendistribusikan dana umat Muslim 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

b. Pengembangan Hukum Bisnis Islam: Pada 

masa ini, hukum bisnis Islam semakin 

didefinisikan dan diatur. Ulama-ulama 

memformulasikan fatwa-fatwa ekonomi 

yang mengajarkan cara berbisnis sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

Masa Era Kekhalifahan Utsmani (Abad ke-

14 hingga awal Abad ke-20) adalah periode 

penting dalam sejarah Islam yang melihat 

berbagai perkembangan sosial, politik, dan 

ekonomi di bawah pemerintahan Kekhalifahan 

Utsmani. Berikut adalah beberapa aspek 

penting dari masa ini: 

a. Pengembangan Institusi Keuangan Islam: 

Kekhalifahan Utsmani mengembangkan 

berbagai lembaga keuangan yang berbasis 
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pada prinsip-prinsip Islam. Misalnya, Baitul 

Maal (rumah keuangan) didirikan untuk 

mengelola dan mendistribusikan dana umat 

Muslim berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. Lembaga ini bertanggung jawab 

atas pengelolaan dana umat dan distribusi 

zakat serta sadaqah. 

b. Pengaturan Hukum Ekonomi: 

Kekhalifahan Utsmani memiliki sistem 

hukum ekonomi yang relatif maju. Terdapat 

berbagai hukum dan regulasi yang mengatur 

berbagai aspek ekonomi, termasuk 

perdagangan, kontrak, dan transaksi 

keuangan. Hukum-hukum ini 

mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam 

yang relevan dengan kegiatan ekonomi. 

c. Pengembangan Sistem Moneter: Utsmani 

mengembangkan sistem mata uang yang 

berbasis pada logam mulia, seperti emas 

dan perak, yang sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi Islam. Ini membantu 

memastikan stabilitas moneter dalam 

ekonomi mereka. 
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d. Ekspansi dan Pengelolaan Wilayah: 

Kekhalifahan Utsmani merupakan salah 

satu kekhalifahan terluas dalam sejarah 

Islam. Wilayah mereka meliputi berbagai 

wilayah di Timur Tengah, Afrika Utara, 

Balkan, dan sebagian besar wilayah Arab. 

Pengelolaan wilayah yang luas ini 

melibatkan berbagai aspek ekonomi, 

termasuk perpajakan, perdagangan, dan 

distribusi sumber daya. 

e. Pengaruh Agama dalam Kebijakan 

Ekonomi: Kekhalifahan Utsmani 

mempertahankan dan mengimplementasi-

kan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam 

kebijakan ekonomi mereka. Mereka 

memastikan bahwa praktik ekonomi di 

wilayah mereka sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 

f. Inovasi dan Kemajuan Ekonomi: Masa 

Kekhalifahan Utsmani juga menyaksikan 

berbagai inovasi ekonomi dan kemajuan 

dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, 

industri, dan perdagangan. Banyak kota dan 
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pusat perdagangan berkembang di wilayah 

kekhalifahan. 

g. Kehancuran dan Akhir Kekhalifahan: 

Meskipun ada masa kejayaan, Kekhalifahan 

Utsmani mengalami kemunduran dan 

akhirnya runtuh pada abad ke-20 akibat 

tekanan dari berbagai faktor, termasuk 

imperialisme Eropa, perubahan sosial, dan 

perpecahan internal. 

Masa Era Kekhalifahan Utsmani 

memberikan gambaran tentang bagaimana 

prinsip-prinsip ekonomi Islam diaplikasikan 

dalam skala besar dalam sebuah negara Islam. 

Meskipun ada tantangan dan perubahan selama 

periode ini, pengaruh ekonomi Islam tetap 

menjadi faktor penting dalam pembentukan dan 

pengelolaan ekonomi negara. 

4. Era Modern dan Kontemporer (Awal Abad ke-

20 hingga Saat Ini) 

a. Reformasi Hukum Bisnis Islam: Pada abad 

ke-20, terjadi berbagai upaya untuk 

mereformasi hukum bisnis Islam agar lebih 

sesuai dengan tantangan dan dinamika 

zaman modern. Lembaga-lembaga keuangan 
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Islam dan organisasi-organisasi keuangan 

modern didirikan untuk menyediakan solusi 

keuangan yang mematuhi prinsip syariah. 

b. Pengembangan Industri Keuangan Islam: 

Industri keuangan Islam berkembang pesat 

dengan munculnya bank-bank Islam, 

lembaga keuangan syariah, dan produk-

produk keuangan berbasis syariah. Hal ini 

mencakup instrumen keuangan seperti 

sukuk (obligasi syariah), takaful (asuransi 

syariah), dan investasi syariah. 

c. Standar Internasional dan Regulasi: Di 

tingkat global, terdapat upaya untuk 

mengembangkan standar internasional 

untuk bisnis dan keuangan Islam. Organisasi 

seperti Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial 

Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial 

Services Board (IFSB) berperan dalam 

mengeluarkan pedoman dan regulasi. 

d. Pengadopsian Hukum Bisnis Islam di 

Seluruh Dunia: Prinsip-prinsip bisnis Islam 

telah diadopsi di berbagai negara, termasuk 

di luar dunia Muslim. Negara-negara seperti 
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Malaysia, Qatar, dan Uni Emirat Arab 

memiliki ekonomi yang kuat dalam sektor 

keuangan syariah. 

e. Pengaruh dalam Ekonomi Global: 

Keuangan Islam telah memiliki dampak 

signifikan dalam ekonomi global. Industri 

keuangan syariah telah menarik perhatian 

dari para pelaku ekonomi internasional dan 

mempengaruhi praktik keuangan global. 

Dengan demikian, perkembangan hukum 

bisnis Islam dari masa awal Islam hingga saat 

ini mencerminkan adaptasi dan evolusi untuk 

memenuhi tuntutan zaman, sekaligus 

mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

syariah yang menjadi fondasi dari sistem ini. 

Masa Era Modern dan Kontemporer dalam 

konteks hukum bisnis Islam mencakup periode 

dari awal abad ke-20 hingga saat ini. Periode ini 

mencakup berbagai perkembangan signifikan 

dalam penerapan dan adaptasi prinsip-prinsip 

hukum bisnis Islam. Berikut adalah beberapa 

aspek penting dari masa ini: 

a. Reformasi dan Modernisasi Hukum Bisnis 

Islam: Pada awal abad ke-20, terjadi upaya 
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untuk mereformasi dan modernisasi hukum 

bisnis Islam. Pemikir-pemikir dan ulama 

Islam berusaha untuk memadukan prinsip-

prinsip hukum Islam dengan aspek-aspek 

modern dari ekonomi dan bisnis. 

b. Pendirian Lembaga Keuangan Syariah: 

Era ini menyaksikan munculnya berbagai 

lembaga keuangan syariah di berbagai 

negara, termasuk bank-bank Islam, lembaga 

keuangan syariah, dan pasar modal syariah. 

Lembaga-lembaga ini menyediakan solusi 

keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip 

syariah. 

c. Standarisasi dan Regulasi: Organisasi-

organisasi seperti Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial 

Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial 

Services Board (IFSB) berperan penting 

dalam mengeluarkan standar dan regulasi 

untuk industri keuangan syariah. Hal ini 

membantu mengatur praktik keuangan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

d. Globalisasi Keuangan Syariah: Industri 

keuangan syariah menjadi semakin 
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terintegrasi dengan pasar keuangan global. 

Instrumen-instrumen keuangan syariah 

seperti sukuk (obligasi syariah) 

mendapatkan pengakuan internasional. 

e. Pengaruh dalam Ekonomi Global: Industri 

keuangan syariah memiliki dampak 

signifikan dalam ekonomi global. Negara-

negara dengan populasi Muslim yang 

signifikan, seperti Malaysia, Qatar, dan Uni 

Emirat Arab, memegang peran penting 

dalam industri keuangan syariah. 

f. Pengadopsian Hukum Bisnis Islam di 

Seluruh Dunia: Prinsip-prinsip bisnis Islam 

telah diadopsi di berbagai negara, termasuk 

di luar dunia Muslim. Negara-negara non-

Muslim seperti Inggris, Singapura, dan 

Jepang juga telah membuka pintu untuk 

industri keuangan syariah. 

g. Pengembangan Produk dan Layanan 

Sesuai Syariah: Industri keuangan syariah 

terus mengembangkan produk dan layanan 

yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, 

termasuk produk-produk keuangan Islami, 
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produk makanan halal, dan layanan 

pariwisata yang ramah syariah. 

Masa Era Modern dan Kontemporer 

memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip 

hukum bisnis Islam telah mengalami adaptasi 

dan penerapan yang lebih luas di tingkat global. 

Industri keuangan syariah dan praktik bisnis 

Islam terus berkembang, memainkan peran 

penting dalam ekonomi global, dan memberikan 

alternatif etis bagi praktik keuangan 

konvensional. 

Berikut adalah beberapa tokoh dan karya 

penting dalam pengembangan hukum bisnis 

Islam: 

a. Ibn Taymiyyah (1263–1328): 

Karya Penting: Al-Muqaddimah al-

Mumahhidah fi Bayan al-Tawhid wal-Risalah 

- Ibn Taymiyyah adalah seorang ulama Islam 

yang memainkan peran penting dalam 

menyusun teori keuangan dan ekonomi 

Islam. Karyanya menekankan pentingnya 

mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam 

praktik ekonomi. 
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b. Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292–1350): 

Karya Penting: I'lam al-Muwaqqi'in 'an 

Rabb al-'Alamin - Ibn Qayyim al-Jawziyya 

memperluas pandangan Ibn Taymiyyah dan 

memberikan kontribusi penting dalam 

mengembangkan hukum bisnis Islam, 

termasuk masalah riba dan perdagangan. 

c. Ibn Rushd (1126–1198) (dikenal sebagai 

Averroes di Barat): 

Karya Penting: Bidayat al-Mujtahid wa 

Nihayat al-Muqtasid - Ibn Rushd memainkan 

peran penting dalam mengembangkan 

hukum Islam, termasuk hukum bisnis. 

Karyanya membahas tentang metodologi 

penalaran hukum. 

d. Al-Ghazali (1058–1111): 

Karya Penting: Ihya' Ulum al-Din - Al-

Ghazali adalah seorang cendekiawan besar 

yang mempengaruhi pemikiran Islam dalam 

berbagai aspek, termasuk etika bisnis dan 

keuangan. Karyanya membahas etika, 

moralitas, dan spiritualitas dalam bisnis. 
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e. Ibn Khaldun (1332–1406): 

Karya Penting: Muqaddimah - Ibn Khaldun 

dikenal karena karyanya yang membahas 

ilmu sosial dan ekonomi. Dia memahami 

pentingnya faktor-faktor ekonomi dan sosial 

dalam mempengaruhi kehidupan 

masyarakat dan bisnis. 

f. Muhammad Baqir al-Sadr (1935–1980): 

Karya Penting: Our Economy - Al-Sadr 

adalah seorang ulama dan ekonom Iran yang 

memberikan kontribusi besar dalam 

mengembangkan teori dan praktik ekonomi 

Islam. Karyanya Our Economy membahas 

sistem ekonomi Islam secara komprehensif. 

g. Fazlur Rahman (1919–1988): 

Karya Penting: Islamic Methodology in 

History - Fazlur Rahman adalah seorang 

cendekiawan Islam terkenal yang 

membahas tentang metodologi dan 

pendekatan Islam terhadap sejarah dan 

hukum. Dia mempertimbangkan konteks 

sejarah dalam interpretasi hukum Islam. 
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h. Taqi al-Din Ahmad ibn Taymiyyah al-

Mizzi (1526–1583): 

Karya Penting: Al-Fatawa al-Hadithiyyah - 

Al-Mizzi adalah seorang cendekiawan 

terkemuka di bidang fikih dan hukum Islam. 

Dia menyusun fatwa-fatwa yang 

memberikan panduan tentang berbagai 

aspek ekonomi dan bisnis dalam Islam. 

i. Muhammad ibn Abdul Wahhab (1703–

1792): 

Karya Penting: Kitab al-Tawhid - 

Muhammad ibn Abdul Wahhab adalah ulama 

yang memegang peranan penting dalam 

gerakan kebangkitan Islam di Semenanjung 

Arab. Meskipun fokus utamanya adalah 

aqidah (keyakinan), ajaran-ajarannya juga 

mempengaruhi pandangan tentang bisnis 

dan ekonomi dalam Islam. 

j. Seyyed Hossein Nasr (Lahir tahun 1933): 

Karya Penting: Islamic Life and Thought - 

Seyyed Hossein Nasr adalah seorang filsuf, 

cendekiawan, dan penulis yang membahas 

berbagai aspek kehidupan Islam, termasuk 

hukum bisnis dan ekonomi. 



Pengantar Hukum Bisnis Islam    -   37 

k. M. Umer Chapra (Lahir tahun 1933): 

Karya Penting: Islam and the Economic 

Challenge - M. Umer Chapra adalah seorang 

ekonom Islam terkemuka yang telah 

menulis banyak buku dan makalah tentang 

ekonomi Islam. Karyanya membahas 

berbagai aspek ekonomi, termasuk hukum 

bisnis. 

l. Monzer Kahf (Lahir tahun 1935): 

Karya Penting: Fiqh al-Mu'amalat - Monzer 

Kahf adalah seorang ekonom dan ulama 

yang membahas berbagai aspek transaksi 

dan ekonomi dalam Islam. Karyanya "Fiqh 

al-Mu'amalat" adalah salah satu referensi 

penting dalam hukum bisnis Islam. 

m. Abdul-Rahman al-Sheha (Lahir tahun 

1941): 

Karya Penting: Islamic Fiqh (Jurisprudence) 

and the Modern World - Abdul-Rahman al-

Sheha adalah seorang ulama yang 

membahas hubungan antara hukum Islam 

dan dunia modern, termasuk aspek-aspek 

bisnis dan ekonomi. 
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Setiap dari tokoh di atas memiliki 

kontribusi unik dan berharga dalam 

mengembangkan teori dan praktik hukum bisnis 

Islam. Karya-karya mereka memainkan peran 

penting dalam memahami dan menerapkan 

prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis dalam 

konteks Islam. 

Berikut adalah beberapa tokoh dan karya 

penting dari Indonesia dalam pengembangan 

hukum bisnis Islam: 

a. Prof. Dr. H. Achmad Ali (Lahir tahun 

1951): 

Kontribusi: Prof. Achmad Ali adalah 

seorang akademisi dan cendekiawan Muslim 

Indonesia yang memiliki kontribusi besar 

dalam pengembangan hukum bisnis Islam di 

Indonesia. Beliau adalah dosen di Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri (UIN) Jakarta. 

b. Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie (Lahir 

tahun 1951): 

Kontribusi: Prof. Jimly Asshiddiqie adalah 

seorang akademisi dan ahli hukum 

konstitusi yang juga memiliki ketertarikan 
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dalam hukum bisnis Islam. Beliau adalah 

mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia. 

c. Dr. H. M. Fauzan (Lahir tahun 1972): 

Karya Penting: Hukum Bisnis Syariah - Dr. 

Fauzan adalah seorang akademisi dan 

praktisi hukum yang telah menulis berbagai 

buku dan artikel tentang hukum bisnis 

syariah di Indonesia. 

d. Dr. H. Ma'ruf Amin (Lahir tahun 1943): 

Kontribusi: Dr. Ma'ruf Amin adalah ulama 

dan cendekiawan Muslim yang juga 

menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Beliau telah berperan 

dalam memberikan panduan hukum terkait 

dengan bisnis dan keuangan syariah. 

e. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar (Lahir 

tahun 1950): 

Karya Penting: Hukum Perbankan Syariah - 

Prof. Nasaruddin Umar adalah akademisi 

dan penulis yang telah menulis banyak buku 

tentang hukum bisnis dan keuangan syariah, 

termasuk dalam konteks perbankan syariah. 
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f. Prof. Dr. H. A. Munir Fuady (Lahir tahun 

1964): 

Karya Penting: Hukum Perikatan dan 

Perjanjian dalam Fiqih Ekonomi Syariah - 

Prof. Munir Fuady adalah akademisi dan 

penulis yang telah menghasilkan berbagai 

karya tentang hukum bisnis dan ekonomi 

syariah. 

g. Prof. Dr. H. Abdullah Saeed (Lahir tahun 

1952, meskipun beliau berasal dari 

Australia tetapi memiliki kontribusi yang 

signifikan dalam pengembangan hukum 

bisnis Islam): 

Karya Penting: Islamic Banking and 

Interest: A Study of the Prohibition of Riba 

and Its Contemporary Interpretation - Prof. 

Abdullah Saeed adalah seorang akademisi 

terkemuka dalam bidang studi Islam di 

Australia yang telah menulis banyak buku 

tentang hukum bisnis Islam, termasuk topik 

seperti perbankan syariah. 
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h. Dr. H. Bambang Supriyanto (Lahir tahun 

1961): 

Karya Penting: Hukum Jual Beli dalam 

Perspektif Fiqh Ekonomi Islam - Dr. 

Bambang Supriyanto adalah akademisi yang 

banyak menulis tentang aspek hukum bisnis 

Islam, khususnya dalam konteks jual beli. 

Setiap dari tokoh di atas memiliki 

kontribusi unik dan berharga dalam 

mengembangkan hukum bisnis Islam di 

Indonesia. Karya-karya mereka memberikan 

wawasan penting dan panduan hukum dalam 

konteks ekonomi syariah di Indonesia. 
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Prinsip Utama Hukum 

Bisnis Islam 
 

Prinsip-prinsip kunci dalam hukum bisnis Islam, juga 

dikenal sebagai muamalat atau hukum ekonomi Islam, 

mengatur berbagai aspek bisnis dan keuangan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah 

beberapa prinsip kunci dalam hukum bisnis Islam: 

1.  Larangan Riba (Bunga): 

Riba adalah keuntungan atau tambahan yang 

diperoleh dari suatu transaksi keuangan atau 

pinjaman. Hukum Islam melarang riba karena 

dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan 

prinsip keadilan ekonomi. 

2. Larangan Maysir dan Maisir (Judi gambling): 

Maysir dan Maisir mengacu pada praktik 

perjudian atau spekulasi. Prinsip ini bertujuan 

2 



44   -   Hukum Bisnis Islam 

untuk mencegah ketidakpastian berlebihan dalam 

transaksi keuangan. 

3. Larangan Gharar (Ketidakpastian atau 

Ketidaktentuan): 

Gharar mengacu pada ketidakpastian atau 

ketidaktentuan yang berlebihan dalam transaksi. 

Hukum Islam mendorong transparansi dan 

kejelasan dalam kontrak bisnis. 

4. Prinsip Kepentingan Umum (Maslahah): 

Prinsip maslahah menekankan pentingnya 

kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat 

dalam setiap transaksi bisnis. Bisnis yang 

memberikan manfaat sosial dan ekonomi adalah 

diutamakan. 

5. Larangan Riba (Gharimun): 

Gharimun adalah orang-orang yang terjebak 

dalam utang dan tidak mampu membayar kembali. 

Hukum Islam mendorong keadilan dan 

keseimbangan dalam transaksi keuangan. 

6. Prinsip Kepemilikan dan Kepemilikan Bersama 

(Milk dan Musharakah): 

Hukum Islam mendorong kepemilikan yang sah 

dan transparan, serta mempromosikan 
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kepemilikan bersama dalam bentuk akad-akad 

seperti musharakah. 

7. Larangan Penipuan dan Penggelapan (Ghish 

dan Ghabn): 

Hukum Islam melarang praktik penipuan dan 

penggelapan dalam bisnis. Transaksi harus 

dilakukan dengan kejujuran dan integritas. 

8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

(Ihsan): 

Prinsip ihsan menekankan pentingnya tanggung 

jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam 

bisnis Islam. Bisnis harus memberikan kontribusi 

positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. 

9. Hukum Kontrak dan Kewajiban (Aqd dan 

Ijarah): 

Prinsip ini mengatur aspek-aspek hukum kontrak 

dan kewajiban, termasuk syarat-syarat yang harus 

dipenuhi untuk membuat kontrak sah. 

10. Perlindungan Hak Konsumen (Hifz al-Mal): 

Hukum Islam mewajibkan perlindungan hak 

konsumen, termasuk hak atas barang atau jasa 

yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang 

dijanjikan. 
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11. Larangan Barang Haram (Muharramat): 

Bisnis Islam tidak boleh terlibat dalam produksi 

atau perdagangan barang atau jasa yang dianggap 

haram atau melanggar prinsip-prinsip syariah. 

12. Keadilan dan Kesetaraan (Adl dan Ihsan): 

Prinsip adl dan ihsan menekankan pentingnya 

keadilan, kesetaraan, dan kejujuran dalam semua 

transaksi bisnis. 

Prinsip-prinsip di atas membentuk dasar hukum 

bisnis Islam yang bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan bisnis yang adil, etis, dan sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, 

bisnis dapat berkontribusi positif dalam memajukan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 

 

A. Tawakal (Berserah Diri kepada Tuhan) 

Tawakal dalam hukum bisnis Islam adalah prinsip 

keyakinan dan kepercayaan sepenuh hati terhadap 

kehendak Tuhan dalam segala aspek bisnis. Ini 

mengandung makna bahwa setelah seseorang telah 

melakukan upaya dan persiapan dengan sebaik 

mungkin, maka akhirnya ia berserah diri kepada 

Tuhan untuk hasil akhirnya. 
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Berikut adalah beberapa poin penting terkait 

tawakal dalam hukum bisnis Islam: 

1. Keyakinan pada Kehendak Tuhan: Tawakal 

menekankan keyakinan yang kuat bahwa segala 

sesuatu tergantung pada kehendak Allah SWT. 

Meskipun kita melakukan upaya maksimal, 

hasil akhirnya tetap dalam kontrol Tuhan. 

2. Keseimbangan Antara Usaha dan Tawakal: 

Tawakal tidak berarti pasif atau mengandalkan 

keajaiban. Sebaliknya, itu mengajarkan bahwa 

kita harus melakukan usaha maksimal dan 

berupaya sebaik mungkin, namun tetap 

menyadari bahwa hasil akhirnya tergantung 

pada kehendak Tuhan. 

3. Menghindari Sikap Riba (Hasad): Tawakal 

mengajarkan untuk menghindari sifat hasad 

atau dengki terhadap kesuksesan orang lain. 

Kita harus bersyukur dengan hasil yang 

diperoleh oleh orang lain dan yakin bahwa 

rezeki yang kita dapatkan juga telah diatur oleh 

Tuhan. 

4. Mengurangi Stres dan Kekhawatiran 

Berlebihan: Dengan memiliki tawakal, 

seseorang dapat mengurangi stres dan 
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kekhawatiran berlebihan terkait dengan bisnis. 

Keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam 

kendali Tuhan dapat memberikan ketenangan 

pikiran. 

5. Keterbukaan Terhadap Hasil yang Berbeda 

dari Yang Diharapkan: Tawakal mengajarkan 

untuk menerima hasil dengan hati yang lapang, 

baik itu sesuai dengan harapan atau berbeda 

dari yang diinginkan. Kita harus yakin bahwa 

apa pun yang terjadi adalah yang terbaik 

menurut kehendak Tuhan. 

6. Bersyukur atas Keberhasilan dan Kegagalan: 

Tawakal mengajarkan untuk bersyukur, baik 

saat mencapai kesuksesan maupun menghadapi 

kegagalan. Kita harus menyadari bahwa baik 

keberhasilan maupun kegagalan adalah ujian 

dari Tuhan. 

7. Menjaga Etika dan Moralitas Bisnis: Tawakal 

tidak membenarkan praktik-praktik yang tidak 

etis atau melanggar hukum syariah dalam 

bisnis. Sebaliknya, itu menuntut untuk 

menjalankan bisnis dengan integritas dan 

keadilan. 
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Tawakal adalah prinsip penting dalam hukum 

bisnis Islam yang mengajarkan keseimbangan 

antara usaha maksimal dan keyakinan penuh 

terhadap kehendak Tuhan. Dengan mempraktikkan 

tawakal, seseorang dapat mengembangkan sikap 

mental dan spiritual yang sehat dalam menjalankan 

bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Tawakal adalah prinsip keyakinan dan 

kepercayaan sepenuh hati terhadap kehendak Allah 

SWT dalam segala aspek kehidupan, termasuk 

dalam bisnis. Kata "tawakal" berasal dari kata dasar 

"wakala" yang berarti mempercayakan atau 

menyerahkan. Dalam konteks bisnis Islam, tawakal 

mengandung makna bahwa setelah seseorang telah 

melakukan upaya dan persiapan dengan sebaik 

mungkin, ia akhirnya berserah diri kepada Allah 

SWT untuk hasil akhirnya. 

Berikut adalah beberapa penjelasan tentang 

makna dan pentingnya tawakal dalam bisnis Islam: 

Makna Tawakal: 

1. Keyakinan pada Kehendak Tuhan: Tawakal 

menekankan keyakinan yang kuat bahwa segala 

sesuatu tergantung pada kehendak Allah SWT. 

Meskipun kita melakukan usaha dan 
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perencanaan dengan baik, akhirnya hasilnya 

ada di tangan-Nya. 

2. Keseimbangan Antara Usaha dan Tawakal: 

Tawakal tidak berarti pasif atau mengandalkan 

keajaiban. Sebaliknya, itu mengajarkan bahwa 

kita harus melakukan usaha maksimal dan 

berupaya sebaik mungkin, namun tetap 

menyadari bahwa hasil akhirnya tergantung 

pada kehendak Tuhan. 

3. Menghindari Sikap Hasad (Dengki): Tawakal 

mengajarkan untuk menghindari sifat hasad 

atau dengki terhadap kesuksesan orang lain. 

Kita harus bersyukur atas hasil yang diperoleh 

oleh orang lain dan yakin bahwa rezeki yang 

kita dapatkan juga telah diatur oleh Tuhan. 

4. Mengurangi Stres dan Kekhawatiran 

Berlebihan: Dengan memiliki tawakal, 

seseorang dapat mengurangi stres dan 

kekhawatiran berlebihan terkait dengan bisnis. 

Keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam 

kendali Tuhan dapat memberikan ketenangan 

pikiran. 

5. Menerima Apa Adanya dengan Lapang Hati: 

Tawakal mengajarkan untuk menerima hasil 
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dengan hati yang lapang, baik itu sesuai dengan 

harapan atau berbeda dari yang diinginkan. Kita 

harus yakin bahwa apa pun yang terjadi adalah 

yang terbaik menurut kehendak Tuhan. 

Pentingnya Tawakal dalam Bisnis Islam: 

1. Memelihara Keseimbangan Mental dan 

Emosional: Dengan tawakal, seseorang tidak 

akan terlalu terbebani oleh kekhawatiran dan 

kecemasan terkait bisnis. Ini membantu 

menjaga keseimbangan mental dan emosional 

yang penting untuk pengambilan keputusan 

yang baik. 

2. Menghindari Sikap Sombong dan Takabur: 

Tawakal mengajarkan rendah hati dan 

mengakui bahwa keberhasilan yang kita capai 

adalah anugerah dari Allah SWT. Ini membantu 

menghindari sikap sombong dan takabur. 

3. Mendorong Keadilan dan Integritas dalam 

Bisnis: Tawakal tidak membenarkan praktik-

praktik yang tidak etis atau melanggar hukum 

syariah dalam bisnis. Sebaliknya, itu menuntut 

untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan 

keadilan. 
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4. Menguatkan Koneksi Spiritual dengan 

Tuhan: Tawakal membantu memperkuat 

koneksi spiritual seseorang dengan Tuhan. Ini 

mengajarkan bahwa dalam segala hal, kita 

harus mengandalkan dan berserah diri kepada-

Nya. 

5. Memelihara Rasa Syukur dan Bersyukur: 

Dengan tawakal, kita akan lebih mampu 

memelihara rasa syukur atas setiap 

keberhasilan yang kita capai dan menghadapi 

setiap ujian dengan kesabaran dan rasa 

bersyukur. 

Tawakal adalah prinsip penting dalam bisnis 

Islam yang mengajarkan keseimbangan antara 

usaha maksimal dan keyakinan penuh terhadap 

kehendak Tuhan. Dengan mempraktikkan tawakal, 

seseorang dapat mengembangkan sikap mental dan 

spiritual yang sehat dalam menjalankan bisnis 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Prinsip tawakal dalam bisnis Islam memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam pengambilan 

keputusan bisnis. Berikut adalah beberapa cara di 

mana prinsip tawakal memengaruhi proses 

pengambilan keputusan bisnis: 
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1. Mengurangi Kekhawatiran Berlebihan: 

Tawakal membantu mengurangi kekhawatiran 

dan kecemasan berlebihan terkait dengan bisnis. 

Seorang pebisnis yang mempraktikkan tawakal 

memiliki keyakinan bahwa hasil akhirnya ada di 

tangan Tuhan, sehingga tidak terlalu terbebani 

oleh stres dan kekhawatiran. 

2. Mendorong Kepastian dan Keyakinan: 

Meskipun seseorang melakukan perencanaan 

dan analisis dengan baik, kepastian atas hasil 

akhir tetap terletak pada kehendak Tuhan. Ini 

mendorong seseorang untuk memiliki 

keyakinan yang lebih besar dalam setiap 

keputusan yang diambil. 

3. Mengurangi Sikap Terlalu Ambisius atau 

Tamak: 

Prinsip tawakal mengajarkan bahwa hasil akhir 

tidak sepenuhnya dalam kendali manusia. Ini 

membantu mengurangi sikap terlalu ambisius 

atau tamak yang dapat mengarah pada 

pengambilan risiko yang tidak sehat. 

4. Meningkatkan Keadilan dan Integritas: 

Tawakal mendorong untuk menjalankan bisnis 

dengan integritas dan keadilan, karena seorang 
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pebisnis tahu bahwa hasil akhirnya ada di 

tangan Tuhan. Hal ini membantu mencegah 

praktik-praktik tidak etis atau melanggar 

hukum syariah. 

5. Membantu Menerima Hasil dengan Lapang 

Hati: 

Seorang pebisnis yang memiliki tawakal lebih 

mampu menerima hasil dengan hati yang lapang, 

baik itu sesuai dengan harapan atau berbeda 

dari yang diinginkan. Mereka yakin bahwa apa 

pun yang terjadi adalah yang terbaik menurut 

kehendak Tuhan. 

6. Menguatkan Hubungan Spiritual dengan 

Tuhan: 

Prinsip tawakal membantu memperkuat 

hubungan spiritual dengan Tuhan. Seorang 

pebisnis menyadari bahwa dalam segala hal, ia 

harus mengandalkan dan berserah diri kepada-

Nya. Ini membantu dalam mempertahankan 

perspektif yang seimbang dan menghindari 

kesombongan. 

7. Menanamkan Rasa Syukur dan Bersyukur: 

Dengan tawakal, seorang pebisnis akan lebih 

mampu memelihara rasa syukur atas setiap 
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keberhasilan yang dicapai dan menghadapi 

setiap ujian dengan kesabaran dan rasa 

bersyukur. 

Prinsip tawakal memengaruhi cara seorang 

pebisnis memandang keputusan bisnis. Meskipun 

melakukan perencanaan dan upaya maksimal 

adalah penting, prinsip tawakal mengajarkan 

bahwa akhirnya hasil akhir ada di tangan Tuhan. Ini 

membantu menciptakan sikap mental dan spiritual 

yang seimbang dan sehat dalam menjalankan bisnis 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

 

B. Adil dan Keadilan dalam Transaksi Bisnis 

Prinsip keadilan adalah salah satu pilar utama 

dalam hukum bisnis Islam. Hukum bisnis Islam 

menekankan perlunya memastikan bahwa setiap 

transaksi dan hubungan bisnis dilakukan dengan 

adil dan tanpa penyalahgunaan. Berikut adalah 

beberapa prinsip keadilan dalam hukum bisnis 

Islam: 

1. Adil dalam Kontrak dan Kesepakatan (Aqd): 

Prinsip keadilan menuntut agar setiap kontrak 

dan kesepakatan bisnis dibuat dengan 

transparansi dan kejujuran. Para pihak harus 
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mematuhi syarat-syarat yang disepakati dan 

tidak boleh menutup-nutupi informasi penting. 

2. Adil dalam Pembagian Keuntungan dan 

Kerugian (Musharakah): 

Dalam akad musharakah, prinsip keadilan 

menuntut bahwa keuntungan dan kerugian 

harus dibagi secara adil sesuai dengan 

kesepakatan awal. Tidak boleh ada pihak yang 

dirugikan atau diuntungkan secara tidak wajar. 

3. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan (Milk): 

Prinsip keadilan dalam hukum bisnis Islam 

mengajarkan bahwa distribusi kekayaan dan 

sumber daya harus dilakukan dengan adil. Tidak 

boleh ada monopoli atau penyalahgunaan 

kekayaan yang menguntungkan satu pihak dan 

merugikan yang lain. 

4. Larangan Penipuan dan Penggelapan (Ghish 

dan Ghabn): 

Keadilan memerintahkan untuk menghindari 

praktik penipuan dan penggelapan dalam bisnis. 

Transaksi harus dilakukan dengan integritas 

dan kejujuran, tanpa adanya penyalahgunaan 

atau tipu daya. 
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5. Perlindungan Hak Konsumen (Hifz al-Mal): 

Prinsip keadilan dalam hukum bisnis Islam 

mewajibkan untuk melindungi hak konsumen. 

Barang atau jasa yang disediakan harus 

berkualitas sesuai dengan apa yang dijanjikan. 

6. Keadilan dalam Penentuan Harga (Istishna' 

dan Muqayadah): 

Dalam transaksi jual beli, harga harus 

ditentukan dengan adil dan tidak boleh 

mencerminkan penyalahgunaan posisi atau 

kondisi pasar yang tidak sehat. 

7. Mencegah Monopoli dan Praktik Bisnis Tidak 

Sehat: 

Prinsip keadilan dalam bisnis Islam melarang 

monopoli dan praktik bisnis tidak sehat yang 

dapat menghambat persaingan yang adil dan 

merugikan konsumen. 

8. Keadilan dalam Penentuan Gaji dan Upah 

(Mua'wadhat): 

Dalam hubungan kerja, prinsip keadilan 

mengharuskan pengusaha untuk membayar gaji 

dan upah yang adil sesuai dengan kontribusi dan 

kualifikasi karyawan. 
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9. Mencegah Diskriminasi dan Perlakuan Tidak 

Adil: 

Keadilan juga memerintahkan untuk 

menghindari diskriminasi berdasarkan agama, 

ras, atau faktor lainnya dalam hubungan bisnis. 

Prinsip keadilan dalam hukum bisnis Islam 

bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis 

yang adil, transparan, dan berkeadilan. Dengan 

mematuhi prinsip-prinsip ini, bisnis dapat 

berkontribusi positif dalam memajukan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Berikut adalah contoh konkret tentang 

bagaimana memastikan transaksi bisnis yang adil 

dalam konteks nilai-nilai Islam: 

Contoh: Anda memiliki sebuah toko pakaian 

dan bekerja sama dengan pemasok untuk memasok 

persediaan. Salah satu pemasok menawarkan 

diskon besar-besaran jika Anda memesan 

persediaan dalam jumlah besar. Namun, Anda tahu 

bahwa pemasok tersebut juga memiliki hubungan 

bisnis dengan pesaing Anda yang memiliki toko 

pakaian serupa. 



Prinsip Utama Hukum Bisnis Islam    -   59 

Langkah-langkah untuk Memastikan 

Transaksi Bisnis yang Adil: 

1. Transparansi: Anda harus jujur dan transparan 

terkait dengan hubungan bisnis Anda dengan 

pemasok. Beri tahu pemasok bahwa Anda tahu 

mereka juga berbisnis dengan pesaing Anda. 

2. Tawar-menawar yang Adil: Diskusikan dengan 

pemasok untuk mencapai kesepakatan yang adil 

untuk kedua belah pihak. Jangan memanfaatkan 

informasi tentang hubungan mereka dengan 

pesaing Anda untuk mendapatkan keuntungan 

yang tidak adil. 

3. Evaluasi Penawaran: Pertimbangkan dengan 

seksama tawaran pemasok dalam konteks 

kebutuhan dan kapasitas toko Anda. Jika 

memungkinkan, bandingkan dengan tawaran 

dari pemasok lain untuk memastikan bahwa 

Anda mendapatkan penawaran yang wajar. 

4. Berpegang pada Prinsip Keadilan: Pastikan 

bahwa transaksi ini memenuhi prinsip keadilan 

dan tidak mengorbankan kepentingan pihak lain 

(dalam hal ini, pesaing Anda). 

5. Konsultasi dengan Penasihat Keuangan atau 

Etika: Jika Anda merasa ragu atau tidak yakin 
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apakah transaksi ini adil, pertimbangkan untuk 

berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau 

ahli etika yang dapat memberikan pandangan 

independen. 

6. Revisi Persyaratan Kontrak: Jika diperlukan, 

ubah persyaratan kontrak dengan pemasok 

untuk memastikan bahwa transaksi ini sejalan 

dengan nilai-nilai etika Islam dan adil bagi 

semua pihak. 

7. Berpikir Jangka Panjang: Pertimbangkan 

bagaimana transaksi ini akan memengaruhi 

hubungan bisnis Anda dengan pemasok di masa 

depan. Memastikan keseimbangan dan keadilan 

dalam transaksi saat ini dapat membangun 

dasar yang kuat untuk kerja sama yang 

berkelanjutan. 

Dengan mempertimbangkan langkah-langkah 

ini, Anda dapat memastikan bahwa transaksi bisnis 

dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai 

Islam yang mendorong keadilan dan integritas 

dalam setiap aktivitas bisnis. 
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C. Etika dan Nilai-nilai Islam dalam Bisnis 

Etika dan nilai-nilai Islam dalam bisnis mencakup 

seperangkat prinsip dan pedoman yang berasal dari 

ajaran agama Islam. Tujuannya adalah untuk 

mengatur perilaku dan praktik bisnis agar selaras 

dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Berikut 

adalah beberapa aspek kunci dari etika dan nilai-

nilai Islam dalam bisnis: 

1. Keadilan (Adl): Keadilan adalah salah satu nilai 

paling penting dalam Islam. Dalam konteks 

bisnis, ini berarti memperlakukan semua pihak 

terlibat dengan adil dan setara, tanpa 

memandang agama, ras, atau latar belakang 

sosial ekonomi mereka. 

2. Transparansi (Shuhrah): Bisnis harus 

dilakukan dengan transparan, artinya informasi 

yang relevan harus diberikan dengan jujur 

kepada semua pihak yang berkepentingan. Hal 

ini mencakup informasi mengenai produk, 

harga, dan kondisi kontrak. 

3. Kejujuran (Sidq): Kejujuran adalah prinsip 

kunci dalam Islam. Para pelaku bisnis 

diharapkan untuk berbicara dan berperilaku 
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dengan jujur, tanpa menipu atau memanipulasi 

informasi untuk keuntungan pribadi. 

4. Tanggung Jawab Sosial (Mas'uliyyah 

Ijtima'iyyah): Bisnis dalam Islam diharapkan 

untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat. Ini mencakup mempertimbangkan 

dampak bisnis terhadap lingkungan, 

kesejahteraan karyawan, dan kontribusi 

terhadap kesejahteraan umum. 

5. Hak Karyawan (Haq al-‘Amal): Karyawan 

harus diperlakukan dengan adil dan dihormati. 

Mereka memiliki hak atas gaji yang adil, kondisi 

kerja yang aman, dan perlindungan dari 

eksploitasi atau penyalahgunaan. 

6. Hak Konsumen (Haq al-Mu'taman): 

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan 

produk atau layanan berkualitas sesuai dengan 

yang dijanjikan. Bisnis juga tidak boleh menipu 

atau menyesatkan konsumen dalam proses 

transaksi. 

7. Larangan Riba (Haram al-Riba): Riba atau 

bunga adalah haram (dilarang) dalam Islam. 

Oleh karena itu, aktivitas finansial dan investasi 
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harus dijalankan tanpa menggunakan sistem 

bunga atau praktik riba. 

8. Larangan Maysir dan Maisir (Haram al-

Maysir wal-Maisir): Judi dan perjudian 

dilarang dalam Islam. Bisnis yang melibatkan 

praktik-praktik ini dianggap tidak etis. 

9. Larangan Haram (Haram): Bisnis yang 

melibatkan produksi atau distribusi barang-

barang yang diharamkan dalam Islam (seperti 

minuman keras atau daging babi) tidak 

diperbolehkan. 

10. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan 

(Taat Hukum): Para pelaku bisnis Islam 

diharapkan untuk mematuhi hukum dan 

regulasi yang berlaku di negara tempat mereka 

berbisnis. 

Dengan mengikuti etika dan nilai-nilai Islam 

dalam bisnis, para pelaku bisnis Muslim diharapkan 

untuk mencapai sukses material dan spiritual 

sekaligus, sambil mempertimbangkan kepentingan 

seluruh komunitas dan masyarakat sekitar. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis akan 

memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan 

bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 
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Dalam bisnis Islam, terdapat beberapa nilai-

nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. 

Berikut adalah beberapa di antaranya: 

1. Keadilan (Adl): Keadilan adalah nilai yang 

sangat penting dalam Islam. Dalam konteks 

bisnis, ini berarti memperlakukan semua pihak 

terlibat dengan adil dan setara. Tidak ada 

diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau latar 

belakang sosial. 

2. Transparansi (Shuhrah): Bisnis harus 

dilakukan dengan transparan. Informasi yang 

relevan harus diberikan dengan jujur kepada 

semua pihak yang berkepentingan, termasuk 

konsumen, mitra bisnis, dan pihak terkait 

lainnya. 

3. Kejujuran (Sidq): Kejujuran adalah prinsip 

kunci dalam Islam. Para pelaku bisnis 

diharapkan untuk berbicara dan berperilaku 

dengan jujur, tanpa menipu atau memanipulasi 

informasi untuk keuntungan pribadi. 

4. Tanggung Jawab Sosial (Mas'uliyyah 

Ijtima'iyyah): Bisnis dalam Islam diharapkan 

untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat. Ini mencakup mempertimbangkan 
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dampak bisnis terhadap lingkungan, 

kesejahteraan karyawan, dan kontribusi 

terhadap kesejahteraan umum. 

5. Hak Karyawan (Haq al-‘Amal): Karyawan 

harus diperlakukan dengan adil dan dihormati. 

Mereka memiliki hak atas gaji yang adil, kondisi 

kerja yang aman, dan perlindungan dari 

eksploitasi atau penyalahgunaan. 

6. Hak Konsumen (Haq al-Mu'taman): 

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan 

produk atau layanan berkualitas sesuai dengan 

yang dijanjikan. Bisnis juga tidak boleh menipu 

atau menyesatkan konsumen dalam proses 

transaksi. 

7. Larangan Riba (Haram al-Riba): Riba atau 

bunga adalah haram (dilarang) dalam Islam. 

Oleh karena itu, aktivitas finansial dan investasi 

harus dijalankan tanpa menggunakan sistem 

bunga atau praktik riba. 

8. Larangan Maysir dan Maisir (Haram al-

Maysir wal-Maisir): Judi dan perjudian 

dilarang dalam Islam. Bisnis yang melibatkan 

praktik-praktik ini dianggap tidak etis. 
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9. Larangan Barang Haram (Haram): Bisnis yang 

melibatkan produksi atau distribusi barang-

barang yang diharamkan dalam Islam (seperti 

minuman keras atau daging babi) tidak 

diperbolehkan. 

10. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan 

(Taat Hukum): Para pelaku bisnis Islam 

diharapkan untuk mematuhi hukum dan 

regulasi yang berlaku di negara tempat mereka 

berbisnis. 

11. Inovasi dan Peningkatan Kualitas (Istiqrar 

dan Tazkiyah): Islam mendorong umatnya 

untuk mencari peningkatan dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. 

Inovasi dan peningkatan kualitas harus dicapai 

dengan mematuhi nilai-nilai etika Islam. 

Dengan memegang teguh nilai-nilai ini, 

pelaku bisnis Muslim dapat memastikan bahwa 

aktivitas bisnis mereka dilakukan dengan 

integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial 

yang tinggi, sehingga memberikan manfaat positif 

bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Pentingnya integritas dan kejujuran dalam 

setiap aspek bisnis tidak dapat diabaikan dalam 
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Islam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa 

integritas dan kejujuran penting dalam bisnis 

menurut perspektif nilai-nilai Islam: 

1. Menghindari Dosa dan Dosa Potensial: 

Integritas dan kejujuran adalah prinsip-prinsip 

fundamental dalam Islam. Melanggar prinsip-

prinsip ini dapat menyebabkan dosa atau 

pelanggaran etika, yang akan mempengaruhi 

kehidupan spiritual dan akhirat seseorang. 

2. Menghindari Hukuman Hukum Dunia: Selain 

hukuman dari perspektif agama, melanggar 

integritas dan kejujuran juga dapat berpotensi 

mendatangkan hukuman hukum dunia. Banyak 

negara memiliki undang-undang yang mengatur 

praktik bisnis yang tidak etis. 

3. Memelihara Reputasi dan Kepercayaan: 

Integritas dan kejujuran adalah dasar dari 

reputasi baik dalam bisnis. Bisnis yang dikelola 

dengan integritas dan kejujuran lebih 

cenderung mendapatkan kepercayaan dan 

penghargaan dari konsumen, rekan bisnis, dan 

masyarakat umum. 

4. Menghindari Konflik Moral dan Etika: Bisnis 

yang beroperasi dengan integritas dan 
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kejujuran cenderung menghindari konflik moral 

dan etika. Ini memungkinkan para pemilik 

bisnis untuk tidur nyenyak, tanpa beban hati 

tentang praktik bisnis yang tidak benar. 

5. Meminimalkan Risiko Hukum dan Kerugian 

Finansial: Bisnis yang terlibat dalam praktik-

praktik tidak jujur dapat menghadapi risiko 

hukum dan denda besar. Oleh karena itu, 

berpegang teguh pada integritas dan kejujuran 

dapat membantu meminimalkan risiko hukum 

dan kerugian finansial. 

6. Menyebarkan Nilai-nilai Positif dalam 

Masyarakat: Bisnis yang menekankan 

integritas dan kejujuran berkontribusi positif 

pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. 

Ini membantu membangun lingkungan bisnis 

yang sehat dan membantu memutuskan siklus 

korupsi dan praktik tidak etis. 

7. Mendukung Pertumbuhan Jangka Panjang: 

Bisnis yang dijalankan dengan integritas dan 

kejujuran cenderung berkembang dan bertahan 

dalam jangka panjang. Mereka dapat 

membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan, yang 
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pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan 

keberlanjutan bisnis. 

Dengan menekankan pentingnya integritas dan 

kejujuran dalam setiap aspek bisnis, para pelaku 

bisnis Muslim dapat memastikan bahwa mereka 

berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang 

lebih adil, etis, dan berdaya tahan. Hal ini sejalan 

dengan nilai-nilai Islam yang mendorong integritas 

dalam segala aspek kehidupan. 

 

D. Studi Kasus: Menerapkan Prinsip-prinsip Utama 

Mari kita analisis sebuah kasus bisnis dan 

bagaimana prinsip-prinsip tawakal, keadilan, dan 

etika dapat diterapkan. 

Kasus Bisnis: Anda adalah pemilik toko pakaian 

yang sukses dan telah mendirikan beberapa cabang 

di kota Anda. Baru-baru ini, seorang pengusaha 

lokal menghubungi Anda dengan tawaran untuk 

bermitra dan membuka toko pakaian baru di pusat 

perbelanjaan yang baru dibangun. Namun, ia 

meminta Anda untuk menanggung sebagian besar 

biaya operasional dan risiko finansial, sementara ia 

hanya akan menyediakan modal awal yang terbatas. 
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Prinsip Tawakal: 

Tawakal adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu 

terjadi sesuai dengan kehendak Allah, dan bahwa 

kita harus berusaha sebaik mungkin sambil tetap 

bergantung pada-Nya. Dalam kasus ini, prinsip 

tawakal dapat diterapkan dengan cara berikut: 

1. Pertimbangkan dengan seksama peluang ini dan 

tindakan yang perlu Anda ambil. Berdoa dan 

memohon petunjuk kepada Allah dalam 

membuat keputusan. 

2. Lakukan analisis risiko yang komprehensif dan 

pertimbangkan apakah Anda dapat menanggung 

biaya operasional dan risiko finansial yang 

diminta oleh mitra Anda. 

3. Jika setelah mempertimbangkan dengan matang 

Anda merasa bahwa peluang ini merupakan 

langkah yang baik dan sesuai dengan rencana 

bisnis Anda, maka Anda dapat memilih untuk 

melanjutkannya dengan tawakal kepada Allah 

untuk memberikan keberkahan dan kesuksesan. 

Prinsip Keadilan: 

Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam. Dalam 

kasus ini, prinsip keadilan dapat diterapkan dengan 

cara berikut: 
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1. Pertimbangkan dengan cermat perjanjian mitra 

yang diajukan. Pastikan bahwa kewajiban dan 

hak Anda serta mitra Anda dijelaskan secara adil 

dan seimbang. 

2. Sampaikan secara terbuka dan jujur tentang 

keterbatasan modal awal yang diberikan oleh 

mitra Anda. Jangan menutup-nutupi fakta atau 

memanfaatkan kelemahan mitra Anda. 

3. Pastikan bahwa perjanjian menyediakan 

mekanisme bagi kedua belah pihak untuk 

berbagi risiko dan keuntungan secara adil. 

Prinsip Etika: 

Etika adalah nilai-nilai moral yang membimbing 

perilaku dan keputusan kita dalam bisnis. Dalam 

kasus ini, prinsip etika dapat diterapkan dengan 

cara berikut: 

1. Pertimbangkan apakah membuka toko baru 

dengan mitra ini sejalan dengan nilai-nilai dan 

etika bisnis Anda. Misalnya, apakah perjanjian 

ini mematuhi prinsip transparansi dan 

integritas? 

2. Jangan tergoda untuk memanfaatkan situasi 

atau kelemahan mitra Anda untuk keuntungan 
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pribadi. Pertimbangkan kepentingan bersama 

dan kesuksesan jangka panjang dari mitraan ini. 

3. Berkomunikasi dengan jujur dan terbuka 

dengan mitra Anda, dan pastikan bahwa semua 

pihak terlibat dalam transaksi ini mengerti dan 

setuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tawakal, 

keadilan, dan etika dalam kasus ini, Anda dapat 

memastikan bahwa keputusan Anda didasarkan 

pada nilai-nilai Islam yang mengutamakan 

integritas, keadilan, dan keterbukaan dalam bisnis 

Anda 
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Murabahah (Jual Beli 

dengan Laba) 
 

A. Konsep dan Prinsip Murabahah  

Murabahah adalah salah satu instrumen keuangan 

syariah yang digunakan dalam sistem perbankan 

Islam. Ini adalah metode jual beli di mana bank atau 

lembaga keuangan membeli suatu barang atas 

permintaan nasabah dan kemudian menjualnya 

kembali kepada nasabah dengan harga yang 

mencakup keuntungan tetap atau markup. 

Konsep Murabahah: 

1. Jual Beli: Murabahah melibatkan transaksi jual 

beli. Bank atau lembaga keuangan membeli 

barang atas permintaan nasabah dan kemudian 

menjualnya kembali kepada nasabah dengan 

harga yang mencakup keuntungan atau markup. 

3 
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2. Transparansi: Transaksi Murabahah harus 

dilakukan secara transparan, dengan semua 

rincian harga dan keuntungan yang dijelaskan 

dengan jelas kepada nasabah. 

3. Pemilikan Sementara: Sebelum bank menjual 

kembali barang kepada nasabah, bank adalah 

pemilik sementara barang tersebut. Namun, 

tujuan dari transaksi ini adalah untuk 

memfasilitasi pemenuhan kebutuhan nasabah, 

bukan untuk tujuan investasi atau spekulasi. 

Prinsip-prinsip Murabahah 

1. Kejujuran dan Transparansi: Prinsip utama 

dari Murabahah adalah kejujuran dan 

transparansi dalam transaksi. Semua rincian 

biaya dan keuntungan harus diungkapkan 

kepada nasabah secara jelas dan terperinci. 

2. Kepemilikan Sementara: Bank atau lembaga 

keuangan harus memiliki barang tersebut 

sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. 

Ini membedakannya dari metode keuangan 

lainnya di mana bank membiayai pembelian 

barang secara langsung. 

3. Harga Tetap: Harga jual kembali kepada 

nasabah harus ditetapkan dari awal, tanpa 
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mengalami perubahan. Keuntungan yang 

diperoleh oleh bank harus dijelaskan dan 

disepakati bersama sebelum transaksi 

dilakukan. 

4. Pembayaran Bertahap: Dalam beberapa kasus, 

nasabah dapat membayar dalam bentuk 

angsuran atau cicilan. Namun, total harga harus 

jelas dan tetap sejak awal. 

5. Barang yang Diperoleh Harus Nyata: Barang 

yang diperoleh harus nyata, dapat diidentifikasi, 

dan dapat diserahkan kepada nasabah. Barang 

yang belum ada atau tidak jelas spesifikasinya 

tidak dapat dijual dengan prinsip Murabahah. 

6. Tidak Ada Riba atau Bunga: Prinsip utama 

dalam Murabahah adalah menghindari riba atau 

bunga. Oleh karena itu, bank tidak 

diperbolehkan untuk membebankan bunga pada 

transaksi ini. 

7. Tujuan Akhir: Tujuan dari Murabahah adalah 

memfasilitasi nasabah untuk memperoleh 

barang yang mereka butuhkan dengan cara yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itu bukan 

untuk tujuan spekulatif atau investasi. 
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8. Penentuan Harga dengan Adil: Harga yang 

ditetapkan haruslah wajar dan adil, dan tidak 

boleh mendekati atau melampaui harga pasar 

yang sebenarnya. 

Murabahah adalah instrumen keuangan yang 

diterapkan untuk memastikan bahwa kebutuhan 

finansial dan barang-barang yang dibutuhkan oleh 

nasabah dapat dipenuhi dalam batas-batas syariah. 

Prinsip-prinsip yang terlibat dalam Murabahah 

adalah transparansi, kejujuran, dan menghindari 

praktik riba atau bunga 

Murabahah adalah salah satu bentuk 

transaksi jual beli dalam hukum bisnis Islam di 

mana penjual membeli barang atas permintaan 

pembeli dan kemudian menjualnya kembali kepada 

pembeli dengan menetapkan harga yang mencakup 

keuntungan atau markup. Dalam konteks ini, 

keuntungan atau markup yang ditetapkan oleh 

penjual adalah halal atau diizinkan dalam Islam. 

Jadi, intinya adalah, dalam transaksi 

murabahah: 

1. Pembeli menyampaikan permintaan kepada 

penjual untuk membeli barang tertentu. 
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2. Penjual membeli barang tersebut dengan 

menggunakan dana dari dirinya sendiri atau 

dari sumber keuangan lainnya. 

3. Penjual kemudian menjual barang tersebut 

kepada pembeli dengan menetapkan harga yang 

mencakup biaya pembelian, keuntungan yang 

diinginkan, dan elemen tambahan seperti 

ongkos pengiriman atau biaya lainnya. 

Penting untuk dicatat bahwa keuntungan 

atau markup yang diperoleh dalam transaksi 

murabahah harus dijelaskan dan disepakati 

bersama sebelum transaksi dilakukan. Hal ini 

memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan 

dengan kejujuran dan transparansi, sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum bisnis Islam. 

Prinsip-prinsip utama yang mengatur 

transaksi murabahah adalah sebagai berikut: 

1. Kepemilikan Sementara (Temporary 

Ownership): Sebelum penjualan kepada 

pembeli, penjual harus menjadi pemilik 

sementara barang yang akan dijual. Ini berarti 

penjual tidak dapat menjual barang yang belum 

dimilikinya. 
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2. Transparansi dan Jujur (Transparency and 

Honesty): Semua rincian transaksi, termasuk 

harga beli, harga jual (termasuk keuntungan), 

dan biaya lainnya, harus diungkapkan secara 

jelas dan terperinci kepada pembeli. Tidak ada 

ruang untuk penipuan atau penutupan 

informasi. 

3. Harga Tetap (Fixed Price): Harga jual harus 

ditetapkan dari awal dan tidak boleh berubah 

setelah transaksi dimulai. Pembeli dan penjual 

harus sepakat pada harga sejak awal. 

4. Pemenuhan Barang yang Nyata (Physical 

Delivery): Barang yang dijual haruslah nyata, 

identifikasi, dan dapat diserahkan kepada 

pembeli. Transaksi tidak dapat dilakukan untuk 

barang yang belum ada atau spesifikasinya tidak 

jelas. 

5. Tidak Ada Bunga (No Interest): Murabahah 

didasarkan pada prinsip keuntungan yang jelas 

dan disepakati sebelumnya, tanpa ada elemen 

bunga atau riba. 

6. Tujuan Utama adalah Memenuhi Kebutuhan 

(Primary Objective is Fulfilling a Need): 

Tujuan dari transaksi murabahah adalah 
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memfasilitasi pembeli untuk memperoleh 

barang yang mereka butuhkan. Ini tidak boleh 

digunakan untuk tujuan spekulatif atau 

investasi. 

7. Harga yang Adil (Fair Pricing): Harga yang 

ditetapkan haruslah wajar dan adil, tidak boleh 

mendekati atau melebihi harga pasar yang 

sebenarnya. 

8. Pembayaran Bertahap (Deferred Payment): 

Dalam beberapa kasus, pembayaran bisa 

dilakukan secara bertahap atau dalam bentuk 

angsuran. Namun, total harga harus jelas dan 

tetap sejak awal. 

9. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah (Sharia 

Compliance): Transaksi murabahah harus 

mematuhi prinsip-prinsip syariah secara 

keseluruhan, termasuk menghindari praktik 

riba, judi, atau hal-hal yang diharamkan dalam 

Islam. 

10. Tujuan Akhir adalah Kepuasan Bersama 

(Mutual Satisfaction): Tujuan dari transaksi 

murabahah adalah memastikan bahwa pembeli 

memperoleh barang yang mereka butuhkan 

dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
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syariah, sambil memberikan keuntungan yang 

wajar kepada penjual. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, transaksi 

murabahah dilakukan dengan integritas, keadilan, 

dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang 

mengutamakan kejujuran dan transparansi dalam 

bisnis. 

 

B. Proses Transaksi Murabahah 

Proses transaksi murabahah melibatkan beberapa 

langkah utama yang harus diikuti oleh pihak-pihak 

terlibat, yaitu pembeli dan penjual. Berikut adalah 

proses transaksi murabahah secara umum: 

1. Permintaan dari Pembeli: 

Langkah pertama dalam transaksi murabahah 

adalah permintaan dari pembeli kepada penjual 

untuk membeli barang atau produk tertentu. 

2. Penilaian dan Penentuan Harga: 

Setelah menerima permintaan, penjual menilai 

harga beli barang tersebut. Penjual harus 

menentukan harga beli yang terdiri dari harga 

beli asli (harga yang dikeluarkan oleh penjual 

untuk membeli barang) dan keuntungan yang 

diinginkan. 
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3. Penyampaian Harga kepada Pembeli: 

Penjual memberi tahu pembeli tentang harga 

total yang harus dibayar, termasuk harga beli 

asli dan keuntungan. 

4. Kesepakatan Harga: 

Pembeli dan penjual harus sepakat pada harga 

yang telah ditetapkan. Ini adalah langkah 

penting dalam proses, karena harga harus 

ditetapkan sejak awal dan tidak boleh berubah 

setelah transaksi dimulai. 

5. Kesepakatan Pembayaran: 

Pembeli dan penjual juga harus sepakat tentang 

jangka waktu pembayaran. Dalam beberapa 

kasus, pembayaran dapat dilakukan secara 

tunai atau secara bertahap melalui angsuran. 

6. Pembelian Barang oleh Penjual: 

Setelah kesepakatan harga dan pembayaran, 

penjual membeli barang tersebut dengan 

menggunakan dana dari dirinya sendiri atau 

dari sumber keuangan lainnya. 

7. Penjualan Kembali kepada Pembeli: 

Setelah membeli barang, penjual menjualnya 

kembali kepada pembeli dengan harga yang 

telah disepakati sebelumnya. Harga ini 
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mencakup biaya pembelian, keuntungan, dan 

elemen tambahan seperti ongkos kirim atau 

biaya lainnya. 

8. Pengiriman Barang: 

Setelah penjualan, barang tersebut diserahkan 

kepada pembeli. Pembeli sekarang menjadi 

pemilik sah atas barang tersebut. 

9. Pembayaran dari Pembeli: 

Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan 

kesepakatan. Pembayaran ini mencakup harga 

jual yang telah ditetapkan sebelumnya. 

10. Penyelesaian Transaksi: 

Setelah pembayaran lengkap diterima, transaksi 

murabahah selesai. 

Penting untuk diingat bahwa dalam seluruh 

proses ini, transparansi, kejujuran, dan integritas 

harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang 

terlibat. Prinsip-prinsip syariah juga harus dipatuhi, 

termasuk menghindari praktik riba atau bunga. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, transaksi 

murabahah dapat dilakukan dengan adil dan sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. 

Transaksi murabahah adalah bentuk jual beli 

dengan markup atau keuntungan yang diizinkan 
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dalam hukum bisnis Islam. Berikut adalah langkah-

langkah dan proses yang terlibat dalam melakukan 

transaksi murabahah: 

1. Permintaan dari Pembeli: 

Langkah pertama adalah ketika pembeli 

mengajukan permintaan kepada penjual untuk 

membeli barang atau produk tertentu. 

2. Penilaian Harga Beli: 

Setelah menerima permintaan, penjual menilai 

harga beli barang tersebut. Ini mencakup biaya 

pembelian asli dari pemasok atau pasar, 

termasuk biaya transportasi atau lainnya. 

3. Penetapan Harga Jual: 

Penjual menentukan harga jual dengan 

menambahkan markup atau keuntungan yang 

diinginkan atas harga beli asli. Harga jual harus 

disepakati bersama dengan pembeli. 

4. Kesepakatan Harga dan Pembayaran: 

Pembeli dan penjual sepakat pada harga jual 

dan metode pembayaran. Pembayaran dapat 

dilakukan secara tunai atau dalam bentuk 

angsuran tergantung pada kesepakatan. 
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5. Pembelian Barang oleh Penjual: 

Setelah harga dan pembayaran disepakati, 

penjual membeli barang tersebut dengan 

menggunakan dana dari dirinya sendiri atau 

sumber keuangan lainnya. 

6. Penjualan Kembali kepada Pembeli: 

Setelah membeli barang, penjual menjualnya 

kembali kepada pembeli dengan harga yang 

telah disepakati sebelumnya. Harga ini 

mencakup biaya pembelian, keuntungan, dan 

elemen tambahan seperti biaya pengiriman. 

7. Pengiriman Barang: 

Setelah penjualan, barang tersebut diserahkan 

kepada pembeli. Pembeli sekarang menjadi 

pemilik sah atas barang tersebut. 

8. Pembayaran dari Pembeli: 

Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan 

kesepakatan. Pembayaran ini mencakup harga 

jual yang telah ditetapkan sebelumnya. 

9. Penyelesaian Transaksi: 

Setelah pembayaran lengkap diterima, transaksi 

Murabahah selesai. Barang resmi menjadi milik 

pembeli. 
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10. Rekonsiliasi dan Pelaporan (Opsional): 

Setelah transaksi selesai, pihak-pihak terlibat 

dapat melakukan rekonsiliasi untuk 

memastikan bahwa semua transaksi sejalan 

dengan kesepakatan. Pelaporan atau 

dokumentasi transaksi juga dapat dilakukan 

untuk tujuan administratif atau audit. 

Penting untuk diingat bahwa transparansi, 

kejujuran, dan integritas harus dijunjung tinggi 

oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip 

syariah juga harus selalu dipatuhi, termasuk 

menghindari praktik riba atau bunga. Dengan 

mematuhi prinsip-prinsip ini, transaksi murabahah 

dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi 

murabahah adalah: 

1. Pembeli: Ini adalah pihak yang mengajukan 

permintaan untuk membeli barang atau produk 

tertentu dari penjual melalui transaksi 

murabahah. 

2. Penjual: Ini adalah pihak yang menjual barang 

atau produk kepada pembeli melalui transaksi 

murabahah. Penjual juga bertanggung jawab 
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untuk membeli barang tersebut dari pemasok 

atau pasar. 

3. Pemasok atau Pasar Awal: Penjual 

memperoleh barang dari pemasok atau pasar 

awal sebelum menjualnya kembali kepada 

pembeli. Pemasok atau pasar awal adalah 

sumber asli dari barang tersebut. 

4. Bank atau Lembaga Keuangan (Opsional): 

Dalam beberapa kasus, bank atau lembaga 

keuangan bisa menjadi perantara dalam 

transaksi murabahah. Mereka memfasilitasi 

transaksi dengan menyediakan dana untuk 

membeli barang sebelum menjualkannya 

kepada pembeli. 

Penting untuk dicatat bahwa bank atau 

lembaga keuangan hanya bertindak sebagai 

perantara dalam transaksi murabahah dan tidak 

memiliki kepentingan langsung dalam barang yang 

diperoleh atau dijual. Mereka mendapatkan 

keuntungan dari markup atau keuntungan yang 

telah disepakati bersama dengan pembeli. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi 

murabahah adalah: 
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1. Pembeli: Ini adalah pihak yang mengajukan 

permintaan untuk membeli barang atau produk 

tertentu dari penjual melalui transaksi 

murabahah. 

2. Penjual: Ini adalah pihak yang menjual barang 

atau produk kepada pembeli melalui transaksi 

murabahah. Penjual juga bertanggung jawab 

untuk membeli barang tersebut dari pemasok 

atau pasar. 

3. Pemasok atau Pasar Awal: Penjual 

memperoleh barang dari pemasok atau pasar 

awal sebelum menjualnya kembali kepada 

pembeli. Pemasok atau pasar awal adalah 

sumber asli dari barang tersebut. 

4. Bank atau Lembaga Keuangan (Opsional): 

Dalam beberapa kasus, bank atau lembaga 

keuangan bisa menjadi perantara dalam 

transaksi murabahah. Mereka memfasilitasi 

transaksi dengan menyediakan dana untuk 

membeli barang sebelum menjualkannya 

kepada pembeli. 

Penting untuk dicatat bahwa bank atau lembaga 

keuangan hanya bertindak sebagai perantara dalam 

transaksi murabahah dan tidak memiliki 
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kepentingan langsung dalam barang yang diperoleh 

atau dijual. Mereka mendapatkan keuntungan dari 

markup atau keuntungan yang telah disepakati 

bersama dengan pembeli. 

 

C. Studi Kasus: Implementasi Murabahah 

mari kita analisis sebuah kasus bisnis yang 

melibatkan transaksi murabahah untuk memahami 

penerapan prinsip-prinsipnya. 

Kasus Bisnis: Seorang pelanggan meminta sebuah 

toko elektronik untuk membeli sebuah televisi LED 

tertentu dengan spesifikasi tertentu. Harga beli dari 

distributor adalah $1000. Toko elektronik setuju 

untuk melakukan transaksi murabahah. 

Penerapan Prinsip-prinsip Murabahah: 

1. Permintaan dari Pembeli: 

Pelanggan meminta toko elektronik untuk 

membeli televisi LED tertentu. 

2. Penilaian Harga Beli: 

Toko elektronik menilai harga beli televisi LED 

dari distributor, yang adalah $1000. 

3. Penetapan Harga Jual: 

Toko elektronik menambahkan markup atau 

keuntungan sebesar $200 atas harga beli, 
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sehingga harga jual kepada pelanggan adalah 

$1200. 

4. Kesepakatan Harga dan Pembayaran: 

Pelanggan setuju untuk membayar $1200 

kepada toko elektronik dalam waktu dua bulan. 

5. Pembelian Barang oleh Toko Elektronik: 

Toko elektronik membeli televisi LED dari 

distributor dengan menggunakan dana dari 

sumber keuangan mereka sendiri. 

6. Penjualan Kembali kepada Pelanggan: 

Setelah membeli barang, toko elektronik 

menjualnya kembali kepada pelanggan dengan 

harga yang telah disepakati sebelumnya, yaitu 

$1200. 

7. Pengiriman Barang: 

Televisi LED diserahkan kepada pelanggan. 

Pelanggan sekarang menjadi pemilik sah atas 

barang tersebut. 

8. Pembayaran dari Pelanggan: 

Pelanggan membayar $1200 kepada toko 

elektronik sesuai dengan kesepakatan. 
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9. Penyelesaian Transaksi: 

Setelah pembayaran lengkap diterima, transaksi 

murabahah selesai. Barang resmi menjadi milik 

pelanggan. 

Dalam analisis ini, prinsip-prinsip 

murabahah yang diterapkan meliputi: 

1. Kepemilikan Sementara: Toko elektronik 

adalah pemilik sementara televisi LED sebelum 

menjualnya kembali kepada pelanggan. 

2. Transparansi dan Jujur: Semua rincian harga 

beli, harga jual, dan keuntungan ditentukan dan 

diungkapkan secara jelas kepada pelanggan. 

3. Harga Tetap: Harga jual ($1200) telah 

ditetapkan sejak awal dan tidak berubah selama 

transaksi. 

4. Pemenuhan Barang yang Nyata: Televisi LED 

yang diperoleh adalah barang nyata yang dapat 

diserahkan kepada pelanggan. 

5. Tidak Ada Bunga: Tidak ada elemen bunga atau 

riba dalam transaksi ini. 

6. Tujuan Utama adalah Memenuhi Kebutuhan: 

Tujuan dari transaksi adalah memfasilitasi 

pelanggan untuk memperoleh televisi LED yang 

mereka butuhkan. 
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7. Harga yang Adil: Harga jual ($1200) adalah 

wajar dan adil, tidak melebihi harga pasar yang 

sebenarnya. 

8. Pembayaran Bertahap: Pembayaran dilakukan 

sesuai dengan kesepakatan, dalam kasus ini, 

dua bulan. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip murabahah, 

transaksi ini dilakukan dengan integritas dan sesuai 

dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan 

kejujuran dan transparansi dalam bisnis. 

 

D. Keuntungan dan Risiko dalam Murabahah 

Manfaat dari Transaksi Murabahah: 

1. Memenuhi Kebutuhan Pelanggan: Transaksi 

murabahah memungkinkan pelanggan untuk 

memperoleh barang atau produk yang mereka 

butuhkan tanpa harus membayar sejumlah 

besar uang di muka. 

2. Tidak Melibatkan Bunga atau Riba: Transaksi 

ini sepenuhnya berdasarkan pada prinsip 

keuntungan yang jelas, tanpa melibatkan 

elemen riba atau bunga, sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 
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3. Transparansi dan Kejujuran: Keterbukaan dan 

kejujuran adalah prinsip utama dalam transaksi 

murabahah, memastikan bahwa semua rincian 

harga dan keuntungan diungkapkan dengan 

jelas kepada pelanggan. 

4. Memfasilitasi Investasi Produktif: Transaksi 

murabahah dapat memfasilitasi investasi dalam 

barang-barang yang dianggap produktif, seperti 

properti atau alat-alat produktif. 

Potensi Risiko yang Terkait dengan Transaksi 

Murabahah: 

1. Risiko Kepemilikan Sementara: Jika penjual 

gagal membeli barang dari pemasok atau pasar 

awal, risiko kepemilikan sementara dapat 

timbul, yang bisa memengaruhi ketersediaan 

barang untuk pelanggan. 

2. Risiko Kegagalan Pembayaran dari 

Pelanggan: Ada risiko bahwa pelanggan tidak 

dapat membayar jumlah yang telah disepakati. 

Hal ini bisa mengakibatkan kerugian keuangan 

bagi penjual. 

3. Risiko Perubahan Harga Pasar: Jika harga 

barang di pasar berubah setelah kesepakatan 
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harga dengan pelanggan, penjual mungkin 

harus menanggung perbedaan tersebut. 

4. Risiko Perubahan Keadaan Ekonomi: 

Perubahan dalam ekonomi atau kondisi pasar 

dapat memengaruhi kemampuan pelanggan 

untuk membayar atau harga barang di pasar. 

5. Risiko Hukum dan Kepatuhan Syariah: Dalam 

transaksi murabahah, sangat penting 

memastikan bahwa semua langkah dan 

prosedur mematuhi prinsip-prinsip syariah. 

Melanggar aturan syariah dapat mengakibatkan 

konsekuensi hukum dan keuangan. 

6. Risiko Transaksi Internasional: Jika transaksi 

melibatkan impor dan ekspor, risiko mata uang 

asing dan perubahan dalam nilai tukar dapat 

mempengaruhi keuntungan atau kerugian dari 

transaksi. 

Penting untuk diingat bahwa setiap bisnis, 

termasuk transaksi murabahah, melibatkan risiko. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis risiko yang 

cermat dan strategi manajemen risiko yang tepat 

untuk meminimalkan dampak potensial dari risiko 

tersebut. 
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Pentingnya memahami aspek keuangan dan 

manajemen risiko dalam praktik bisnis Islam tidak 

dapat diabaikan. Berikut adalah beberapa alasan 

mengapa hal ini sangat penting: 

1. Kepatuhan Syariah: Dalam bisnis Islam, 

memahami aspek keuangan dan manajemen 

risiko adalah kunci untuk memastikan bahwa 

semua transaksi dan keputusan bisnis 

mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk 

menghindari riba, investasi dalam bisnis haram, 

atau terlibat dalam praktik bisnis yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

2. Penghindaran Riba dan Bunga: Memahami 

keuangan Islam membantu dalam menghindari 

riba dan bunga, yang dianggap haram dalam 

Islam. Ini berarti memahami cara melakukan 

transaksi tanpa melibatkan bunga atau 

mendapatkan keuntungan dari spekulasi 

keuangan. 

3. Manajemen Risiko: Bisnis selalu melibatkan 

risiko, dan memahami manajemen risiko adalah 

kunci untuk meminimalkan dampak dari risiko-

risiko ini. Ini mencakup identifikasi, penilaian, 
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dan pengelolaan risiko finansial, operasional, 

dan reputasi. 

4. Pengelolaan Keuangan yang Bijak: Mengelola 

keuangan dengan bijak adalah penting dalam 

bisnis Islam. Ini termasuk pembuatan anggaran 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 

investasi yang berkelanjutan, dan menghindari 

praktik spekulatif atau berlebihan. 

5. Pengembangan Modal dan Investasi yang 

Bertanggung Jawab: Memahami aspek 

keuangan memungkinkan bisnis untuk 

mengembangkan modal dengan cara yang 

bertanggung jawab, menghasilkan keuntungan 

yang adil dan berkelanjutan, dan memberikan 

manfaat kepada masyarakat secara luas. 

6. Pentingnya Pertumbuhan dan Keberlanjutan: 

Memahami manajemen keuangan dan risiko 

juga membantu dalam memastikan 

pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan 

menjaga stabilitas finansial dalam jangka 

panjang. 

7. Ketentuan Hukum dan Peraturan: Memahami 

aspek keuangan juga mencakup pemahaman 

terhadap hukum dan regulasi yang berlaku 
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dalam praktik bisnis Islam. Ini memastikan 

bahwa bisnis beroperasi dalam batas-batas 

hukum dan etika yang ditetapkan oleh otoritas 

setempat. 

8. Pengelolaan Dana dengan Adil: Memahami 

manajemen keuangan memastikan bahwa dana 

perusahaan dan dana pelanggan dikelola dengan 

adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan 

Islam. 

Dengan memahami aspek keuangan dan 

manajemen risiko dalam praktik bisnis Islam, bisnis 

dapat beroperasi dengan integritas dan mematuhi 

prinsip-prinsip syariah. Ini juga membantu 

memastikan bahwa bisnis tersebut berkontribusi 

secara positif terhadap masyarakat dan ekonomi 

secara keseluruhan. 
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Mudarabah 
(Kemitraan) 

 

A. Definisi dan Karakteristik Mudarabah 

Transaksi Mudarabah adalah bentuk kemitraan 

dalam hukum bisnis Islam di mana satu pihak 

menyediakan modal (shahib al-mal) dan pihak lain 

menyediakan tenaga kerja atau keterampilan 

(mudarib). Dalam transaksi ini, keuntungan 

bersama dibagi antara kedua belah pihak 

berdasarkan kesepakatan sebelumnya. 

Definisi Mudarabah: 

Mudarabah adalah sebuah perjanjian kemitraan di 

mana satu pihak (shahib al-mal) menyediakan 

modal atau sumber daya keuangan, sementara 

pihak lain (mudarib) menyediakan tenaga kerja, 

4 
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keahlian, dan manajemen. Keuntungan dari bisnis 

yang dijalankan dengan modal tersebut akan dibagi 

sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sementara 

kerugian finansial ditanggung oleh pihak yang 

menyediakan modal. 

Dalam hal ini, pemilik modal berfungsi 

sebagai investor, sedangkan pihak yang 

menyediakan keterampilan atau manajemen adalah 

orang yang menjalankan bisnis sehari-hari. 

Pembagian keuntungan bersama adalah inti dari 

prinsip Mudarabah. 

Penting untuk diingat bahwa dalam 

Mudarabah, kerugian finansial hanya ditanggung 

oleh pihak yang menyediakan modal, sementara 

pihak yang menjalankan bisnis hanya kehilangan 

upaya dan waktu yang telah mereka investasikan. 

Penting juga untuk menyepakati persentase 

pembagian keuntungan dari awal, serta 

memastikan bahwa semua transaksi dan operasi 

yang terlibat mematuhi prinsip-prinsip syariah 

dalam hukum bisnis Islam. 

Mudarabah adalah sebuah bentuk perjanjian 

kemitraan dalam hukum bisnis Islam di mana satu 

pihak menyediakan modal (shahib al-mal) dan 
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pihak lain menyediakan tenaga kerja atau 

keterampilan (mudarib). Dalam transaksi ini, 

keuntungan bersama dibagi antara kedua belah 

pihak berdasarkan kesepakatan sebelumnya. 

Dalam konteks Mudarabah, pemilik modal 

berfungsi sebagai investor yang menyediakan dana 

untuk kegiatan usaha, sementara pihak yang 

menyediakan keterampilan atau manajemen 

bertanggung jawab untuk mengelola dan 

menjalankan usaha sehari-hari. Keuntungan dari 

bisnis tersebut akan dibagi antara kedua belah 

pihak berdasarkan persentase atau rasio yang telah 

disepakati sebelumnya. Sedangkan kerugian 

finansial hanya ditanggung oleh pihak yang 

menyediakan modal. 

Mudarabah merupakan salah satu instrumen 

keuangan syariah yang memungkinkan orang untuk 

berinvestasi atau memulai bisnis sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam setiap 

transaksi Mudarabah, penting untuk memiliki 

perjanjian yang jelas dan transparan mengenai 

bagaimana keuntungan dan kerugian akan dibagi, 

serta memastikan bahwa semua operasi sesuai 

dengan hukum dan nilai-nilai Islam. 
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Dalam transaksi Mudarabah, terdapat dua 

pihak utama yang memainkan peran kunci: 

1. Shahib al-Mal (Pemilik Modal): 

Shahib al-mal adalah pihak yang menyediakan 

modal atau dana untuk transaksi Mudarabah. 

Mereka adalah pemilik aset atau dana yang 

digunakan dalam investasi. Dalam hal ini, 

mereka berperan sebagai investor atau pemilik 

modal. 

Peran Shahib al-mal meliputi: 

a. Menyediakan dana atau modal untuk 

kegiatan usaha. 

b. Tidak terlibat dalam pengelolaan atau 

operasional bisnis sehari-hari. 

c. Menanggung kerugian finansial jika 

transaksi mengalami kerugian, sesuai 

dengan proporsi modal yang mereka berikan. 

2. Mudarib (Pengelola atau Pekerja): 

Mudarib adalah pihak yang menggunakan 

modal yang diberikan oleh Shahib al-mal untuk 

menjalankan dan mengelola bisnis sehari-hari. 

Mereka adalah orang yang memiliki 

keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman 

dalam operasi bisnis tertentu. 
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Peran Mudarib meliputi: 

a. Mengelola dan menjalankan bisnis dengan 

cara yang bijak dan efisien. 

b. Menyediakan tenaga kerja, keterampilan, 

atau manajemen yang diperlukan untuk 

menjalankan bisnis. 

c. Bertanggung jawab atas operasional sehari-

hari dan pengelolaan dana yang diberikan 

oleh Shahib al-mal. 

Pembagian keuntungan dalam Mudarabah 

didasarkan pada kesepakatan sebelumnya antara 

Shahib al-mal dan Mudarib. Keuntungan dari bisnis 

yang dijalankan akan dibagi antara kedua belah 

pihak berdasarkan persentase atau rasio yang telah 

disepakati sebelumnya. Namun, jika transaksi 

mengalami kerugian, maka kerugian finansial 

hanya ditanggung oleh Shahib al-mal sesuai dengan 

proporsi modal yang mereka berikan. 

Penting untuk diingat bahwa dalam setiap 

transaksi Mudarabah, perlu ada perjanjian yang 

jelas dan transparan mengenai bagaimana 

keuntungan dan kerugian akan dibagi, serta 

memastikan bahwa semua operasi sesuai dengan 

hukum dan nilai-nilai Islam. 
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B. Membangun Kontrak Mudarabah 

Membentuk kontrak Mudarabah melibatkan 

beberapa langkah dan proses yang perlu diikuti oleh 

kedua belah pihak, yaitu pemilik modal (Shahib al-

mal) dan pengelola (Mudarib). Berikut adalah 

langkah-langkah dan proses yang terlibat dalam 

membentuk kontrak Mudarabah: 

1. Persetujuan Awal: 

Kedua belah pihak, yaitu Shahib al-mal (pemilik 

modal) dan Mudarib (pengelola), harus 

menyepakati persyaratan dan rincian kontrak 

Mudarabah secara awal. Ini termasuk 

pembagian keuntungan, tanggung jawab 

masing-masing pihak, serta hak dan kewajiban 

mereka. 

2. Penentuan Modal Awal: 

Shahib al-mal menentukan jumlah modal yang 

akan disediakan untuk transaksi Mudarabah. 

Jumlah ini harus jelas dan terdefinisi dengan 

baik dalam kontrak. 

3. Menentukan Masa Berlaku Kontrak: 

Kontrak Mudarabah harus mencakup masa 

berlaku atau periode di mana investasi akan 
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dilakukan dan bisnis akan dijalankan. Hal ini 

perlu dijelaskan dengan jelas dalam kontrak. 

4. Tujuan dan Jenis Usaha: 

Kedua belah pihak harus sepakat mengenai 

tujuan dari transaksi Mudarabah dan jenis 

usaha yang akan dijalankan. Ini meliputi 

deskripsi bisnis, target pasar, produk atau 

layanan yang akan ditawarkan, dan lain 

sebagainya. 

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: 

Kontrak harus memuat rincian tentang 

bagaimana keuntungan dan kerugian akan 

dibagi antara Shahib al-mal dan Mudarib. 

Persentase atau rasio pembagian harus jelas dan 

telah disepakati sebelumnya. 

6. Kewajiban Pengelola dan Pemilik Modal: 

Kontrak harus menguraikan kewajiban dan 

tanggung jawab masing-masing pihak. Misalnya, 

tugas dan kewajiban operasional akan menjadi 

tanggung jawab Mudarib, sementara Shahib al-

mal akan bertanggung jawab atas penyediaan 

modal. 
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7. Pengelolaan Dana: 

Kontrak harus menjelaskan bagaimana dana 

akan dikelola, termasuk pembelian inventaris, 

pengeluaran operasional, dan penerimaan dari 

penjualan produk atau layanan. 

8. Pengakhiran Kontrak: 

Kontrak juga harus mencakup klausul tentang 

bagaimana kontrak akan diakhiri, baik itu 

secara sukarela atau karena alasan tertentu 

seperti mencapai tujuan bisnis atau periode 

kontrak berakhir. 

9. Persetujuan dan Tanda Tangan: 

Setelah semua rincian dan persyaratan telah 

disepakati, kontrak Mudarabah harus 

ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai 

bukti persetujuan. 

Penting untuk diingat bahwa kontrak 

Mudarabah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah 

dan hukum Islam. Oleh karena itu, disarankan 

untuk mendapatkan konsultasi dari ahli hukum atau 

ahli keuangan yang memahami prinsip-prinsip 

bisnis Islam saat membentuk kontrak Mudarabah. 

Dalam sebuah kontrak Mudarabah, terdapat 

sejumlah elemen kunci yang harus dicakup untuk 
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memastikan bahwa perjanjian tersebut jelas, adil, 

dan mematuhi prinsip-prinsip hukum bisnis Islam. 

Berikut adalah elemen-elemen penting yang harus 

ada dalam kontrak Mudarabah: 

1. Identifikasi Pihak-Pihak Terlibat: 

Nama dan identitas lengkap dari Shahib al-mal 

(pemilik modal) dan mudarib (pengelola) harus 

dijelaskan dengan jelas. 

2. Deskripsi Modal Awal: 

Jumlah modal awal yang akan disediakan oleh 

Shahib al-mal untuk transaksi Mudarabah harus 

ditentukan secara spesifik. 

3. Tujuan Bisnis dan Jenis Usaha: 

Kontrak harus menguraikan tujuan dari 

transaksi Mudarabah dan jenis usaha yang akan 

dijalankan dengan jelas. 

4. Masa Berlaku Kontrak: 

Periode atau durasi di mana bisnis akan 

dijalankan dan investasi akan dilakukan harus 

dijelaskan. 

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: 

Persentase atau rasio pembagian keuntungan 

dan kerugian antara Shahib al-mal dan Mudarib 

harus diatur dengan jelas. 
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6. Tanggung Jawab dan Kewajiban Masing-

Masing Pihak: 

Kontrak harus mendefinisikan peran dan 

tanggung jawab dari Shahib al-mal dan Mudarib 

secara rinci. Misalnya, kewajiban operasional 

akan menjadi tanggung jawab Mudarib, 

sementara Shahib al-mal akan bertanggung 

jawab atas penyediaan modal. 

7. Pengelolaan Dana: 

Kontrak harus menjelaskan bagaimana dana 

akan dikelola, termasuk penggunaan untuk 

pembelian inventaris, pengeluaran operasional, 

dan penerimaan dari penjualan produk atau 

layanan. 

8. Pengakhiran Kontrak: 

Proses dan kondisi untuk mengakhiri kontrak, 

baik itu secara sukarela atau karena alasan 

tertentu seperti mencapai tujuan bisnis atau 

periode kontrak berakhir, harus dijelaskan. 

9. Pengawasan dan Pelaporan: 

Mekanisme untuk pengawasan dan pelaporan 

kemajuan bisnis harus dicakup dalam kontrak, 

termasuk frekuensi dan format laporan yang 
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akan diberikan oleh Mudarib kepada Shahib al-

mal. 

10. Klausa Tambahan (Opsional): 

Kontrak juga dapat mencakup klausa tambahan 

yang relevan, seperti pembagian tugas dan 

tanggung jawab tambahan, penanganan 

sengketa, atau klausa-klausa khusus lainnya 

yang penting untuk keberhasilan transaksi 

Mudarabah. 

Setiap elemen ini harus diuraikan dengan 

jelas, dan semua persyaratan harus disepakati oleh 

kedua belah pihak sebelum kontrak ditandatangani. 

Penting juga untuk mendapatkan konsultasi dari 

ahli hukum atau ahli keuangan yang memahami 

prinsip-prinsip bisnis Islam saat menyusun kontrak 

Mudarabah. 

 

C. Keuntungan dan Risiko dalam Mudarabah 

Transaksi Mudarabah memiliki manfaat yang 

signifikan bagi kedua belah pihak yang terlibat, 

yaitu pemilik modal (Shahib al-mal) dan pengelola 

(Mudarib). Berikut adalah manfaat bagi pihak yang 

terlibat dalam transaksi Mudarabah: 
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Manfaat bagi Shahib al-mal (Pemilik Modal): 

1. Menghasilkan Keuntungan Tanpa Melakukan 

Operasional Bisnis: Shahib al-mal dapat 

memperoleh keuntungan dari investasinya 

tanpa harus terlibat secara langsung dalam 

operasional sehari-hari bisnis. Mereka hanya 

perlu menyediakan modal awal. 

2. Diversifikasi Portofolio: Dengan berpartisipasi 

dalam transaksi Mudarabah, Shahib al-mal 

memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam 

berbagai jenis bisnis atau sektor, 

memungkinkan diversifikasi portofolio mereka. 

3. Memanfaatkan Keterampilan dan 

Pengalaman Pengelola: Shahib al-mal dapat 

memanfaatkan keterampilan, pengetahuan, 

atau pengalaman pengelola (Mudarib) dalam 

mengelola bisnis dengan efisien, meningkatkan 

potensi keuntungan. 

4. Membangun Kemitraan dan Relasi Bisnis: 

Transaksi Mudarabah dapat membuka pintu 

untuk membangun kemitraan jangka panjang 

dengan pengelola atau pihak-pihak lain dalam 

dunia bisnis. 
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Manfaat bagi Mudarib (Pengelola): 

1. Mengakses Modal Tanpa Harus 

Mengeluarkan Modal Sendiri: Mudarib dapat 

memulai atau mengembangkan bisnis tanpa 

harus menyediakan modal mereka sendiri. 

Mereka menggunakan modal dari Shahib al-mal 

untuk membiayai operasional bisnis. 

2. Memperoleh Bagian dari Keuntungan Tanpa 

Risiko Modal: Mudarib berpotensi memperoleh 

bagian dari keuntungan bisnis tanpa harus 

menanggung risiko modal awal. Jika bisnis tidak 

berhasil, mereka tidak akan mengalami 

kerugian finansial. 

3. Mengembangkan dan Meningkatkan 

Keterampilan Manajemen: Mudarib memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan keterampilan manajemen 

mereka melalui pengalaman mengelola bisnis 

dalam kerangka Mudarabah. 

4. Mendorong Inovasi dan Kreativitas Bisnis: 

Mudarib memiliki kebebasan untuk mengelola 

bisnis sesuai dengan keahlian dan pengetahuan 

mereka, memungkinkan inovasi dan kreativitas 

dalam operasional bisnis. 
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5. Membangun Reputasi dan Kepercayaan: 

Keberhasilan dalam mengelola bisnis dalam 

transaksi Mudarabah dapat membantu Mudarib 

membangun reputasi dan kepercayaan di dunia 

bisnis. 

Dengan adanya manfaat bagi kedua belah 

pihak, transaksi Mudarabah dapat menjadi 

instrumen keuangan syariah yang menguntungkan 

dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Namun, 

penting untuk menyusun kontrak dengan hati-hati 

dan memastikan bahwa semua persyaratan 

mematuhi prinsip-prinsip bisnis Islam. 

Potensi Risiko dalam Praktik Bisnis Islam: 

1. Risiko Operasional: 

Deskripsi: Risiko terkait dengan operasional 

sehari-hari bisnis, termasuk kegagalan sistem, 

proses operasi yang tidak efisien, atau 

kekurangan keterampilan dalam tim 

manajemen. 

Strategi Pengelolaan Risiko: Melakukan audit 

dan pengawasan rutin, melatih tim manajemen 

dalam praktik terbaik, dan memiliki rencana 

darurat untuk mengatasi kegagalan sistem. 
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2. Risiko Keuangan: 

Deskripsi: Risiko terkait dengan manajemen 

keuangan, termasuk fluktuasi mata uang, 

ketidakmampuan membayar utang, atau 

kerugian investasi. 

Strategi Pengelolaan Risiko: Diversifikasi 

investasi, lindungi risiko mata uang asing 

dengan instrumen finansial, dan terapkan 

praktik manajemen keuangan yang bijak. 

3. Risiko Hukum dan Kepatuhan Syariah: 

Deskripsi: Risiko terkait dengan melanggar 

prinsip-prinsip syariah atau pelanggaran 

hukum yang dapat mengakibatkan konsekuensi 

hukum atau finansial. 

Strategi Pengelolaan Risiko: Pastikan bahwa 

semua transaksi dan operasi mematuhi prinsip-

prinsip syariah, dan dapatkan konsultasi hukum 

syariah jika diperlukan. 

4. Risiko Pasar: 

Deskripsi: Risiko terkait dengan fluktuasi pasar, 

termasuk perubahan harga barang atau jasa, 

permintaan pasar yang tidak stabil, atau 

perubahan keadaan ekonomi. 
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Strategi Pengelolaan Risiko: Lakukan riset 

pasar secara menyeluruh, pertahankan 

fleksibilitas dalam model bisnis untuk 

menyesuaikan dengan perubahan pasar, dan 

gunakan instrumen finansial untuk melindungi 

dari fluktuasi harga. 

Strategi untuk Meminimalkan Risiko dalam 

Praktik Bisnis Islam: 

1. Diversifikasi Portofolio: 

Diversifikasi investasi untuk meminimalkan 

risiko terkait dengan kinerja buruk dalam satu 

aset atau sektor tertentu. 

2. Pendidikan dan Pelatihan: 

Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 

tim manajemen tentang praktik bisnis Islam, 

hukum syariah, dan manajemen risiko. 

3. Audit dan Pengawasan Rutin: 

Melakukan audit dan pengawasan rutin untuk 

memastikan bahwa operasi bisnis mematuhi 

prinsip-prinsip syariah dan mengidentifikasi 

potensi risiko. 
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4. Membuat Rencana Darurat: 

Memiliki rencana darurat untuk mengatasi 

keadaan darurat atau kegagalan sistem yang 

tidak terduga. 

5. Konsultasi Ahli: 

Mendapatkan saran dari ahli keuangan dan 

hukum syariah untuk memastikan bahwa semua 

transaksi dan praktik bisnis mematuhi prinsip-

prinsip Islam. 

6. Pemantauan Pasar dan Analisis Tren: 

Memantau pasar secara teratur dan 

menganalisis tren ekonomi untuk dapat 

merespons dengan cepat terhadap perubahan 

kondisi pasar. 

7. Pentingnya Integritas dan Kepatuhan: 

Menekankan pentingnya integritas dan 

kepatuhan dalam setiap aspek bisnis untuk 

meminimalkan risiko terkait dengan 

pelanggaran hukum atau etika bisnis. 

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, 

bisnis yang beroperasi dalam kerangka bisnis Islam 

dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan 

kesuksesan jangka panjang mereka. 
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D. Studi Kasus: Implementasi Mudarabah 

mari kita lakukan analisis kasus bisnis yang 

melibatkan transaksi Mudarabah untuk memahami 

penerapan prinsip-prinsipnya. Mari kita gunakan 

contoh sederhana: 

Kasus Bisnis: Usaha Kecil Makanan Organik 

Pihak yang Terlibat: 

1. Shahib al-mal (Pemilik Modal): Investornya 

adalah seorang pengusaha kaya yang memiliki 

modal untuk diinvestasikan dalam bisnis. 

2. Mudarib (Pengelola): Seorang ahli dalam 

industri makanan organik dengan pengalaman 

dalam pengelolaan bisnis restoran. 

Langkah-Langkah dan Proses: 

1. Persetujuan Awal: 

Shahib al-mal dan Mudarib sepakat untuk 

membentuk kontrak Mudarabah untuk memulai 

bisnis makanan organik. 

2. Penentuan Modal Awal: 

Shahib al-mal menyetujui untuk menyediakan 

modal awal sebesar $100,000 untuk membiayai 

pembelian inventaris, memasang peralatan 

dapur, dan membayar biaya operasional awal. 
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3. Masa Berlaku Kontrak: 

Kontrak disepakati untuk berlaku selama dua 

tahun, dengan opsi untuk diperpanjang jika 

bisnis berjalan dengan baik. 

4. Tujuan Bisnis dan Jenis Usaha: 

Tujuan bisnis adalah menyediakan makanan 

organik berkualitas tinggi kepada pelanggan 

lokal melalui restoran dengan konsep sehat dan 

ramah lingkungan. 

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: 

Kesepakatan adalah Shahib al-mal akan 

mendapatkan 40% dari keuntungan bersih, 

sementara Mudarib akan memperoleh 60%. 

6. Tanggung Jawab dan Kewajiban Masing-

Masing Pihak: 

Mudarib bertanggung jawab atas pengelolaan 

restoran, termasuk pilihan menu, manajemen 

staf, dan pelayanan pelanggan. Shahib al-mal 

hanya berperan sebagai investor dan tidak 

terlibat dalam operasional sehari-hari. 

7. Pengelolaan Dana: 

Modal dari Shahib al-mal digunakan untuk 

membeli bahan baku organik, membayar gaji 

staf, dan biaya operasional lainnya. Laporan 
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keuangan berkala disediakan oleh Mudarib 

kepada Shahib al-mal. 

8. Pengakhiran Kontrak: 

Kontrak dapat berakhir setelah dua tahun atau 

diperpanjang jika kedua belah pihak setuju 

untuk melanjutkan bisnis. 

Penerapan Prinsip-prinsip Mudarabah: 

1. Bagi Hasil Keuntungan: Keuntungan dari 

bisnis dibagi sesuai dengan kesepakatan 

sebelumnya, yaitu 60% untuk Mudarib dan 

40% untuk Shahib al-mal. 

2. Pemisahan Tanggung Jawab: Mudarib 

bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, 

sementara Shahib al-mal hanya bertanggung 

jawab atas penyediaan modal. 

3. Tanggung Jawab Kewajiban: Risiko kerugian 

finansial hanya ditanggung oleh Shahib al-mal, 

sementara Mudarib tidak akan mengalami 

kerugian finansial jika bisnis tidak berhasil. 

4. Kerja sama Tim Manajemen: Shahib al-mal 

mempercayakan keterampilan dan pengalaman 

Mudarib dalam mengelola bisnis, dan keduanya 

bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. 
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Dalam kasus ini, prinsip-prinsip Mudarabah 

diterapkan dengan jelas, memungkinkan kedua 

belah pihak untuk saling menguntungkan. Mudarib 

memiliki kesempatan untuk mengelola bisnis 

dengan keterampilan mereka, sementara Shahib al-

mal memperoleh keuntungan dari investasi mereka 

tanpa harus terlibat dalam operasional sehari-hari. 
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Musharakah 

(Kemitraan Bersama) 
 

A. Definisi dan Keuntungan Musharakah 

Transaksi Musharakah adalah bentuk kemitraan 

bersama dalam hukum bisnis Islam di mana dua 

pihak atau lebih bersatu untuk berinvestasi dalam 

suatu proyek atau bisnis. Dalam musharakah, setiap 

pihak menyediakan modal dan mereka berbagi 

keuntungan serta kerugian sesuai dengan 

kesepakatan sebelumnya. 

Definisi Musharakah: 

Musharakah adalah bentuk kemitraan bersama di 

mana dua pihak atau lebih menyatukan modal atau 

sumber daya keuangan untuk berinvestasi dalam 

proyek atau bisnis tertentu. Dalam musharakah, 

5 
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setiap pihak memiliki hak untuk mengelola dan 

memantau bisnis, dan mereka juga berbagi risiko, 

baik keuntungan maupun kerugian, sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. 

Penting untuk dicatat bahwa dalam 

musharakah, keputusan dan manajemen bisnis 

dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak 

yang terlibat. Hal ini membedakannya dari bentuk 

kemitraan lain seperti Mudarabah, di mana satu 

pihak (shahib al-mal) menyediakan modal dan 

pihak lain (mudarib) yang mengelola bisnis. 

Musharakah sering digunakan dalam proyek 

besar atau investasi jangka panjang, dan prinsip-

prinsip kesepakatan serta pembagian keuntungan 

dan kerugian diatur dengan jelas dalam perjanjian 

musharakah. Hal ini memastikan bahwa semua 

transaksi dan operasi yang terlibat mematuhi 

prinsip-prinsip syariah dalam hukum bisnis Islam. 

Transaksi Musharakah dalam bisnis Islam 

memberikan sejumlah manfaat dan keuntungan 

bagi pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah 

beberapa manfaat dan keuntungan dari transaksi 

Musharakah: 
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Manfaat bagi Pihak yang Menyediakan Modal 

(Shahib al-Mal): 

1. Menghasilkan Keuntungan dari Investasi: 

Shahib al-mal memiliki kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan dari investasi mereka 

dalam proyek atau bisnis tanpa harus terlibat 

dalam manajemen sehari-hari. 

2. Diversifikasi Portofolio: Memungkinkan 

diversifikasi investasi karena dana mereka 

dapat digunakan untuk berbagai proyek atau 

bisnis, sehingga mengurangi risiko konsentrasi 

dalam satu sektor atau proyek. 

3. Pemisahan Risiko: Risiko finansial terkait 

dengan proyek atau bisnis dipisah antara para 

mitra. Kerugian finansial dibagi sesuai dengan 

kesepakatan awal. 

Manfaat bagi Pihak yang Mengelola Bisnis 

(Mudarib): 

1. Akses Modal Tanpa Memiliki Modal Sendiri: 

Mudarib dapat memulai atau mengembangkan 

bisnis tanpa harus menyediakan modal mereka 

sendiri. Mereka dapat menggunakan modal dari 

Shahib al-mal untuk membiayai operasional 

bisnis. 
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2. Memanfaatkan Keterampilan dan 

Pengalaman: Mudarib dapat menggunakan 

keterampilan dan pengalaman mereka dalam 

mengelola bisnis untuk mencapai kesuksesan 

bersama dengan mitra. 

3. Mengurangi Risiko Finansial: Risiko kerugian 

finansial terkait dengan bisnis tidak seluruhnya 

ditanggung oleh Mudarib. Mereka hanya 

berisiko kehilangan upaya dan waktu yang telah 

mereka investasikan. 

Manfaat bagi Kedua Belah Pihak: 

1. Kemitraan dan Kolaborasi: Mendorong 

kemitraan dan kolaborasi yang kuat antara 

Shahib al-mal dan Mudarib, menciptakan 

kerangka kerja yang saling menguntungkan. 

2. Peningkatan Potensi Keuntungan: Dengan 

memanfaatkan sumber daya dan keterampilan 

dari kedua belah pihak, potensi keuntungan dari 

proyek atau bisnis dapat meningkat. 

3. Kesempatan untuk Proyek Besar atau Jangka 

Panjang: Memungkinkan partisipasi dalam 

proyek besar atau jangka panjang yang mungkin 

memerlukan modal yang lebih besar daripada 

yang dapat disediakan oleh satu pihak. 
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4. Pembelajaran dan Pertumbuhan Bersama: 

Memungkinkan kedua belah pihak untuk belajar 

dan tumbuh bersama, saling melengkapi dengan 

keterampilan dan pengetahuan masing-masing. 

Dengan mempertimbangkan manfaat dan 

keuntungan ini, transaksi Musharakah adalah 

instrumen keuangan yang dapat memfasilitasi 

investasi yang adil dan memungkinkan 

pertumbuhan dan pembangunan bisnis dalam 

kerangka prinsip-prinsip bisnis Islam. 

 

B. Prinsip-prinsip dan Implementasi Musharakah 

Transaksi Musharakah dalam bisnis Islam diatur 

oleh sejumlah prinsip utama untuk memastikan 

bahwa transaksi tersebut adil, sesuai dengan hukum 

syariah, dan menghormati hak-hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Berikut adalah prinsip-

prinsip utama yang mengatur transaksi 

Musharakah: 

1. Kepemilikan Bersama (Joint Ownership): 

Para pihak yang terlibat dalam Musharakah 

memiliki kepemilikan bersama terhadap aset 

atau proyek yang diinvestasikan. Setiap pihak 

memiliki bagian proporsional dari kepemilikan. 
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2. Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing): 

Keuntungan dan kerugian dari bisnis dibagi di 

antara para pihak berdasarkan kesepakatan 

sebelumnya. Masing-masing pihak membagi 

hasil sesuai dengan proporsi kepemilikan 

mereka. 

3. Partisipasi dalam Manajemen: 

Para pihak yang terlibat dalam Musharakah 

memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan dan manajemen bisnis. 

Keputusan besar harus diambil secara bersama-

sama. 

4. Transparansi dan Keterbukaan: 

Semua informasi terkait dengan bisnis harus 

disediakan dengan jelas dan transparan kepada 

semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup 

laporan keuangan, rencana bisnis, dan 

perkembangan proyek. 

5. Risiko dan Kerugian Bersama: 

Risiko dan kerugian bisnis harus ditanggung 

bersama oleh para pihak. Ini berarti bahwa jika 

bisnis mengalami kerugian, maka kerugian akan 

dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan 

masing-masing pihak. 
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6. Kewajiban untuk Menghindari Sumber Daya 

Haram: 

Dalam transaksi Musharakah, dana atau sumber 

daya yang diinvestasikan harus berasal dari 

sumber yang halal atau sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 

7. Tujuan Bisnis yang Jelas dan Sesuai dengan 

Syariah: 

Tujuan dari bisnis atau proyek harus jelas dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam. Hal 

ini termasuk memastikan bahwa produk atau 

layanan yang ditawarkan tidak melanggar 

hukum syariah. 

8. Pemisahan Kepemilikan dan Manajemen: 

Para pemilik modal dalam Musharakah tidak 

terlibat dalam manajemen sehari-hari bisnis. 

Tugas manajerial menjadi tanggung jawab 

pihak yang mengelola (Mudarib). 

9. Keterbukaan Terhadap Pembagian 

Keuntungan dan Kerugian: 

Rincian mengenai bagaimana keuntungan dan 

kerugian akan dibagi harus diatur dengan jelas 

dalam perjanjian Musharakah. 
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10. Pengakhiran dengan Kesepakatan Bersama: 

Musharakah dapat diakhiri dengan kesepakatan 

bersama antara para pihak, atau sesuai dengan 

mekanisme yang telah diatur dalam perjanjian. 

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa Musharakah dilakukan dengan 

cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah dalam bisnis Islam. Hal ini 

memberikan dasar untuk kemitraan yang kuat dan 

saling menguntungkan antara para pihak yang 

terlibat. 

Implementasi dan struktur kemitraan 

bersama dalam bisnis melibatkan beberapa langkah 

dan elemen penting untuk memastikan 

keberhasilan dan adilnya hubungan antara para 

mitra. Berikut adalah cara-cara implementasi dan 

struktur kemitraan bersama dalam bisnis: 

1. Penetapan Tujuan dan Visi: 

Para mitra harus sepakat tentang tujuan 

bersama dan visi untuk bisnis. Hal ini mencakup 

identifikasi tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang, serta sasaran pencapaian yang ingin 

dicapai. 
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2. Penentuan Peran dan Tanggung Jawab: 

Setiap mitra harus memiliki peran dan tanggung 

jawab yang jelas dalam operasi bisnis. Ini 

termasuk tugas-tugas spesifik, keterlibatan 

dalam pengambilan keputusan, dan area 

tanggung jawab masing-masing mitra. 

3. Pembagian Modal dan Keuntungan: 

Para mitra perlu sepakat tentang seberapa besar 

modal yang akan disediakan oleh masing-

masing, dan bagaimana keuntungan serta 

kerugian akan dibagi. Ini harus diatur dengan 

jelas dalam perjanjian kemitraan. 

4. Pembagian Kepemilikan: 

Penentuan proporsi kepemilikan atau saham 

dari masing-masing mitra dalam bisnis sangat 

penting. Ini mempengaruhi seberapa besar 

pengaruh masing-masing mitra terhadap 

keputusan bisnis. 

5. Pembuatan Perjanjian Kemitraan: 

Perjanjian kemitraan harus disusun dengan 

hati-hati dan mencakup semua rincian terkait 

dengan hubungan bisnis, termasuk tujuan, 

tugas dan tanggung jawab, pembagian 
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keuntungan, pembagian risiko, dan hak dan 

kewajiban masing-masing mitra. 

6. Mekanisme Pengambilan Keputusan: 

Penting untuk menentukan bagaimana 

keputusan akan diambil dalam bisnis. Apakah 

akan dilakukan melalui musyawarah atau ada 

mitra yang memiliki otoritas lebih besar dalam 

pengambilan keputusan tertentu? 

7. Transparansi dan Pelaporan: 

Semua aktivitas bisnis dan keuangan harus 

dilaporkan secara terbuka dan transparan 

kepada semua mitra. Ini termasuk laporan 

keuangan, perkembangan proyek, dan informasi 

terkait bisnis lainnya. 

8. Pengelolaan Risiko dan Krisis: 

Penting untuk memiliki rencana untuk 

mengatasi risiko dan krisis yang mungkin 

terjadi selama operasi bisnis. Ini mencakup 

langkah-langkah untuk mengatasi masalah 

finansial atau operasional. 

9. Evaluasi Kinerja dan Revisi Strategi: 

Secara teratur, para mitra harus mengevaluasi 

kinerja bisnis dan memutuskan apakah strategi 

bisnis perlu direvisi atau disesuaikan. 
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10. Pengakhiran Kemitraan (Opsional) 

Jika ada kebutuhan untuk mengakhiri 

kemitraan, mekanisme dan syarat untuk 

melakukan pengakhiran harus diatur dalam 

perjanjian kemitraan. 

11. Pemisahan Kepemilikan dan Manajemen 

(Opsional) 

Para pemilik modal mungkin tidak terlibat 

dalam manajemen sehari-hari. Oleh karena itu, 

jelasnya pemisahan tugas dan tanggung jawab 

antara mitra yang berfokus pada manajemen 

dan yang berfokus pada menyediakan modal 

adalah penting. 

12. Peninjauan dan Pembaruan Perjanjian 

Perjanjian kemitraan perlu diperbarui secara 

berkala untuk mencerminkan perubahan kondisi 

atau tujuan bisnis. 

Dengan mempertimbangkan langkah-langkah 

dan elemen-elemen ini, para mitra dapat 

membangun struktur kemitraan bersama yang kuat, 

adil, dan berkelanjutan dalam bisnis mereka. 
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C. Studi Kasus: Implementasi Musharakah 

Mari kita analisis kasus bisnis yang melibatkan 

transaksi Musharakah untuk memahami penerapan 

prinsip-prinsipnya. 

Kasus Bisnis: Pengembangan Properti 

Apartemen 

Pihak yang Terlibat: 

1. Shahib al-mal (Pemilik Modal): Seorang 

investor dengan modal yang signifikan untuk 

diinvestasikan dalam proyek pengembangan 

properti. 

2. Mudarib (Pengelola): Seorang pengembang 

properti yang memiliki pengalaman dan 

keahlian dalam pengembangan proyek 

apartemen. 

Langkah-Langkah dan Proses: 

1. Persetujuan Awal: 

Shahib al-mal dan Mudarib sepakat untuk 

membentuk kontrak Musharakah untuk 

mengembangkan properti apartemen. 

2. Penentuan Modal Awal: 

Shahib al-mal menyediakan 70% dari modal 

yang diperlukan untuk proyek, sementara 

Mudarib menyediakan 30%. 
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3. Masa Berlaku Kontrak: 

Kontrak disepakati untuk berlaku selama dua 

tahun, dengan opsi untuk diperpanjang jika 

proyek membutuhkan waktu lebih lama. 

4. Tujuan Bisnis dan Jenis Proyek: 

Tujuan bisnis adalah mengembangkan 

apartemen berkualitas tinggi untuk dijual atau 

disewakan kepada masyarakat. Proyek ini 

dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis 

Islam. 

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: 

Kesepakatan adalah bahwa keuntungan bersih 

dari penjualan apartemen akan dibagi 70% 

untuk Shahib al-mal dan 30% untuk Mudarib. 

6. Tanggung Jawab dan Kewajiban Masing-

Masing Pihak: 

Mudarib bertanggung jawab atas 

pengembangan proyek, termasuk desain, 

konstruksi, dan pemasaran. Shahib al-mal 

bertanggung jawab atas menyediakan modal 

dan mengawasi progres proyek. 

7. Pengelolaan Dana: 

Modal dari Shahib al-mal digunakan untuk 

membeli tanah, membiayai konstruksi, dan 
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biaya operasional lainnya. Laporan keuangan 

berkala disediakan oleh Mudarib kepada Shahib 

al-mal. 

8. Pengakhiran Kontrak: 

Kontrak dapat berakhir setelah dua tahun atau 

diperpanjang jika kedua belah pihak setuju 

untuk melanjutkan proyek. 

Penerapan Prinsip-prinsip Musharakah: 

1. Kepemilikan Bersama: Shahib al-mal dan 

Mudarib memiliki kepemilikan bersama 

terhadap proyek pengembangan properti 

apartemen. 

2. Bagi Hasil Keuntungan: Keuntungan dari 

penjualan apartemen dibagi sesuai dengan 

kesepakatan awal, yaitu 70% untuk Shahib al-

mal dan 30% untuk Mudarib. 

3. Partisipasi dalam Manajemen: Mudarib 

bertanggung jawab atas pengembangan dan 

manajemen proyek, sementara Shahib al-mal 

terlibat dalam mengawasi progres dan 

menyediakan modal. 

4. Risiko dan Kerugian Bersama: Risiko finansial 

terkait dengan proyek pengembangan properti 

apartemen ditanggung bersama oleh Shahib al-
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mal dan Mudarib sesuai dengan proporsi 

kepemilikan mereka. 

Dalam kasus ini, prinsip-prinsip Musharakah 

diterapkan dengan jelas, memungkinkan kedua 

belah pihak untuk saling menguntungkan dari 

pengembangan proyek apartemen. Mudarib dapat 

menggunakan keterampilan dan pengalaman 

mereka dalam mengelola proyek, sementara 

Shahib al-mal memperoleh keuntungan dari 

investasi mereka tanpa harus terlibat dalam 

manajemen proyek sehari-hari. 

 

D. Keuntungan dan Risiko dalam Musharakah 

Manfaat dari Transaksi Musharakah: 

1. Diversifikasi Risiko: Kemitraan dalam 

transaksi Musharakah memungkinkan para 

pihak untuk berbagi risiko. Kerugian finansial 

dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, 

sehingga mengurangi tekanan finansial pada 

satu pihak. 

2. Penggunaan Keterampilan dan Pengalaman: 

Setiap mitra dapat membawa keterampilan, 

pengetahuan, dan pengalaman mereka ke dalam 
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bisnis. Hal ini dapat meningkatkan kualitas 

manajemen dan pelaksanaan proyek. 

3. Akses ke Modal Lebih Besar: Transaksi 

Musharakah memungkinkan pihak-pihak yang 

mungkin memiliki modal terbatas untuk 

berinvestasi dalam proyek atau bisnis yang 

memerlukan dana besar. 

4. Kesempatan untuk Terlibat dalam Proyek 

Besar: Transaksi Musharakah memungkinkan 

partisipasi dalam proyek besar atau jangka 

panjang yang mungkin memerlukan modal yang 

lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh 

satu pihak. 

5. Kemitraan dan Kolaborasi: Mengembangkan 

kemitraan yang kuat antara para mitra, 

menciptakan kerangka kerja yang saling 

menguntungkan. 

6. Pembelajaran dan Pertumbuhan Bersama: 

Memungkinkan para mitra untuk belajar dan 

tumbuh bersama, saling melengkapi dengan 

keterampilan dan pengetahuan masing-masing. 

Potensi Risiko dalam Transaksi Musharakah: 

1. Risiko Bisnis: Keberhasilan bisnis atau proyek 

tidak selalu dapat dijamin. Ada risiko bahwa 
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proyek tidak akan menghasilkan keuntungan 

sesuai dengan perkiraan atau bahkan 

mengalami kerugian. 

2. Risiko Manajemen: Kemitraan memerlukan 

kerja sama dan manajemen yang efektif. Jika 

terjadi konflik atau ketidakcocokan dalam 

pengambilan keputusan, dapat mempengaruhi 

kinerja bisnis. 

3. Risiko Kebijakan dan Regulasi: Perubahan 

dalam kebijakan atau peraturan pemerintah 

dapat mempengaruhi operasi bisnis dan 

mengakibatkan dampak finansial. 

4. Risiko Pasar: Fluktuasi pasar atau perubahan 

keadaan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja 

bisnis atau proyek. 

5. Risiko Pembiayaan dan Modal: Jika ada 

keterlambatan dalam menyediakan modal atau 

sumber daya, itu dapat mempengaruhi progres 

dan kinerja proyek. 

6. Risiko Hukum dan Kepatuhan Syariah: Risiko 

terkait dengan melanggar prinsip-prinsip 

syariah atau pelanggaran hukum yang dapat 

mengakibatkan konsekuensi hukum atau 

finansial. 
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Penting untuk diingat bahwa transaksi 

Musharakah adalah bentuk kemitraan di mana 

risiko dan keuntungan dibagi bersama. Oleh karena 

itu, sebelum terlibat dalam transaksi semacam itu, 

para pihak harus memahami sepenuhnya risiko 

yang terlibat dan memastikan bahwa mereka 

memiliki rencana untuk mengelola dan mengatasi 

risiko tersebut. 

Manajemen risiko dalam praktik bisnis Islam 

memiliki peran yang sangat penting untuk 

memastikan keberlanjutan dan keberhasilan 

operasi bisnis. Berikut adalah beberapa alasan 

mengapa manajemen risiko penting dalam bisnis 

Islam: 

1. Kepatuhan Syariah: Manajemen risiko 

membantu memastikan bahwa bisnis beroperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini 

melibatkan identifikasi dan mitigasi risiko yang 

dapat mengakibatkan melanggar hukum 

syariah. 

2. Melindungi Keuangan dan Modal: 

Meminimalkan risiko finansial membantu 

melindungi modal dan keuangan perusahaan. 
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Ini penting untuk memastikan keberlangsungan 

bisnis dan pertumbuhan jangka panjang. 

3. Pengelolaan Risiko Operasional: Bisnis Islam 

dapat menghadapi risiko operasional seperti 

kesalahan manusia, masalah teknis, atau 

peristiwa tak terduga lainnya. Manajemen 

risiko membantu mengidentifikasi dan 

mengurangi risiko ini. 

4. Pemilihan Investasi yang Bijak: Dalam 

konteks investasi syariah, manajemen risiko 

membantu dalam memilih investasi yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki 

potensi keuntungan yang baik. 

5. Pengelolaan Risiko Pasar: Fluktuasi pasar dan 

perubahan kondisi ekonomi dapat 

mempengaruhi kinerja bisnis. Manajemen 

risiko membantu dalam mengantisipasi dan 

mengelola risiko ini. 

6. Pemisahan Tanggung Jawab: Manajemen 

risiko memastikan bahwa tanggung jawab 

untuk mengidentifikasi, mengukur, dan 

mengelola risiko diatribusikan dengan tepat di 

seluruh organisasi. Hal ini memungkinkan fokus 

pada ahli risiko dan manajemen mereka. 
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7. Pemeliharaan Reputasi: Mengidentifikasi dan 

mengatasi risiko yang berkaitan dengan 

reputasi adalah kunci untuk mempertahankan 

kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. 

8. Keberlanjutan Bisnis: Dengan memitigasi 

risiko potensial, bisnis memiliki kemungkinan 

yang lebih baik untuk bertahan dan tumbuh di 

pasar yang kompetitif. 

9. Kepedulian Sosial dan Lingkungan: 

Manajemen risiko dapat membantu dalam 

memitigasi risiko terkait dengan dampak sosial 

dan lingkungan dari operasi bisnis. 

10. Pentingnya Tawakal dan Kewaspadaan: 

Manajemen risiko tidak bertentangan dengan 

kepercayaan pada Tuhan. Sebaliknya, itu adalah 

bagian dari tawakal (kepercayaan mutlak 

kepada Tuhan) dengan mengambil langkah-

langkah bijak untuk melindungi aset dan 

investasi. 

11. Kesesuaian dengan Etika dan Nilai-nilai 

Islam: Manajemen risiko yang baik 

menghormati etika bisnis Islam dan 

memastikan bahwa keputusan yang diambil 

sesuai dengan nilai-nilai agama. 
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Penting untuk mencatat bahwa manajemen 

risiko dalam bisnis Islam tidak hanya tentang 

menghindari risiko, tetapi juga tentang mengelola 

dan mengoptimalkan potensi keuntungan. Dengan 

pendekatan yang bijak terhadap manajemen risiko, 

bisnis Islam dapat tumbuh dan berkembang dalam 

lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. 
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Ijarah (Sewa) 
 

A. Konsep dan Aplikasi Ijarah 

Transaksi Ijarah dalam hukum bisnis Islam adalah 

bentuk perjanjian sewa atau kontrak penggunaan. 

Dalam transaksi ini, satu pihak (penyewa) 

membayar sejumlah uang atau barang tertentu 

kepada pihak lain (pemilik atau lesor) untuk 

menggunakan atau memanfaatkan aset tertentu 

selama jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-

syarat yang telah disepakati. Aset yang disewakan 

dapat berupa properti, kendaraan, peralatan, atau 

jasa tertentu. 

Penting untuk dicatat bahwa dalam transaksi 

Ijarah, aset yang disewakan harus diperoleh atau 

dimiliki secara sah dan harus memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Selain 

itu, sewa harus bersifat jelas, termasuk lamanya 

6 
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masa sewa dan biaya sewa yang harus ditentukan di 

awal perjanjian. 

Perjanjian Ijarah dapat mencakup berbagai 

jenis, termasuk Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik 

(sewa dengan opsi kepemilikan akhir), Ijarah bi al-

Gharama (sewa dengan kompensasi), dan Ijarah bi 

al-Ajil (sewa dengan pembayaran muka). 

Dalam konteks bisnis Islam, transaksi Ijarah 

sering digunakan untuk menyediakan akses kepada 

individu atau perusahaan terhadap aset atau jasa 

tertentu tanpa harus membeli aset tersebut secara 

langsung. Hal ini memungkinkan untuk fleksibilitas 

dalam penggunaan aset tanpa memerlukan 

investasi modal besar. 

Penting untuk memastikan bahwa perjanjian 

Ijarah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan 

mengikuti hukum Islam dalam hal kepemilikan, 

penggunaan, dan pembayaran sewa. 

Transaksi Ijarah dapat diterapkan dalam 

berbagai konteks bisnis sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik industri atau sektor tertentu. 

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana 

transaksi Ijarah dapat diterapkan dalam berbagai 

konteks bisnis: 
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1. Industri Real Estat: 

Dalam industri real estat, transaksi Ijarah sering 

digunakan untuk menyewakan properti 

komersial atau hunian kepada penyewa. 

Misalnya, seorang pemilik properti apartemen 

dapat menyewakan unit-unit kepada penyewa 

untuk jangka waktu tertentu dengan membayar 

biaya sewa bulanan. 

2. Pengangkutan dan Transportasi: 

Perusahaan transportasi dapat menggunakan 

transaksi Ijarah untuk menyewakan armada 

kendaraan kepada pihak lain, seperti perusahaan 

logistik atau individu. Misalnya, perusahaan 

persewaan mobil dapat menyewakan mobil 

kepada pelanggan untuk digunakan selama 

jangka waktu tertentu. 

3. Industri Peralatan Berat: 

Bisnis yang mengoperasikan peralatan berat 

seperti alat konstruksi atau mesin industri sering 

menggunakan transaksi Ijarah untuk 

menyewakan peralatan mereka kepada 

kontraktor atau perusahaan lain yang 

membutuhkan penggunaan sementara. 
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4. Teknologi dan IT: 

Dalam industri teknologi, perusahaan dapat 

menyewakan perangkat keras atau perangkat 

lunak kepada klien atau organisasi yang 

membutuhkan akses ke teknologi tertentu tanpa 

harus membeli secara langsung. 

5. Pertanian dan Pertanian: 

Petani atau produsen pertanian dapat 

menggunakan transaksi Ijarah untuk 

menyewakan lahan pertanian kepada pihak lain 

untuk budidaya atau penggunaan pertanian 

lainnya. 

6. Industri Retail: 

Perusahaan ritel dapat menggunakan transaksi 

Ijarah untuk menyewa ruang toko atau gerai 

kepada penyewa untuk mengoperasikan bisnis 

mereka. 

7. Jasa Kesehatan: 

Pusat kesehatan atau klinik medis dapat 

menggunakan transaksi Ijarah untuk 

menyewakan fasilitas dan peralatan medis 

kepada penyedia layanan kesehatan atau praktisi 

medis independen. 
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8. Industri Hiburan dan Rekreasi: 

Tempat hiburan atau acara rekreasi seperti 

bioskop, teater, atau pusat rekreasi dapat 

menggunakan transaksi Ijarah untuk 

menyewakan ruang dan fasilitas kepada 

penyelenggara acara atau produsen hiburan. 

Dalam setiap konteks ini, perjanjian Ijarah 

harus disusun dengan cermat dan mencakup semua 

rincian terkait dengan syarat-syarat sewa, jangka 

waktu, biaya sewa, dan hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Hal ini penting untuk memastikan 

bahwa perjanjian mematuhi prinsip-prinsip bisnis 

Islam dan hukum syariah. 

 

B. Syarat-syarat dan Ketentuan Ijarah 

Dalam sebuah transaksi Ijarah (sewa) dalam hukum 

bisnis Islam, terdapat beberapa persyaratan dan 

ketentuan yang harus dipenuhi agar perjanjian 

tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Berikut adalah beberapa persyaratan dan 

ketentuan utama dalam transaksi Ijarah: 
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1. Pihak-pihak yang Terlibat: 

Transaksi Ijarah melibatkan dua pihak utama: 

penyewa (lesse) dan pemilik atau lesor (lessor) 

dari aset atau properti yang disewakan. 

2. Objek yang Disewakan: 

Objek yang disewakan harus jelas dan spesifik. 

Hal ini mencakup properti, kendaraan, 

peralatan, atau jasa tertentu yang akan 

digunakan oleh penyewa. 

3. Kepemilikan dan Kelayakan: 

Pemilik atau lesor harus memiliki hak yang sah 

untuk menyewakan objek yang dimaksud. Objek 

yang disewakan harus bebas dari cacat atau 

kerusakan yang signifikan yang dapat 

mengganggu penggunaan oleh penyewa. 

4. Syarat dan Durasi Sewa: 

Syarat-syarat sewa harus dijelaskan secara rinci, 

termasuk biaya sewa, jangka waktu sewa, dan 

kewajiban-kewajiban lain dari masing-masing 

pihak. Semua syarat ini harus disepakati oleh 

kedua belah pihak di awal perjanjian. 

5. Kejelasan dan Transparansi: 

Semua rincian transaksi, termasuk biaya sewa, 

jangka waktu sewa, dan kondisi lainnya, harus 
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dijelaskan secara jelas dan transparan dalam 

perjanjian. 

6. Pembayaran Sewa: 

Penyewa berkewajiban untuk membayar sewa 

sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran sewa 

harus sesuai dengan syariah dan tidak boleh 

mengandung elemen riba atau praktik haram 

lainnya. 

7. Penggunaan yang Diperbolehkan: 

Penggunaan objek yang disewakan harus sesuai 

dengan tujuan yang diizinkan dalam perjanjian. 

Penyewa tidak boleh menggunakan objek sewa 

untuk tujuan yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

8. Pengelolaan dan Pemeliharaan: 

Tanggung jawab terkait dengan pemeliharaan 

dan perbaikan objek yang disewakan harus 

dijelaskan dalam perjanjian. Hal ini termasuk 

siapa yang bertanggung jawab untuk biaya 

perawatan. 

9. Pengakhiran Sewa: 

Perjanjian harus mencakup ketentuan tentang 

bagaimana dan kapan sewa dapat diakhiri baik 

oleh penyewa maupun pemilik. Hal ini 
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mencakup pemberitahuan sebelum pengakhiran 

dan persyaratan terkait pengembalian aset. 

10. Perlindungan Hukum: 

Perjanjian Ijarah harus memiliki dasar hukum yang 

kuat dan dapat memberikan perlindungan hukum 

bagi kedua belah pihak jika terjadi perselisihan atau 

pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian. 

11. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: 

Semua aspek dari transaksi Ijarah harus mematuhi 

prinsip-prinsip bisnis Islam, termasuk larangan riba 

dan praktik haram lainnya. 

Memastikan bahwa semua persyaratan dan 

ketentuan ini terpenuhi adalah penting untuk 

memastikan bahwa transaksi Ijarah sesuai dengan 

hukum bisnis Islam dan memberikan perlindungan 

bagi kedua belah pihak yang terlibat. 

Tentu, berikut adalah contoh konkret untuk 

memperkuat pemahaman tentang transaksi Ijarah 

dalam berbagai konteks bisnis: 

Contoh 1: Ijarah Properti Komersial 

Pihak yang Terlibat: 

1. Penyewa: Restoran XYZ yang baru membuka 

cabang baru. 
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2. Pemilik atau Lesor: Tuan Ahmad, pemilik 

bangunan komersial. 

Persyaratan dan Ketentuan: 

1. Objek yang Disewakan: Sebuah bangunan 

komersial dengan area seluas 200 meter persegi. 

2. Durasi Sewa: 2 tahun dengan opsi perpanjangan 

jika kedua belah pihak setuju. 

3. Biaya Sewa: Restoran XYZ setuju untuk 

membayar Rp 10 juta per bulan. 

4. Pembayaran Sewa: Pembayaran sewa dilakukan 

setiap awal bulan secara tunai atau melalui 

transfer bank. 

5. Penggunaan yang Diperbolehkan: Bangunan 

dapat digunakan oleh Restoran XYZ untuk 

operasi restoran mereka. 

Keterangan Tambahan: 

1. Penyewa bertanggung jawab untuk 

pemeliharaan rutin dan perbaikan kecil pada 

bangunan. 

2. Tuan Ahmad bertanggung jawab untuk 

perbaikan besar atau perawatan yang tidak 

terkait dengan penggunaan normal. 

Contoh 2: Ijarah Mobil 

Pihak yang Terlibat: 
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1. Penyewa: Bapak Andi, seorang profesional yang 

membutuhkan kendaraan untuk bepergian. 

2. Pemilik atau Lesor: Rental Mobil ABC. 

Persyaratan dan Ketentuan: 

1. Objek yang Disewakan: Mobil sedan tahun 2023. 

2. Durasi Sewa: 1 bulan dengan opsi perpanjangan 

jika Bapak Andi ingin melanjutkan sewa. 

3. Biaya Sewa: Bapak Andi setuju untuk membayar 

Rp 5 juta untuk sewa satu bulan. 

4. Pembayaran Sewa: Pembayaran dilakukan di 

muka saat kontrak Ijarah ditandatangani. 

5. Penggunaan yang Diperbolehkan: Mobil dapat 

digunakan oleh Bapak Andi untuk keperluan 

pribadi dan pekerjaan. 

Keterangan Tambahan: 

1. Rental Mobil ABC bertanggung jawab untuk 

pemeliharaan rutin dan perbaikan kendaraan. 

2. Bapak Andi bertanggung jawab atas biaya bahan 

bakar dan kebersihan mobil selama masa sewa. 

Dalam kedua contoh di atas, persyaratan dan 

ketentuan transaksi Ijarah telah dijelaskan dengan 

jelas, termasuk objek sewa, durasi sewa, biaya sewa, 

dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini 

membantu memastikan bahwa transaksi Ijarah 
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sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam dan 

memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah 

pihak. 

 

C. Etika Sewa Menurut Hukum Islam 

Dalam transaksi sewa (Ijarah) menurut hukum 

Islam, terdapat beberapa prinsip etika yang harus 

dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa transaksi 

tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam. 

Berikut adalah analisis prinsip-prinsip etika dalam 

transaksi sewa: 

1. Kepemilikan Sah dan Hak Guna Usaha: 

Prinsip etika pertama adalah bahwa objek yang 

disewakan harus dimiliki atau dimiliki dengan 

hak guna usaha yang sah oleh pemilik atau lesor. 

Hal ini memastikan bahwa aset yang disewakan 

adalah milik yang sah dan dapat digunakan 

untuk transaksi sewa. 

2. Kepastian dan Keterbukaan Syarat-Syarat: 

Pemilik atau lesor harus memberikan syarat-

syarat sewa dengan jelas dan terbuka kepada 

penyewa. Ini termasuk informasi tentang biaya 

sewa, jangka waktu sewa, dan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Keterbukaan 
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ini adalah prinsip etika penting untuk mencegah 

ketidakjelasan atau konflik di kemudian hari. 

3. Larangan Riba dan Transparansi Biaya: 

Biaya sewa yang ditetapkan harus jelas dan 

tidak boleh mengandung elemen riba atau 

praktik haram lainnya. Transparansi biaya 

adalah prinsip etika yang penting untuk 

memastikan keadilan dalam transaksi. 

4. Penggunaan yang Sesuai dan Tidak 

Menyalahi Hukum Syariah: 

Penyewa harus menggunakan objek yang 

disewa sesuai dengan tujuan yang diizinkan 

dalam perjanjian. Hal ini termasuk memastikan 

bahwa penggunaan tersebut tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum 

Islam. 

5. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset: 

Pemilik atau lesor bertanggung jawab untuk 

memelihara dan memperbaiki aset yang 

disewakan agar tetap berfungsi dengan baik. 

Hal ini adalah prinsip etika untuk memastikan 

bahwa penyewa dapat menggunakan aset 

dengan nyaman dan aman. 
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6. Kewajiban untuk Memberikan Aset yang 

Berkualitas: 

Pemilik atau lesor memiliki kewajiban untuk 

menyediakan aset yang berkualitas kepada 

penyewa. Aset yang disewakan harus bebas dari 

cacat atau kerusakan yang signifikan yang dapat 

mengganggu penggunaan oleh penyewa. 

7. Perlindungan Hak dan Kepentingan Penyewa: 

Prinsip etika ini melibatkan perlindungan 

terhadap hak dan kepentingan penyewa selama 

masa sewa. Ini termasuk hak untuk menikmati 

aset dengan aman, hak untuk privasi, dan hak 

untuk memperoleh akses ke fasilitas yang 

diperlukan. 

8. Pemahaman dan Kesepakatan Bersama: 

Kedua belah pihak harus memahami dan setuju 

dengan syarat-syarat sewa sebelum 

menandatangani kontrak. Prinsip etika ini 

memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan 

kehendak bebas dan sukarela dari kedua belah 

pihak. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika di 

atas, transaksi sewa dapat dilakukan dengan 

integritas dan keadilan sesuai dengan hukum bisnis 
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Islam. Ini membantu membangun kepercayaan 

antara penyewa dan pemilik atau lesor, serta 

memastikan keberlangsungan dan keberhasilan 

transaksi. 

Integritas dan keadilan adalah dua nilai yang 

sangat penting dalam setiap perjanjian sewa, 

terutama dalam konteks hukum bisnis Islam. 

Berikut adalah penekanan tentang pentingnya 

integritas dan keadilan dalam perjanjian sewa: 

1. Integritas: 

a. Kepercayaan dan Kehormatan: Integritas 

mencakup kepercayaan dan kehormatan. Para 

pihak dalam perjanjian sewa harus bertindak 

dengan jujur dan adil, memenuhi janji-janji 

yang mereka buat, dan tidak mengecewakan 

kepercayaan pihak lain. 

b. Transparansi dan Keterbukaan: Integritas 

membutuhkan transparansi dan keterbukaan 

dalam berurusan. Semua rincian penting, 

seperti biaya sewa, durasi sewa, dan kewajiban 

masing-masing pihak, harus diungkapkan 

secara jelas dan jujur. 

c. Menjaga Kepentingan Bersama: Integritas 

melibatkan kesediaan untuk bekerja sama untuk 
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mencapai tujuan bersama. Para pihak harus 

berkomitmen untuk menciptakan kesepakatan 

yang saling menguntungkan dan 

mempertahankannya selama masa sewa. 

2. Keadilan: 

a. Pembagian Hak dan Kewajiban yang Adil: 

Keadilan memastikan bahwa hak dan 

kewajiban dalam perjanjian sewa 

didistribusikan secara adil antara penyewa 

dan pemilik atau lesor. Tidak ada pihak yang 

mendominasi atau merugikan pihak lain. 

b. Penilaian Properti yang Wajar: Keadilan 

juga termasuk penilaian properti atau aset 

yang sewa dengan harga yang wajar dan 

kompetitif. Harga sewa harus 

mencerminkan nilai riil dari penggunaan 

objek tersebut. 

c. Perlindungan Hak-hak Pihak yang Lebih 

Lemah: Dalam beberapa kasus, salah satu 

pihak mungkin memiliki kekuatan tawar 

yang lebih besar. Keadilan membutuhkan 

perlindungan terhadap pihak yang lebih 

lemah dan memastikan bahwa mereka tidak 

dieksploitasi. 
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d. Resolusi Konflik yang Adil: Jika terjadi 

konflik atau perselisihan selama masa sewa, 

keadilan membutuhkan penanganan yang 

adil dan imparshal untuk memastikan 

bahwa keputusan yang diambil adalah yang 

terbaik untuk semua pihak. 

Pentingnya integritas dan keadilan dalam 

perjanjian sewa tidak hanya membantu memastikan 

keberlangsungan dan keberhasilan transaksi, tetapi 

juga membangun kepercayaan antara penyewa dan 

pemilik atau lesor. Hal ini menciptakan lingkungan 

bisnis yang positif dan sehat, yang memungkinkan 

pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang bagi 

semua pihak yang terlibat. 

 

D. Studi Kasus: Implementasi Ijarah 

Berikut adalah analisis kasus bisnis yang 

melibatkan transaksi Ijarah untuk memahami 

penerapan prinsip-prinsipnya: 

Kasus: Sewa Peralatan Konstruksi 

Pihak yang Terlibat: 

1. Penyewa: Perusahaan Konstruksi ABC, yang 

membutuhkan beberapa peralatan berat untuk 

proyek konstruksi besar. 
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2. Pemilik atau Lesor: Rental Peralatan XYZ, 

sebuah perusahaan yang menyediakan 

peralatan konstruksi untuk disewakan. 

Prinsip-prinsip Ijarah yang Diterapkan: 

1. Kepemilikan Sah dan Hak Guna Usaha: 

Pemilik atau lesor (Rental Peralatan XYZ) 

memiliki hak sah atas peralatan konstruksi yang 

mereka sewakan kepada Perusahaan Konstruksi 

ABC. Peralatan tersebut dimiliki dan dapat 

digunakan untuk tujuan sewa. 

2. Syarat dan Durasi Sewa: 

Kedua belah pihak telah menetapkan syarat-

syarat sewa dengan jelas. Durasi sewa adalah 6 

bulan untuk satu set peralatan, dengan opsi 

perpanjangan jika Perusahaan Konstruksi ABC 

membutuhkannya. 

3. Biaya Sewa dan Pembayaran Sewa: 

Biaya sewa telah ditetapkan dalam kontrak. 

Perusahaan Konstruksi ABC setuju untuk 

membayar Rental Peralatan XYZ sebesar Rp 50 

juta setiap bulan. Pembayaran akan dilakukan 

pada awal setiap bulan. 
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4. Penggunaan yang Diperbolehkan: 

Peralatan konstruksi hanya dapat digunakan 

untuk tujuan proyek konstruksi sesuai dengan 

perjanjian sewa. Penggunaan di luar tujuan 

tersebut tidak diizinkan. 

5. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset: 

Rental Peralatan XYZ bertanggung jawab untuk 

memelihara dan memperbaiki peralatan 

konstruksi sesuai dengan kebutuhan. 

Perusahaan Konstruksi ABC hanya bertanggung 

jawab untuk penggunaan yang wajar dan 

memastikan peralatan dalam kondisi baik. 

6. Keadilan dan Pembagian Hak dan Kewajiban: 

Perjanjian sewa ini membagi hak dan kewajiban 

secara adil antara Rental Peralatan XYZ dan 

Perusahaan Konstruksi ABC. Kedua belah pihak 

memiliki kewajiban untuk mematuhi 

persyaratan kontrak. 

Dalam kasus ini, transaksi Ijarah diterapkan 

dengan mematuhi prinsip-prinsip Ijarah. Kedua 

belah pihak telah menetapkan syarat-syarat sewa 

dengan jelas, dan hak dan kewajiban masing-

masing pihak diakui dan dihormati. Hal ini 

memastikan bahwa transaksi sesuai dengan 
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prinsip-prinsip bisnis Islam dan dapat dilaksanakan 

dengan integritas dan keadilan. 

 

E. Keuntungan dan Risiko dalam Transaksi Ijarah 

Manfaat Transaksi Ijarah: 

1. Akses ke Aset Tanpa Investasi Modal Besar: 

Penyewa dapat memanfaatkan aset atau 

properti tertentu tanpa harus membelinya 

secara langsung. Ini memungkinkan akses ke 

aset yang diperlukan tanpa memerlukan 

investasi modal besar. 

2. Fleksibilitas dalam Penggunaan Aset: 

Transaksi Ijarah memungkinkan fleksibilitas 

dalam penggunaan aset. Setelah jangka waktu 

sewa berakhir, penyewa dapat memilih untuk 

memperpanjang sewa, mengembalikan aset, 

atau bahkan membeli aset jika opsi tersebut 

disediakan. 

3. Pemeliharaan dan Perawatan Ditangani oleh 

Pemilik atau Lesor: Pemilik atau lesor 

bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan 

perbaikan aset selama masa sewa. Hal ini 

membebaskan penyewa dari tanggung jawab 

untuk biaya pemeliharaan. 
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4. Penghindaran Risiko Penurunan Nilai Aset: 

Penyewa tidak harus menghadapi risiko 

penurunan nilai aset, karena mereka tidak 

memiliki kepemilikan langsung atas aset 

tersebut. Risiko penurunan nilai sepenuhnya 

ditanggung oleh pemilik atau lesor. 

5. Kepemilikan Akhir (Jika Opsi Disediakan): 

Dalam beberapa kasus, transaksi Ijarah 

mungkin menyertakan opsi untuk membeli aset 

pada akhir masa sewa. Ini memberikan 

kesempatan bagi penyewa untuk memiliki aset 

setelah jangka waktu sewa berakhir. 

Potensi Risiko Transaksi Ijarah: 

1. Keterbatasan Kepemilikan dan Investasi 

Jangka Panjang: Jika penyewa membutuhkan 

aset untuk jangka panjang dan memiliki niat 

untuk memiliki aset tersebut di masa depan, 

transaksi Ijarah mungkin tidak merupakan 

pilihan terbaik, karena tidak memungkinkan 

kepemilikan langsung. 

2. Peningkatan Biaya Sewa: Jika pemilik atau 

lesor memutuskan untuk menaikkan biaya sewa 

pada masa perpanjangan atau dalam kontrak 
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baru, ini dapat menjadi beban tambahan bagi 

penyewa. 

3. Risiko Kerusakan atau Kehilangan Aset: 

Meskipun pemilik atau lesor bertanggung jawab 

untuk pemeliharaan, penyewa masih harus 

berhati-hati dalam menggunakan aset untuk 

mencegah kerusakan atau kehilangan yang 

disebabkan oleh kelalaian. 

4. Ketidakpastian Perpanjangan Kontrak: Jika 

opsi perpanjangan tidak dijelaskan secara jelas 

dalam kontrak, penyewa mungkin menghadapi 

ketidakpastian mengenai apakah mereka dapat 

mempertahankan akses ke aset tersebut setelah 

berakhirnya jangka waktu sewa. 

5. Ketidaksesuaian dengan Tujuan atau 

Kebutuhan Bisnis di Masa Depan: Bisnis atau 

kebutuhan penyewa dapat berubah selama masa 

sewa. Jika aset tersebut tidak lagi memenuhi 

kebutuhan, penyewa mungkin harus mencari 

alternatif lain. 

Dengan mempertimbangkan manfaat dan 

potensi risiko ini, baik pemilik atau lesor maupun 

penyewa dapat membuat keputusan yang 
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terinformasi dan memilih transaksi Ijarah jika 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. 

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan 

yang sangat penting dalam praktik bisnis Islam. Ini 

melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan 

potensi risiko atau ketidakpastian yang dapat 

mempengaruhi tujuan dan keberhasilan suatu 

bisnis. Berikut adalah penekanan tentang 

pentingnya manajemen risiko dalam praktik bisnis 

Islam: 

1. Mencegah Praktik Hukum Islam yang Tidak 

Sah: 

Manajemen risiko membantu mencegah praktik 

bisnis yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip hukum Islam. Dengan mengidentifikasi 

potensi risiko terkait hukum Islam, bisnis dapat 

mengambil langkah-langkah untuk memastikan 

kepatuhan penuh terhadap nilai-nilai syariah. 

2. Melindungi Aset dan Kepentingan Bisnis: 

Manajemen risiko memungkinkan bisnis untuk 

melindungi aset mereka dari potensi kerugian 

atau risiko yang dapat terjadi. Ini termasuk 

perlindungan terhadap risiko hukum, keuangan, 

operasional, dan reputasi. 
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3. Mengoptimalkan Kinerja dan Kebijakan 

Keuangan: 

Dengan mengelola risiko dengan baik, bisnis 

dapat mengoptimalkan kinerja keuangan 

mereka. Hal ini termasuk mengidentifikasi 

risiko keuangan seperti fluktuasi mata uang 

atau suku bunga dan mengambil tindakan untuk 

mengelolanya. 

4. Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko 

Operasional: 

Manajemen risiko membantu dalam 

mengidentifikasi risiko operasional yang 

mungkin terjadi dalam kegiatan sehari-hari 

bisnis. Dengan mengelola risiko ini, bisnis dapat 

meminimalkan potensi gangguan operasional 

atau kerugian. 

5. Mendukung Pertumbuhan Berkelanjutan: 

Manajemen risiko memungkinkan bisnis untuk 

mengidentifikasi dan mengelola risiko yang 

terkait dengan rencana pertumbuhan atau 

ekspansi. Ini memastikan bahwa bisnis dapat 

tumbuh dengan berkelanjutan tanpa terlalu 

terpengaruh oleh risiko yang tidak terduga. 
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6. Mengurangi Potensi Konflik dan 

Perselisihan: 

Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko, 

bisnis dapat mengurangi potensi konflik atau 

perselisihan dengan mitra bisnis, klien, atau 

pihak terkait lainnya. Ini membantu 

mempertahankan hubungan yang sehat dan 

produktif. 

7. Mempersiapkan Diri untuk Tantangan 

Eksternal: 

Bisnis sering kali dihadapkan pada tantangan 

eksternal seperti perubahan regulasi atau 

kondisi pasar yang tidak terduga. Manajemen 

risiko memungkinkan bisnis untuk 

mempersiapkan diri dan merespons dengan 

cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. 

8. Meningkatkan Kepercayaan Pihak Terkait: 

Dengan menunjukkan komitmen untuk 

mengelola risiko dengan baik, bisnis dapat 

meningkatkan kepercayaan pihak terkait 

seperti klien, mitra, dan investor. Ini membantu 

membangun reputasi positif dan mendukung 

pertumbuhan jangka panjang. 
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Pentingnya manajemen risiko dalam praktik 

bisnis Islam tidak hanya membantu bisnis 

mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga 

memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka 

panjang dari operasi bisnis. 
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Riba (Bunga) 

 

A. Pengertian Riba (Bunga) 

Riba, dalam konteks hukum Islam atau syariah, 

mengacu pada praktik membebankan atau 

menerima bunga atau tambahan keuntungan atas 

pinjaman uang. Praktik riba dianggap sebagai 

sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

etika dan moral dalam Islam. Dalam bahasa Arab, 

riba berarti "penambahan" atau "pertumbuhan". 

Dalam hukum Islam, riba dibagi menjadi dua 

jenis utama: 

1. Riba Al-Fadl: Ini terjadi dalam transaksi barter 

(pertukaran) ketika barang-barang yang serupa 

atau sejenis dipertukarkan dengan perbedaan 

kuantitas. Misalnya, jika satu kilogram gandum 

diganti dengan dua kilogram gandum dengan 

7 
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tambahan, maka tambahan tersebut dianggap 

sebagai riba. 

2. Riba An-Nasi'ah: Jenis riba ini terkait dengan 

transaksi pinjaman uang atau utang. Ini terjadi 

ketika seseorang meminjamkan uang dengan 

syarat bahwa peminjam harus membayar lebih 

dari jumlah pinjaman awal pada waktu tertentu 

di masa mendatang. 

Prinsip riba dalam hukum Islam didasarkan 

pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi 

Muhammad SAW yang menyatakan bahwa riba 

adalah haram atau tidak diizinkan dalam agama 

Islam. Hal ini ditegaskan untuk mencegah 

eksploitasi dan memastikan keadilan dalam 

transaksi keuangan. 

Dengan demikian, praktik riba dilarang 

dalam bisnis Islam dan digantikan dengan prinsip-

prinsip lain seperti profit-sharing (bagi hasil), 

pembagian risiko, dan praktik keuangan yang sesuai 

dengan hukum syariah. 

Riba adalah praktik di mana seseorang atau 

entitas mengambil keuntungan tambahan dari 

pemberian pinjaman uang atau hutang kepada 

orang lain. Dalam konteks hukum Islam atau 
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syariah, riba dianggap sebagai suatu bentuk 

eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip etika dan moral dalam Islam. 

Riba dapat terjadi dalam berbagai bentuk, 

termasuk bunga tetap pada pinjaman uang, bunga 

yang tumbuh seiring berjalannya waktu, atau 

persentase tertentu dari pinjaman yang harus 

dibayar sebagai tambahan keuntungan. Praktik riba 

ini dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil 

dan dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. 

Pentingnya melarang riba dalam hukum 

Islam berasal dari keyakinan bahwa semua 

transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip 

keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan 

bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, 

dalam bisnis Islam, alternatif dari praktik riba 

adalah penggunaan sistem keuangan yang 

berdasarkan pada prinsip syariah, seperti profit-

sharing, pembagian risiko, dan model-model 

keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. 

 

B. Alasan Larangan Riba 

Riba dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip 

hukum Islam karena melanggar beberapa nilai dan 
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prinsip penting dalam ajaran Islam. Berikut adalah 

beberapa alasan mengapa riba dianggap tidak 

sesuai dengan hukum Islam: 

1. Keadilan dan Kesetaraan: Hukum Islam 

menekankan keadilan dan kesetaraan dalam 

semua transaksi dan hubungan ekonomi. Riba 

menyebabkan ketimpangan, di mana pihak yang 

meminjam uang harus membayar lebih dari 

yang mereka pinjam. Hal ini melanggar prinsip 

kesetaraan dalam pertukaran. 

2. Penindasan dan Eksploitasi: Praktik riba 

dapat mengakibatkan penindasan dan 

eksploitasi terhadap pihak-pihak yang lebih 

lemah ekonominya. Mereka mungkin terjebak 

dalam lingkaran utang yang sulit untuk mereka 

kelola. 

3. Keseimbangan Risiko dan Imbal Hasil: Dalam 

bisnis Islam, semua pihak harus berbagi risiko 

dan imbal hasil secara adil. Dengan riba, pihak 

yang meminjamkan uang menghindari risiko 

sementara pihak yang meminjam uang harus 

membayar lebih banyak, yang tidak seimbang 

dan tidak adil. 
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4. Mendorong Investasi Produktif: Hukum Islam 

mendorong investasi produktif dan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Riba cenderung mendorong spekulasi dan 

praktik keuangan yang tidak produktif. 

5. Pentingnya Keadilan Sosial: Islam 

mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan 

kepedulian terhadap kesejahteraan umum. Riba 

dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi 

yang berdampak negatif pada masyarakat. 

6. Hindari Eksploitasi Orang Rentan: Islam 

mengajarkan untuk menghindari eksploitasi 

terhadap orang-orang yang rentan, terutama 

orang-orang yang mungkin membutuhkan 

bantuan keuangan. Riba dapat memperburuk 

kondisi mereka. 

7. Meminimalkan Spekulasi dan Risiko 

Berlebihan: Hukum Islam ingin meminimalkan 

spekulasi dan risiko berlebihan dalam transaksi 

keuangan. Riba dapat mendorong praktik 

keuangan yang bersifat spekulatif dan berisiko 

tinggi. 

8. Kepatuhan Terhadap Ajaran Agama: Penting 

bagi umat Islam untuk mematuhi ajaran agama 
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mereka dalam semua aspek kehidupan, 

termasuk dalam urusan ekonomi dan keuangan. 

Melarang riba adalah salah satu aspek penting 

dalam mematuhi ajaran Islam. 

Oleh karena itu, riba dianggap tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena 

melanggar nilai-nilai etika, moral, dan keadilan 

yang dipegang teguh oleh ajaran agama tersebut. 

Sebagai gantinya, Islam mendorong praktik 

keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah untuk memastikan keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Larangan riba dalam Islam memiliki landasan 

yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah (ajaran dan 

tindakan Nabi Muhammad SAW). Berikut adalah 

beberapa landasan dan alasan hukum serta etika 

yang melarang riba dalam Islam: 

1. Al-Quran: 

Al-Quran dengan jelas dan tegas melarang riba. 

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279, Allah 

SWT menyatakan bahwa orang-orang yang 

terlibat dalam riba akan mendapat ancaman 

dari-Nya. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa riba 
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adalah suatu perbuatan yang diharamkan dalam 

agama Islam. 

2. Hadis Nabi Muhammad SAW: 

Nabi Muhammad SAW juga dengan tegas 

melarang praktik riba dalam hadis-hadisnya. 

Beliau menyatakan bahwa riba adalah salah 

satu bentuk eksploitasi dan kecurangan yang 

harus dihindari oleh umat Islam. 

3. Prinsip Keadilan: 

Islam mengajarkan prinsip keadilan dan 

kesetaraan dalam semua transaksi. Riba 

dianggap tidak adil karena memaksa pihak yang 

meminjam uang membayar lebih dari jumlah 

yang dipinjamkan, yang mengakibatkan 

ketimpangan dan eksploitasi. 

4. Pentingnya Kesejahteraan Sosial: 

Islam mendorong kesejahteraan sosial dan 

kepedulian terhadap kesejahteraan umum. Riba 

dapat mengakibatkan kesulitan ekonomi dan 

penderitaan bagi orang-orang yang terjebak 

dalam siklus utang yang sulit untuk mereka 

kelola. 
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5. Mendorong Investasi Produktif: 

Hukum Islam mendorong investasi produktif 

dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Riba dapat mendorong spekulasi dan praktik 

keuangan yang tidak produktif. 

6. Pentingnya Solidaritas Sosial: 

Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial 

dan membantu orang-orang yang membutuhkan. 

Riba dapat menyebabkan penindasan dan 

eksploitasi terhadap orang-orang yang lebih 

lemah ekonominya. 

7. Kepatuhan Terhadap Ajaran Agama: 

Penting bagi umat Islam untuk mematuhi ajaran 

agama mereka dalam semua aspek kehidupan, 

termasuk dalam urusan ekonomi dan keuangan. 

Melarang riba adalah salah satu aspek penting 

dalam mematuhi ajaran Islam. 

Dengan menggabungkan landasan Al-Quran, 

hadis Nabi Muhammad SAW, dan prinsip-prinsip 

etika dan moral, Islam dengan tegas melarang riba 

sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan 

ekonomi. Sebagai gantinya, Islam mendorong 

praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-
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prinsip syariah untuk memastikan keadilan, 

kesejahteraan, dan keseimbangan ekonomi. 

Tentu, berikut adalah contoh situasi di mana 

riba mungkin muncul dalam konteks keuangan 

modern: 

1. Pinjaman Bank Konvensional: 

Dalam sistem perbankan konvensional, bank 

memberikan pinjaman kepada individu atau 

bisnis dengan tingkat bunga tetap atau bunga 

berbunga. Jika individu atau bisnis tersebut 

membayar kembali jumlah yang lebih besar dari 

pinjaman asli karena adanya bunga, maka ini 

dapat dianggap sebagai praktik riba dalam 

perspektif hukum Islam. 

2. Kartu Kredit dengan Bunga Rendah atau Nol 

Persen: 

Kartu kredit yang menawarkan bunga rendah 

atau nol persen untuk periode tertentu, tetapi 

kemudian mengenakan bunga tinggi setelah 

periode promosi berakhir, dapat menciptakan 

situasi di mana peminjam membayar lebih dari 

jumlah yang dipinjamkan awalnya, yang dapat 

dianggap sebagai bentuk riba. 
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3. Hutang dengan Sistem Bunga Majemuk: 

Beberapa jenis hutang, seperti pinjaman 

hipotek dengan sistem bunga majemuk, dapat 

mengakibatkan jumlah yang harus dibayar oleh 

peminjam jauh lebih tinggi daripada jumlah 

pinjaman aslinya karena bunga yang terus 

bertambah atas sisa saldo. 

4. Pertukaran Mata Uang Asing (Forex) dengan 

Bunga Menginap (Swap): 

Dalam perdagangan mata uang asing, terdapat 

transaksi swap yang melibatkan pembayaran 

bunga menginap atau semalam. Dalam beberapa 

kasus, praktik ini dapat memunculkan elemen 

riba jika tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

5. Penggunaan Jaminan Kredit dengan Bunga: 

Jika sebuah entitas atau individu mengambil 

kredit dengan persyaratan untuk membayar 

bunga atas penggunaan jaminan kredit tersebut, 

hal ini dapat dianggap sebagai bentuk riba 

dalam konteks hukum Islam. 

Penting untuk dicatat bahwa dalam sistem 

keuangan syariah, terdapat alternatif yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah untuk situasi-situasi 
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di atas. Contohnya adalah sistem pembiayaan 

berdasarkan profit-sharing (bagi hasil), akad 

murabahah, akad ijarah, dan lain sebagainya, yang 

memungkinkan pihak-pihak terlibat untuk 

melakukan transaksi keuangan tanpa melanggar 

larangan riba. 

 

C. Alternatif Syariah Compliant Finance 

Berikut adalah penjelasan singkat tentang prinsip-

prinsip alternatif keuangan yang mematuhi hukum 

Islam: 

1. Profit-sharing (Bagi Hasil): 

Prinsip ini melibatkan pembagian keuntungan 

dan kerugian antara pihak yang terlibat dalam 

suatu transaksi. Misalnya, dalam pembiayaan 

bagi hasil, pihak yang memberikan dana 

(shahibul maal) dan pihak yang menggunakan 

dana (mudarib) berbagi keuntungan dari 

investasi. Bagian dari keuntungan akan 

diberikan kepada shahibul maal, sementara 

sebagian akan tetap untuk mudarib. Jika 

investasi mengalami kerugian, maka shahibul 

maal akan menanggung kerugian, sementara 
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mudarib tidak akan menerima bagian dari 

keuntungan. 

2. Mudarabah: 

Mudarabah adalah bentuk kemitraan di mana 

satu pihak (shahibul maal) menyediakan modal 

dan pihak lain (mudarib) menyediakan tenaga 

kerja atau keterampilan. Keuntungan dari usaha 

bersama ini kemudian dibagi sesuai dengan 

kesepakatan sebelumnya. Namun, jika usaha 

mengalami kerugian, maka hanya shahibul maal 

yang akan menanggung kerugian. 

3. Musharakah: 

Musharakah adalah bentuk kemitraan bersama 

di mana dua atau lebih pihak berpartisipasi 

dalam modal dan manajemen suatu usaha. 

Keuntungan dan kerugian dari usaha bersama 

ini dibagi sesuai dengan kesepakatan. Semua 

pihak memiliki hak untuk mengambil bagian 

aktif dalam pengelolaan bisnis. 

4. Murabahah: 

Murabahah adalah bentuk jual beli di mana 

penjual mengungkapkan harga beli suatu 

barang dan menambahkan keuntungan yang 

telah disepakati sebelumnya. Pembeli setuju 
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untuk membayar total harga pada waktu 

tertentu. Murabahah sering digunakan dalam 

transaksi pembiayaan. 

5. Ijarah: 

Ijarah adalah bentuk kontrak sewa yang 

melibatkan penyewaan suatu barang atau jasa 

untuk jangka waktu tertentu dengan 

pembayaran sewa yang telah disepakati. Dalam 

konteks pembiayaan, ijarah digunakan sebagai 

alternatif untuk pinjaman dengan pembayaran 

bunga. 

6. Sukuk (Obligasi Syariah): 

Sukuk adalah instrumen keuangan yang 

mematuhi prinsip-prinsip syariah. Mereka 

mewakili kepemilikan bagian dari aset atau 

proyek tertentu dan memberikan hak kepada 

pemegang sukuk untuk berbagi keuntungan 

atau kerugian dari aset atau proyek tersebut. 

Penerapan prinsip-prinsip ini memungkinkan 

transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum 

Islam dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, 

kesejahteraan sosial, dan keseimbangan ekonomi. 

Transaksi keuangan dapat dilakukan tanpa 

melanggar larangan riba dengan menerapkan 
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prinsip-prinsip keuangan syariah yang sesuai 

dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa cara 

transaksi keuangan dapat dilakukan tanpa riba: 

1. Profit-sharing (Bagi Hasil): 

Dalam transaksi pembiayaan, pihak yang 

meminjam dan pihak yang memberi pinjaman 

dapat menggunakan prinsip bagi hasil. Pihak 

yang memberi pinjaman akan mendapatkan 

bagian dari keuntungan dari usaha yang 

dibiayai, sejalan dengan kontribusinya terhadap 

modal. 

2. Mudarabah: 

Pihak yang membutuhkan dana (mudarib) dapat 

meminta dana dari pihak yang memiliki modal 

(shahibul maal) untuk mendukung suatu usaha 

atau proyek. Keuntungan dari usaha bersama ini 

akan dibagi sesuai dengan kesepakatan 

sebelumnya, dan hanya shahibul maal yang 

akan menanggung kerugian jika usaha tidak 

berhasil. 

3. Musharakah: 

Dalam transaksi pembiayaan atau investasi, 

pihak-pihak yang berpartisipasi dapat 

membentuk kemitraan bersama untuk 
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mendanai suatu usaha atau proyek. Keuntungan 

dan kerugian dari usaha bersama ini akan dibagi 

sesuai dengan kesepakatan awal. 

4. Murabahah: 

Dalam transaksi jual beli, pihak penjual dapat 

mengungkapkan harga beli suatu barang dan 

menambahkan keuntungan yang telah 

disepakati sebelumnya. Pembeli setuju untuk 

membayar total harga pada waktu tertentu 

tanpa adanya bunga tambahan. 

5. Ijarah: 

Dalam transaksi sewa, penyewa dapat 

menggunakan aset atau jasa untuk jangka waktu 

tertentu dengan pembayaran sewa yang telah 

disepakati. Tidak ada elemen riba dalam 

transaksi ijarah. 

6. Sukuk (Obligasi Syariah): 

Sukuk adalah instrumen keuangan yang 

memungkinkan investor untuk memiliki bagian 

dari aset atau proyek tertentu. Keuntungan atau 

kerugian dari aset atau proyek tersebut dibagi 

sesuai dengan kesepakatan. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip 

keuangan syariah seperti di atas, transaksi 
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keuangan dapat dilakukan dengan mematuhi 

hukum Islam dan menghindari elemen riba. Prinsip-

prinsip ini memastikan bahwa transaksi keuangan 

dilakukan dengan adil, berkeadilan, dan sesuai 

dengan nilai-nilai etika Islam. 

 

D. Studi Kasus: Kasus Riba dan Solusi Syariah 

Berikut adalah beberapa kasus di mana praktik riba 

mungkin muncul dalam konteks keuangan modern, 

beserta solusi syariah yang sesuai: 

1. Pengajuan Pinjaman dengan Bunga Bank: 

Kasus: Seseorang membutuhkan dana dan 

mengajukan pinjaman ke bank dengan bunga 

tetap atau bunga mengambang. 

Solusi Syariah: Menggunakan prinsip 

mudarabah atau musharakah, di mana bank dan 

peminjam dapat membentuk kemitraan untuk 

mendanai proyek atau usaha. Keuntungan akan 

dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan jika 

proyek gagal, risiko akan dibagi antara pihak-

pihak terlibat. 
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2. Kartu Kredit dengan Bunga Tinggi: 

Kasus: Seseorang menggunakan kartu kredit 

dengan bunga tinggi dan membayar bunga atas 

saldo yang tidak terbayar. 

Solusi Syariah: Menggunakan prinsip ijarah, di 

mana individu dapat menggunakan kartu kredit 

dengan biaya sewa bulanan atau tahunan yang 

sudah ditentukan, tanpa adanya bunga 

tambahan. 

3. Pembelian Rumah dengan Hipotek 

Konvensional: 

Kasus: Seseorang membeli rumah dengan 

menggunakan hipotek konvensional yang 

mengenakan bunga. 

Solusi Syariah: Menggunakan prinsip 

murabahah atau ijarah, di mana rumah dapat 

dibeli dengan harga tetap atau disewakan 

dengan biaya sewa yang sudah ditentukan, 

tanpa adanya bunga tambahan. 

4. Investasi dengan Bunga Majemuk: 

Kasus: Seseorang berinvestasi dalam produk 

keuangan yang menerapkan sistem bunga 

majemuk, mengakibatkan pertumbuhan bunga 

atas bunga. 
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Solusi Syariah: Menggunakan prinsip 

mudarabah atau musharakah, di mana investasi 

dilakukan bersama-sama dengan pembagian 

keuntungan atau kerugian yang adil di antara 

pihak-pihak terlibat. 

5. Pertukaran Mata Uang Asing (Forex) dengan 

Bunga Menginap (Swap): 

Kasus: Seorang trader terlibat dalam transaksi 

forex dengan bunga menginap (swap) yang 

melibatkan pembayaran bunga tambahan. 

Solusi Syariah: Menggunakan prinsip ijarah 

atau akad wakalah, di mana transaksi forex 

dapat dilakukan dengan biaya sewa yang telah 

ditentukan atau dengan biaya komisi, tanpa 

adanya bunga tambahan. 

Dalam semua kasus di atas, solusi syariah 

memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan 

tanpa melanggar larangan riba. Prinsip-prinsip 

keuangan syariah, seperti profit-sharing, 

mudarabah, musharakah, murabahah, ijarah, dan 

sukuk, dapat diterapkan untuk mencapai tujuan 

keuangan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip 

etika dan hukum Islam. 
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Maisir (Perjudian) dan 
Maysir (Spekulasi) 

 

A. Pengertian Maisir dan Maysir 

Maisir dan Maysir adalah dua istilah dalam hukum 

Islam yang mengacu pada praktik perjudian. 

Berikut adalah pengertiannya: 

1. Maisir: 

Maisir merupakan istilah Arab yang secara 

harfiah berarti "untung-untungan" atau 

"perjudian". Dalam konteks hukum Islam, 

maisir mengacu pada praktik perjudian atau 

taruhan di mana pihak-pihak terlibat 

mempertaruhkan sejumlah uang atau barang 

dengan harapan memenangkan lebih banyak 

tanpa melakukan pekerjaan atau usaha yang 

produktif. 
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2. Maysir: 

Maysir adalah bentuk kata yang berasal dari 

kata "Maisir". Istilah ini digunakan secara 

sering untuk mengacu pada perjudian atau 

praktik taruhan yang melanggar prinsip-prinsip 

etika dan moral dalam Islam. 

Hukum Islam secara tegas melarang praktik 

Maisir dan Maysir karena dianggap sebagai bentuk 

perjudian, yang dapat menyebabkan kerugian 

finansial dan potensi kecanduan bagi individu. 

Larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip 

keadilan, keseimbangan, dan kehati-hatian dalam 

keuangan yang dipegang teguh dalam ajaran Islam. 

Oleh karena itu, praktik maisir dan maysir dianggap 

sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-

nilai dan etika Islam. 

Kedua praktik maisir dan maysir dianggap 

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam 

karena melanggar beberapa nilai dan prinsip 

penting dalam ajaran Islam. Berikut adalah 

beberapa alasan mengapa MAISIR DAN MAYSIR 

dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam: 
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1. Spekulasi dan Ketidakpastian yang 

Berlebihan: 

Maysir melibatkan spekulasi atau 

ketidakpastian berlebihan dalam transaksi atau 

investasi. Hal ini dapat mengakibatkan risiko 

yang tidak proporsional dan dapat 

menyebabkan kerugian finansial yang besar. 

Islam menekankan pentingnya kehati-hatian 

dan kewaspadaan dalam keuangan. 

2. Penghindaran Tanggung Jawab dan Usaha 

Produktif: 

Maisir melibatkan pertaruhan atau perjudian, di 

mana individu atau pihak-pihak terlibat 

berharap untuk mendapatkan keuntungan tanpa 

melakukan usaha atau pekerjaan yang produktif. 

Hal ini tidak selaras dengan prinsip Islam yang 

mendorong usaha, kerja keras, dan pengabdian 

dalam mencari rezeki. 

3. Potensi Kecanduan dan Kerugian Finansial 

yang Besar: 

Kedua praktik ini dapat memicu kecanduan 

terhadap perjudian atau spekulasi berlebihan. 

Selain itu, mereka dapat mengakibatkan 

kerugian finansial yang besar bagi individu atau 
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pihak-pihak terlibat, yang bertentangan dengan 

prinsip kehati-hatian dalam keuangan. 

4. Keadilan dan Keseimbangan Risiko: 

Dalam Islam, transaksi keuangan harus 

didasarkan pada prinsip keadilan dan 

keseimbangan risiko. Maisir dan maysir sering 

kali melanggar prinsip ini karena dapat 

mengakibatkan ketidakadilan ekonomi dan 

ketimpangan risiko yang tidak seimbang. 

5. Pentingnya Investasi Produktif: 

Islam mendorong investasi produktif yang 

membawa manfaat bagi masyarakat dan 

ekonomi secara keseluruhan. Praktik Maisir dan 

Maysir cenderung memprioritaskan 

keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan 

dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. 

6. Keberlanjutan Ekonomi dan Kesejahteraan 

Sosial: 

Hukum Islam menekankan pentingnya 

keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial. 

maisir dan maysir dapat mengakibatkan 

ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan finansial 

yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. 
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Oleh karena itu, praktik maisir dan maysir 

dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum Islam karena melanggar nilai-nilai etika, 

moral, dan keadilan yang dipegang teguh oleh 

ajaran agama tersebut. Sebagai gantinya, Islam 

mendorong praktik keuangan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan, 

kesejahteraan, dan keseimbangan ekonomi. 

 

B. Alasan Larangan Maisir dan Maysir 

Larangan terhadap Maisir (perjudian) dan Maysir 

(spekulasi berlebihan) dalam Islam didasarkan 

pada beberapa landasan dan alasan hukum serta 

etika yang penting. Berikut adalah beberapa di 

antaranya: 

1. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan: 

Islam menekankan prinsip keadilan dan 

kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, 

termasuk dalam urusan keuangan. Praktik 

maisir dan maysir dapat mengakibatkan 

ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi, di 

mana beberapa pihak mungkin mendapatkan 

keuntungan besar sedangkan yang lain 

menderita kerugian. 
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2. Mendorong Usaha Produktif: 

Islam mendorong usaha dan produktivitas 

sebagai cara untuk memperoleh rezeki. Maisir 

dan maysir melibatkan keuntungan tanpa 

melakukan usaha atau pekerjaan produktif, 

yang bertentangan dengan prinsip ini. 

3. Pentingnya Kesejahteraan Sosial: 

Islam menekankan pentingnya kesejahteraan 

sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan 

umum. Praktik maisir dan maysir dapat 

menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan 

kesulitan finansial bagi individu dan 

masyarakat secara keseluruhan. 

4. Penghindaran Terhadap Risiko yang Tidak 

Proporsional: 

Maysir melibatkan spekulasi atau 

ketidakpastian berlebihan dalam transaksi atau 

investasi. Hal ini dapat mengakibatkan risiko 

finansial yang tidak proporsional terhadap 

potensi keuntungan, yang bertentangan dengan 

prinsip kehati-hatian dalam keuangan. 

5. Pentingnya Investasi Produktif dan Berkah: 

Islam mendorong investasi dalam usaha-usaha 

yang produktif dan memberikan manfaat bagi 
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masyarakat. Maisir dan maysir tidak 

menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan 

cenderung fokus pada keuntungan pribadi. 

6. Pentingnya Kepatuhan Terhadap Ajaran 

Agama: 

Penting bagi umat Islam untuk mematuhi ajaran 

agama mereka dalam semua aspek kehidupan, 

termasuk dalam urusan keuangan. Menghindari 

maisir dan maysir adalah salah satu cara untuk 

mematuhi prinsip-prinsip Islam. 

Melalui landasan dan alasan hukum serta 

etika ini, Islam dengan tegas melarang praktik 

maisir dan maysir sebagai bentuk eksploitasi dan 

ketidakadilan ekonomi. Sebagai gantinya, Islam 

mendorong praktik keuangan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan, 

kesejahteraan, dan keseimbangan ekonomi. 

Berikut adalah beberapa contoh situasi di 

mana praktik maisir dan maysir mungkin muncul 

dalam konteks keuangan modern: 

1. Perjudian atau Taruhan: 

Seseorang terlibat dalam kegiatan perjudian 

seperti lotere, mesin slot, atau taruhan olahraga 
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dengan harapan mendapatkan keuntungan 

besar tanpa melakukan usaha produktif. 

2. Trading Saham Berdasarkan Spekulasi 

Semata: 

Seseorang membeli dan menjual saham atau 

instrumen keuangan lainnya secara impulsif 

atau berdasarkan dugaan semata, tanpa analisis 

fundamental atau teknikal yang memadai. 

3. Trading Forex Tanpa Pengetahuan yang 

Cukup: 

Seorang trader terlibat dalam perdagangan 

mata uang asing (forex) tanpa memiliki 

pengetahuan yang memadai atau tanpa 

mempertimbangkan risiko dengan baik, 

mengandalkan keberuntungan semata. 

4. Partisipasi dalam Skema Investasi yang 

Tidak Jelas atau Berisiko Tinggi: 

Seseorang terlibat dalam investasi atau skema 

keuangan yang menjanjikan keuntungan besar 

dengan risiko tinggi dan tanpa dasar yang jelas. 

5. Perjudian dalam Bentuk Lotre atau Undian: 

Mengikuti undian atau lotere dengan harapan 

memenangkan hadiah besar, tanpa memberikan 

kontribusi produktif dalam proses tersebut. 
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6. Binary Options Trading: 

Terlibat dalam perdagangan opsi biner di mana 

keuntungan atau kerugian sangat cepat terjadi 

dan sering kali berdasarkan spekulasi semata. 

7. Bermain Judi Online atau Kasino Virtual: 

Bermain game judi online atau di kasino virtual 

di mana uang asli dipertaruhkan dengan 

harapan memenangkan lebih banyak. 

Penting untuk diingat bahwa dalam konteks 

keuangan modern, praktik maisir dan maysir sering 

kali terjadi secara tersembunyi atau dalam bentuk 

yang tidak jelas. Oleh karena itu, penting untuk 

selalu berhati-hati dan memastikan bahwa 

transaksi keuangan Anda sesuai dengan prinsip-

prinsip etika dan hukum Islam. 

 

C. Alternatif Investasi Syariah 

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip alternatif 

investasi yang mematuhi hukum Islam: 

1. Mudarabah: 

Mudarabah adalah bentuk kemitraan di mana 

satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) 

dan pihak lain menyediakan tenaga kerja atau 

keterampilan (mudarib). Keuntungan dari 
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usaha bersama ini kemudian dibagi sesuai 

dengan kesepakatan sebelumnya, sementara 

risiko kerugian ditanggung oleh shahibul maal. 

2. Musharakah: 

Musharakah adalah bentuk kemitraan bersama 

di mana dua atau lebih pihak berpartisipasi 

dalam modal dan manajemen suatu usaha atau 

proyek. Keuntungan dan kerugian dari usaha 

bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan 

awal. 

3. Investasi dalam Aset Riil (Real Estate): 

Investasi dalam properti atau real estat adalah 

bentuk investasi yang mematuhi hukum Islam. 

Anda dapat membeli properti dengan tujuan 

untuk menyewakannya atau untuk 

mendapatkan keuntungan dari apresiasi 

nilainya. 

4. Investasi dalam Sektor Riil (Equity 

Investment): 

Berinvestasi dalam saham atau ekuitas 

perusahaan yang beroperasi di sektor nyata 

atau riil (seperti manufaktur, pertanian, dll.) 

adalah juga salah satu bentuk investasi yang 

dapat dipertimbangkan. 
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5. Investasi dalam Sektor Teknologi dan 

Inovasi: 

Berinvestasi dalam perusahaan atau proyek 

yang berfokus pada teknologi dan inovasi juga 

dapat menjadi pilihan yang mematuhi hukum 

Islam, selama bisnis tersebut tidak terlibat 

dalam praktik haram atau melanggar prinsip 

syariah. 

6. Investasi dalam Sukuk (Obligasi Syariah): 

Sukuk adalah instrumen keuangan yang 

memungkinkan investor untuk memiliki bagian 

dari aset atau proyek tertentu, dan keuntungan 

atau kerugian dari aset atau proyek tersebut 

dibagi sesuai dengan kesepakatan. 

7. Investasi dalam Sektor Keuangan Syariah: 

Berinvestasi dalam institusi keuangan atau 

produk keuangan yang mematuhi prinsip 

syariah, seperti bank syariah, dana investasi 

syariah, atau produk asuransi syariah, juga 

merupakan alternatif investasi yang sah dalam 

Islam. 

Penting untuk mencatat bahwa dalam semua 

jenis investasi, penting untuk melakukan due 

diligence dan memastikan bahwa bisnis atau proyek 
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tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dan 

tidak terlibat dalam praktik haram. Selain itu, 

penting juga untuk memahami risiko yang terkait 

dengan setiap jenis investasi. 

Investasi dapat dilakukan tanpa melanggar 

larangan maisir (perjudian) dan maysir (spekulasi 

berlebihan) dengan mematuhi prinsip-prinsip 

keuangan syariah dalam hukum Islam. Berikut 

adalah cara investasi dapat dilakukan dengan 

mematuhi hukum Islam: 

1. Mudarabah: 

Dalam mudarabah, satu pihak menyediakan 

modal dan pihak lain menyediakan 

keterampilan atau pengelolaan. Keuntungan 

dari usaha bersama ini dibagi sesuai dengan 

kesepakatan sebelumnya. Ini adalah bentuk 

investasi yang mematuhi hukum Islam karena 

risiko dan keuntungan dibagi secara adil. 

2. Musharakah: 

Dalam musharakah, dua atau lebih pihak 

berpartisipasi dalam modal dan manajemen 

suatu usaha atau proyek. Keuntungan dan 

kerugian dari usaha bersama ini dibagi sesuai 
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dengan kesepakatan awal. Ini adalah bentuk 

investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. 

3. Investasi dalam Aset Riil (Real Estate): 

Berinvestasi dalam properti atau real estat 

adalah bentuk investasi yang mematuhi hukum 

Islam, terutama jika properti digunakan untuk 

tujuan produktif seperti disewakan atau 

dioperasikan. 

4. Investasi dalam Sukuk (Obligasi Syariah) 

Sukuk adalah instrumen keuangan yang 

memungkinkan investor untuk memiliki bagian 

dari aset atau proyek tertentu, dan keuntungan 

atau kerugian dari aset atau proyek tersebut 

dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sukuk 

adalah bentuk investasi yang sesuai dengan 

prinsip syariah. 

5. Investasi dalam Sektor Keuangan Syariah: 

Berinvestasi dalam institusi keuangan atau 

produk keuangan yang mematuhi prinsip 

syariah, seperti bank syariah, dana investasi 

syariah, atau produk asuransi syariah, adalah 

juga bentuk investasi yang mematuhi hukum 

Islam. 
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6. Investasi dalam Bisnis Halal: 

Memilih untuk berinvestasi dalam bisnis atau 

sektor yang memproduksi atau menyediakan 

barang dan jasa yang halal dan mematuhi 

prinsip syariah adalah cara lain untuk 

melakukan investasi yang sah dalam Islam. 

7. Analisis dan Evaluasi Risiko yang Cermat: 

Sebelum berinvestasi, penting untuk melakukan 

analisis risiko yang cermat dan memastikan 

bahwa investasi tidak melibatkan praktik yang 

bertentangan dengan hukum Islam. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip di atas, investasi 

dapat dilakukan dengan mematuhi hukum Islam 

dan menghindari praktik maisir dan maysir. 

Penting untuk selalu mencari nasihat dari ahli 

keuangan syariah atau ulama yang kompeten 

sebelum melakukan investasi. 

 

D. Studi Kasus: Kasus Maisir dan Maysir 

Berikut adalah beberapa kasus di mana praktik 

maisir dan maysir mungkin muncul, bersama 

dengan solusi syariah yang sesuai: 
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Kasus 1: Perjudian dalam Bentuk Lotre atau 

Undian 

Deskripsi Kasus: Seseorang terlibat dalam undian 

atau lotre dengan harapan memenangkan hadiah 

besar, tanpa memberikan kontribusi produktif 

dalam proses tersebut. 

Solusi Syariah: Individu tersebut dapat memilih 

untuk menyumbangkan sebagian dari uang yang 

akan dihabiskan untuk membeli tiket lotre atau 

undian kepada amal atau kegiatan produktif lainnya 

yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. 

Kasus 2: Trading Forex Tanpa Pengetahuan yang 

Cukup 

Deskripsi Kasus: Seorang trader terlibat dalam 

perdagangan mata uang asing (forex) tanpa 

memiliki pengetahuan yang memadai atau tanpa 

mempertimbangkan risiko dengan baik, 

mengandalkan keberuntungan semata. 

Solusi Syariah: Individu tersebut dapat memilih 

untuk belajar lebih lanjut tentang prinsip-prinsip 

perdagangan forex yang mematuhi hukum Islam 

atau meminta saran dari ahli keuangan syariah 

sebelum terlibat dalam transaksi semacam itu. 
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Kasus 3: Trading Saham Berdasarkan Spekulasi 

Semata 

Deskripsi Kasus: Seseorang membeli dan menjual 

saham atau instrumen keuangan lainnya secara 

impulsif atau berdasarkan dugaan semata, tanpa 

analisis fundamental atau teknikal yang memadai. 

Solusi Syariah: Individu tersebut dapat memilih 

untuk mengadopsi pendekatan investasi jangka 

panjang yang didasarkan pada analisis yang cermat 

dan memilih perusahaan atau proyek yang 

mematuhi prinsip syariah. 

Kasus 4: Binary Options Trading 

Deskripsi Kasus: Terlibat dalam perdagangan opsi 

biner di mana keuntungan atau kerugian sangat 

cepat terjadi dan sering kali berdasarkan spekulasi 

semata. 

Solusi Syariah: Individu tersebut dapat memilih 

untuk terlibat dalam bentuk investasi lain yang 

lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti 

mudarabah, musharakah, atau investasi dalam aset 

nyata. 
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Kasus 5: Bermain Judi Online atau Kasino Virtual 

Deskripsi Kasus: Bermain game judi online atau di 

kasino virtual di mana uang asli dipertaruhkan 

dengan harapan memenangkan lebih banyak. 

Solusi Syariah: Individu tersebut dapat memilih 

untuk menghindari praktik perjudian dan 

mengalokasikan uang tersebut untuk kegiatan atau 

investasi yang mematuhi prinsip syariah. 

Dalam setiap kasus, penting untuk mencari solusi yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dan 

menghindari praktik Maisir dan Maysir. Jika 

memungkinkan, konsultasikan dengan ahli keuangan 

syariah atau ulama yang kompeten untuk mendapatkan 

nasihat yang tepat. 
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Gharar 
(Ketidakpastian) 

 
A. Pengertian Gharar 

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang 

mengacu pada ketidakpastian, risiko, atau 

ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu 

transaksi atau kontrak. Istilah ini juga bisa 

diterjemahkan sebagai "ketidakpastian berlebihan" 

atau "ketidakjelasan berlebihan". Dalam konteks 

keuangan dan bisnis, gharar terjadi ketika ada 

ketidakpastian yang signifikan mengenai kondisi 

atau parameter dari suatu transaksi atau kontrak. 

Contoh-contoh dari situasi yang dapat 

dianggap mengandung gharar meliputi: 

1. Ketidakpastian dalam Harga atau Kualitas 

Barang: Misalnya, jika suatu transaksi 

9 
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melibatkan penjualan barang tanpa spesifikasi 

harga atau kondisi yang jelas. 

2. Ketidakpastian dalam Jangka Waktu atau 

Pembayaran: Jika suatu kontrak tidak memiliki 

jangka waktu yang jelas atau ketentuan 

pembayaran yang jelas. 

3. Spekulasi Berlebihan dalam Perdagangan: 

Jika terdapat tingkat ketidakpastian atau 

spekulasi yang berlebihan dalam perdagangan 

atau investasi. 

4. Ketidakpastian dalam Kontrak Asuransi: Jika 

kontrak asuransi mengandung klausul-klausul 

yang ambigu atau tidak jelas dalam hal 

ketentuan dan pembayaran klaim. 

Dalam hukum Islam, praktik bisnis atau 

transaksi yang mengandung gharar dianggap 

sebagai bentuk risiko yang tidak dapat diterima 

atau ketidakadilan yang harus dihindari. Oleh 

karena itu, prinsip-prinsip keuangan syariah 

mendorong transparansi, kejelasan, dan kepastian 

dalam setiap transaksi atau kontrak untuk 

meminimalkan gharar. 

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam 

yang mengacu pada ketidakpastian atau 
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ketidakjelasan berlebihan dalam suatu transaksi 

bisnis atau kontrak. Hal ini dapat mencakup 

ketidakpastian mengenai harga, kualitas, jangka 

waktu, atau parameter lain dari transaksi. Gharar 

dianggap sebagai risiko atau ketidakadilan yang 

harus dihindari dalam praktik bisnis Islam. Oleh 

karena itu, prinsip-prinsip keuangan syariah 

mendorong transparansi dan kejelasan dalam setiap 

transaksi atau kontrak untuk meminimalkan gharar. 

 

B. Dampak dan Risiko Gharar 

Gharar dianggap sebagai faktor risiko yang perlu 

diwaspadai dalam hukum Islam karena dapat 

menyebabkan ketidakpastian berlebihan dan 

potensi kerugian atau ketidakadilan dalam 

transaksi bisnis. Berikut adalah beberapa alasan 

mengapa gharar dianggap sebagai faktor risiko 

yang perlu diwaspadai: 

1. Ketidakpastian yang Berlebihan: Gharar 

mencakup tingkat ketidakpastian atau 

ketidakjelasan yang melebihi batas wajar. Hal 

ini dapat mengakibatkan kesulitan atau 

ketidakmampuan untuk memperkirakan atau 

mengelola risiko yang terlibat dalam transaksi. 
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2. Potensi untuk Kehilangan yang Signifikan: 

Gharar dapat menyebabkan pihak-pihak yang 

terlibat dalam transaksi menghadapi risiko 

kehilangan nilai atau keuntungan yang 

signifikan. Misalnya, jika harga atau kondisi 

transaksi tidak jelas, hal ini dapat 

mengakibatkan kerugian finansial yang besar. 

3. Ketidakadilan dalam Transaksi: Gharar dapat 

menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi 

karena salah satu pihak mungkin mendapatkan 

keuntungan yang tidak sebanding dengan risiko 

atau nilai sebenarnya dari transaksi tersebut. 

4. Ketidakpastian dalam Menentukan Hak dan 

Kewajiban: Gharar dapat menyebabkan 

ketidakjelasan atau perselisihan mengenai hak 

dan kewajiban masing-masing pihak dalam 

transaksi. Ini dapat mengarah pada konflik atau 

sengketa di kemudian hari. 

5. Potensi untuk Menyimpang dari Prinsip 

Keadilan: Gharar dapat menyebabkan transaksi 

yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan 

kesetaraan yang dipegang teguh dalam ajaran 

Islam. Hal ini dapat menciptakan 
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ketidakseimbangan atau ketidakadilan 

ekonomi. 

Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko 

yang terkait dengan gharar, prinsip-prinsip 

keuangan syariah mendorong transparansi, 

kejelasan, dan kesepakatan yang jelas dalam setiap 

transaksi bisnis. Hal ini juga menekankan 

pentingnya melakukan analisis risiko yang cermat 

sebelum terlibat dalam transaksi apa pun. 

Keberadaan gharar dalam transaksi bisnis 

dapat memiliki berbagai dampak negatif, termasuk: 

1. Ketidakpastian yang Meningkat: Gharar 

menciptakan tingkat ketidakpastian atau 

ketidakjelasan yang tinggi dalam transaksi. Hal 

ini dapat membuat sulit bagi pihak-pihak yang 

terlibat untuk memperkirakan risiko atau hasil 

dari transaksi tersebut. 

2. Ketidakadilan dan Tidak Seimbang: Gharar 

dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam 

transaksi karena salah satu pihak mungkin 

mendapatkan keuntungan yang tidak sebanding 

dengan risiko atau nilai sebenarnya dari 

transaksi tersebut. Hal ini melanggar prinsip 
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keadilan yang dipegang teguh dalam ajaran 

Islam. 

3. Potensi Konflik dan Sengketa: Keberadaan 

gharar dapat menyebabkan ketidakjelasan atau 

perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam transaksi. Ini dapat memunculkan 

sengketa hukum atau konflik yang mengganggu 

hubungan bisnis. 

4. Risiko Finansial yang Meningkat: Gharar dapat 

meningkatkan risiko finansial dalam transaksi 

karena pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak 

dapat memprediksi hasil atau akibat dari 

transaksi tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan 

kerugian finansial yang signifikan. 

5. Ketidakpastian dalam Menentukan Hak dan 

Kewajiban: Gharar dapat menyebabkan 

ketidakjelasan dalam menentukan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi. 

Hal ini dapat mengarah pada ketidakpahaman 

atau perselisihan di kemudian hari. 

6. Gangguan terhadap Keputusan Investasi: 

Gharar dapat mempengaruhi kemampuan para 

investor untuk membuat keputusan investasi 

yang rasional dan terinformasi. Ketidakpastian 
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yang tinggi dapat menyulitkan untuk menilai 

risiko dan potensi keuntungan dari suatu 

investasi. 

Dalam rangka meminimalkan dampak negatif 

dari keberadaan gharar, penting untuk mematuhi 

prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan 

transparansi, kejelasan, dan kesepakatan yang jelas 

dalam setiap transaksi bisnis. Hal ini juga 

menegaskan pentingnya melakukan analisis risiko 

yang cermat sebelum terlibat dalam transaksi apa 

pun. 

Gharar dapat mengakibatkan ketidakadilan 

atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi karena menciptakan ketidakpastian atau 

ketidakjelasan berlebihan. Berikut adalah beberapa 

cara bagaimana gharar dapat mengakibatkan 

ketidakadilan atau kerugian: 

1. Ketidakpastian tentang Kondisi Transaksi: 

Gharar membuat sulit bagi pihak-pihak yang 

terlibat untuk memahami atau memprediksi 

kondisi atau hasil dari transaksi. Hal ini dapat 

mengakibatkan salah satu pihak mendapatkan 

manfaat yang tidak sebanding dengan risiko 

atau nilai sebenarnya dari transaksi tersebut. 
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2. Pentingnya Informasi yang Tidak Memadai: 

Gharar dapat mengharuskan pihak-pihak yang 

terlibat untuk mengambil keputusan tanpa 

memiliki informasi yang memadai atau jelas 

tentang transaksi tersebut. Hal ini dapat 

menyebabkan keputusan yang tidak 

terinformasi atau tidak bijak. 

3. Potensi untuk Kehilangan yang Signifikan: 

Keberadaan gharar meningkatkan risiko 

kehilangan nilai atau keuntungan yang 

signifikan. Jika parameter transaksi tidak jelas, 

hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak 

mengalami kerugian finansial yang besar. 

4. Ketidakseimbangan Risiko dan Imbalan: 

Gharar dapat menyebabkan ketidakseimbangan 

antara risiko yang diambil oleh pihak-pihak 

yang terlibat dan imbalan yang mereka terima. 

Salah satu pihak mungkin harus menanggung 

risiko yang tidak sebanding dengan manfaat 

atau keuntungan yang mereka peroleh. 

5. Potensi untuk Memunculkan Konflik: Gharar 

dapat menyebabkan ketidakjelasan atau 

perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam transaksi. Hal ini dapat memunculkan 
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konflik atau sengketa yang mengganggu 

hubungan bisnis. 

6. Pengaruh terhadap Keputusan Investasi: 

Gharar dapat mempengaruhi kemampuan para 

investor untuk membuat keputusan investasi 

yang rasional dan terinformasi. Tingkat 

ketidakpastian yang tinggi dapat menyulitkan 

untuk menilai risiko dan potensi keuntungan 

dari suatu investasi. 

Dengan demikian, gharar dapat mengakibatkan 

ketidakadilan atau kerugian bagi pihak-pihak yang 

terlibat dalam transaksi karena menciptakan 

ketidakpastian berlebihan. Oleh karena itu, penting 

untuk mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah 

yang menekankan transparansi, kejelasan, dan 

kesepakatan yang jelas dalam setiap transaksi 

bisnis. 

 

C. Cara Menghindari atau Mengelola Gharar 

Untuk menghindari atau mengelola gharar dalam 

transaksi bisnis, berikut adalah beberapa strategi 

dan prinsip-prinsip yang dapat diikuti: 
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1. Transparansi dan Kejelasan: 

Pastikan bahwa semua parameter dan kondisi 

transaksi dijelaskan dengan jelas dan tidak 

ambigu. Pihak-pihak yang terlibat harus 

memiliki pemahaman yang sama tentang 

transaksi tersebut. 

2. Pemahaman yang Mendalam: 

Sebelum terlibat dalam suatu transaksi, 

pastikan untuk memiliki pemahaman yang 

cukup mendalam tentang produk atau layanan 

yang terlibat, serta risiko dan implikasi yang 

terkait. 

3. Penggunaan Kontrak yang Jelas dan Spesifik: 

Gunakan kontrak atau perjanjian yang secara 

jelas menguraikan hak dan kewajiban masing-

masing pihak, termasuk parameter transaksi, 

jangka waktu, dan kondisi pembayaran. 

4. Analisis Risiko yang Cermat: 

Lakukan analisis risiko yang cermat untuk 

memahami potensi dampak dari transaksi 

tersebut. Identifikasi dan pertimbangkan semua 

faktor risiko yang terlibat. 
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5. Konsultasi dengan Ahli Keuangan Syariah: 

Jika memungkinkan, konsultasikan dengan ahli 

keuangan syariah atau ulama yang kompeten 

sebelum terlibat dalam transaksi yang kompleks 

atau berkaitan dengan keuangan syariah. 

6. Hindari Spekulasi Berlebihan: 

Hindari transaksi atau investasi yang 

didasarkan pada spekulasi berlebihan atau 

ketidakpastian berlebihan. Sebaliknya, fokus 

pada investasi yang memiliki dasar yang kuat 

dan terbukti. 

7. Pentingnya Riset dan Due Diligence: 

Lakukan riset dan due diligence yang 

menyeluruh sebelum terlibat dalam transaksi 

atau investasi. Pastikan bahwa Anda memiliki 

pemahaman yang baik tentang bisnis atau 

proyek yang terlibat. 

8. Hindari Transaksi yang Terlalu Rumit: 

Hindari transaksi atau struktur keuangan yang 

terlalu kompleks atau sulit dipahami. Lebih baik 

memilih transaksi yang sederhana dan jelas. 

9. Jaga Keterbukaan dan Integritas: 

Jaga integritas dalam semua aspek transaksi 

dan berkomunikasi dengan jujur tentang 
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kondisi, risiko, dan tujuan dari transaksi 

tersebut. 

10. Pentingnya Revisi dan Evaluasi: 

Secara teratur, revisi dan evaluasi kondisi 

transaksi, serta perbarui kontrak jika 

diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi 

tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan 

tidak mengandung gharar. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip dan 

strategi di atas, Anda dapat membantu menghindari 

atau mengelola gharar dalam transaksi bisnis dan 

memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai 

dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. 

 

D. Studi Kasus: Kasus Transaksi dengan Gharar 

Berikut adalah contoh konkret untuk memperkuat 

pemahaman tentang cara menghindari atau 

mengelola gharar dalam transaksi bisnis: 

Contoh 1: Transaksi Jual Beli Tanpa Spesifikasi 

Harga 

Seseorang ingin membeli barang elektronik dari 

penjual, tetapi tidak ada kesepakatan tentang harga 

yang jelas dalam transaksi tersebut. Kedua pihak 

hanya setuju untuk "membicarakannya nanti". 
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Solusi: 

Untuk menghindari gharar, mereka seharusnya 

menentukan harga atau kisaran harga yang jelas 

sebelum melakukan transaksi. Ini dapat dicapai 

dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu atau 

menetapkan harga referensi. 

Contoh 2: Investasi dengan Informasi yang Tidak 

Memadai 

Seseorang tertarik untuk berinvestasi dalam suatu 

proyek properti tanpa melakukan riset atau analisis 

yang memadai. Mereka terlibat dalam transaksi 

berdasarkan informasi yang terlalu sedikit. 

Solusi: 

Untuk menghindari gharar, mereka seharusnya 

melakukan riset dan analisis yang menyeluruh 

tentang proyek properti tersebut sebelum 

melakukan investasi. Mereka harus memastikan 

bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik 

tentang potensi keuntungan dan risiko terkait. 

Contoh 3: Kontrak Asuransi yang Tidak Jelas 

Seseorang membeli polis asuransi yang memiliki 

klausul-klausul yang ambigu atau tidak jelas 

mengenai kondisi dan pembayaran klaim. 
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Solusi: 

Untuk menghindari gharar, penting untuk membaca 

dan memahami secara menyeluruh syarat dan 

ketentuan dari polis asuransi sebelum membelinya. 

Jika ada hal yang tidak jelas, sebaiknya klarifikasi 

dengan perusahaan asuransi sebelum 

menandatangani kontrak. 

Dengan memperhatikan contoh-contoh di 

atas, penting untuk selalu memastikan bahwa 

transaksi bisnis dilakukan dengan transparansi, 

kejelasan, dan pengetahuan yang memadai. Hal ini 

akan membantu menghindari atau mengelola 

gharar dan memastikan bahwa transaksi tersebut 

sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. 

Tentu, berikut adalah beberapa kasus di mana 

faktor gharar mungkin muncul, bersama dengan 

solusi syariah yang sesuai: 

Kasus 1: Transaksi Tanpa Spesifikasi Harga 

Deskripsi Kasus: Seseorang ingin membeli barang 

dari penjual tetapi tidak ada kesepakatan tentang 

harga yang jelas. Kedua pihak hanya setuju untuk 

"membicarakannya nanti". 

Solusi Syariah: Kedua belah pihak seharusnya 

menetapkan harga atau kisaran harga yang jelas 
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sebelum melakukan transaksi untuk menghindari 

gharar. Ini dapat dicapai dengan melakukan 

negosiasi atau menetapkan harga referensi. 

Kasus 2: Investasi dengan Informasi yang Tidak 

Memadai 

Deskripsi Kasus: Seseorang tertarik untuk 

berinvestasi dalam suatu proyek tanpa melakukan 

riset atau analisis yang memadai. Mereka terlibat 

dalam transaksi berdasarkan informasi yang terlalu 

sedikit. 

Solusi Syariah: Sebelum melakukan investasi, 

penting untuk melakukan riset dan analisis yang 

menyeluruh tentang proyek tersebut. Memahami 

potensi keuntungan dan risiko dengan baik akan 

membantu menghindari gharar. 

Kasus 3: Kontrak Asuransi yang Tidak Jelas 

Deskripsi Kasus: Seseorang membeli polis asuransi 

yang memiliki klausul-klausul yang ambigu atau 

tidak jelas mengenai kondisi dan pembayaran klaim. 

Solusi Syariah: Penting untuk membaca dan 

memahami dengan seksama syarat dan ketentuan 

dari polis asuransi sebelum membelinya. Jika ada 

hal yang tidak jelas, sebaiknya klarifikasi dengan 
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perusahaan asuransi sebelum menandatangani 

kontrak. 

Kasus 4: Transaksi Forex Tanpa Pengetahuan 

yang Cukup 

Deskripsi Kasus: Seseorang terlibat dalam 

perdagangan mata uang asing (forex) tanpa 

memiliki pengetahuan yang memadai atau tanpa 

mempertimbangkan risiko dengan baik, 

mengandalkan keberuntungan semata. 

Solusi Syariah: Individu tersebut sebaiknya 

memperoleh pengetahuan yang memadai tentang 

prinsip-prinsip perdagangan forex yang mematuhi 

hukum Islam atau meminta saran dari ahli 

keuangan syariah sebelum terlibat dalam transaksi 

semacam itu. 

Dalam setiap kasus, penting untuk mencari 

solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan 

syariah dan menghindari praktik gharar. Jika 

memungkinkan, konsultasikan dengan ahli 

keuangan syariah atau ulama yang kompeten untuk 

mendapatkan nasihat yang tepat. 
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Dayn (Utang) dalam 

Hukum Bisnis Islam 
 

A. Pengertian Dayn (Utang) 

Dayn, atau lebih dikenal dengan istilah "utang" 

dalam bahasa Indonesia, adalah kewajiban finansial 

yang dimiliki oleh seseorang atau entitas terhadap 

pihak lain. Ini mencakup segala jenis kewajiban 

pembayaran, seperti pinjaman uang, utang dagang, 

atau kewajiban finansial lainnya. Utang merupakan 

bagian penting dalam keuangan individu maupun 

bisnis, dan memainkan peran krusial dalam 

aktivitas ekonomi. 

Dalam konteks hukum bisnis Islam, dayn atau 

utang harus diperlakukan dengan itikad baik dan 

harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang 

telah ditetapkan. Keberadaan utang dapat timbul 

dari berbagai transaksi, seperti pinjaman, 

10 
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pembelian barang atau jasa, atau kesepakatan 

finansial lainnya. 

Penting untuk memahami bahwa hukum 

Islam mengatur aspek-aspek tertentu dari dayn, 

termasuk masalah penagihan utang, hukum-hukum 

terkait dengan bunga (riba), dan prosedur hukum 

jika utang tidak dipenuhi. Oleh karena itu, utang 

merupakan elemen kunci yang harus dielaborasi 

dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum Islam. 

Dalam transaksi bisnis, terdapat beberapa 

jenis utang yang umumnya ditemui. Berikut adalah 

beberapa di antaranya: 

1. Utang Dagang: Utang dagang adalah kewajiban 

pembayaran yang timbul dari transaksi jual-beli 

antara dua pihak, di mana salah satu pihak 

memberikan barang atau jasa kepada pihak lain 

dengan persetujuan untuk membayar di masa 

mendatang. 

2. Utang Pinjaman: Utang pinjaman terjadi ketika 

seorang individu atau entitas meminjam uang 

dari pihak lain dengan kesepakatan untuk 

mengembalikannya dengan bunga atau tanpa 

bunga dalam jangka waktu tertentu. 
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3. Utang Konsumen: Ini adalah utang yang timbul 

dari pembelian barang atau layanan konsumen, 

seperti kredit kartu atau pinjaman untuk 

membeli mobil atau rumah. 

4. Utang Korporasi: Utang korporasi adalah 

kewajiban finansial yang dimiliki oleh 

perusahaan atau badan usaha terhadap pihak 

lain, termasuk kreditur, pemasok, dan investor. 

5. Utang Pemerintah: Pemerintah bisa memiliki 

utang karena meminjam dari lembaga keuangan 

internasional, swasta, atau menerbitkan 

obligasi untuk membiayai proyek-proyek atau 

operasinya. 

6. Utang Hipotek: Utang hipotek timbul ketika 

seseorang meminjam uang dari lembaga 

keuangan untuk membeli atau membiayai 

rumah, dengan rumah sebagai jaminan. 

7. Utang Pendidikan: Ini adalah utang yang 

timbul dari biaya pendidikan, termasuk 

pinjaman pendidikan atau kredit pendidikan 

yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau 

pemerintah. 
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8. Utang Usaha Kecil Menengah (UKM): UKM 

dapat memiliki utang untuk membiayai kegiatan 

operasional atau ekspansi bisnis mereka. 

9. Utang Bank: Utang bank terjadi ketika 

seseorang atau entitas meminjam uang dari 

bank dengan janji untuk mengembalikannya 

dalam jangka waktu tertentu. 

10. Utang Modal Ventura: Utang modal ventura 

adalah kewajiban yang timbul dari investasi 

modal ventura atau private equity dalam sebuah 

bisnis. 

Penting untuk dicatat bahwa dalam bisnis Islam, 

utang harus diperlakukan dengan itikad baik dan 

harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang 

telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-

prinsip keuangan syariah yang menekankan 

transparansi, keadilan, dan integritas dalam 

transaksi bisnis. 

 

B. Prinsip-prinsip Pengelolaan Utang dalam Islam 

Pengelolaan utang dalam hukum bisnis Islam diatur 

oleh sejumlah prinsip syariah yang penting. Berikut 

adalah beberapa prinsip utama: 
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1. Prinsip Keadilan (Adl): Prinsip ini 

menekankan pentingnya keadilan dalam semua 

aspek bisnis, termasuk pengelolaan utang. 

Kewajiban membayar utang harus dilakukan 

dengan itikad baik, dan penerimaan 

pembayaran utang juga harus berlaku adil dan 

tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 

2. Prinsip Transparansi (Baiy' Al-Mujmal): 

Transaksi bisnis, termasuk utang, harus 

dijelaskan dengan jelas dan tidak boleh 

melibatkan unsur-unsur gharar (ketidakpastian 

berlebihan). Para pihak harus memiliki 

pemahaman yang sama tentang syarat-syarat 

dan waktu pembayaran utang. 

3. Prinsip Kejujuran (Siddiq): Kejujuran adalah 

nilai penting dalam Islam. Pihak yang memiliki 

utang harus jujur tentang kemampuannya untuk 

membayar, dan pihak yang menerima 

pembayaran utang harus memperlakukannya 

dengan jujur. 

4. Pentingnya Membayar Utang dengan Tepat 

Waktu (Ad-Da’wa): Islam mendorong agar 

utang dibayar tepat waktu sesuai dengan 

kesepakatan yang telah ditetapkan. Menunda 
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pembayaran utang tanpa alasan yang sah bisa 

dianggap sebagai tindakan tidak adil. 

5. Prinsip Kepentingan Bersama (Maslahah): 

Pengelolaan utang harus mempertimbangkan 

kepentingan bersama dari semua pihak yang 

terlibat. Hal ini mengharuskan pihak-pihak 

yang memiliki utang untuk berusaha memenuhi 

kewajiban pembayaran mereka dengan 

mempertimbangkan kepentingan pihak 

penerima. 

6. Pentingnya Kesepakatan yang Jelas (‘Uqud): 

Setiap kesepakatan utang harus diatur dengan 

kontrak atau perjanjian yang jelas dan spesifik. 

Hal ini meliputi syarat-syarat pembayaran, 

tanggal jatuh tempo, dan bentuk utang 

(misalnya, uang atau barang). 

7. Pentingnya Kesepakatan Saling Setuju (Ijab 

dan Qabul): Utang harus diakui oleh kedua 

belah pihak dan harus ada kesepakatan yang 

jelas dan sah mengenai utang tersebut. 

8. Pentingnya Melakukan Analisis Kemampuan 

untuk Membayar (Ta’qid An-Nafs): Sebelum 

mengambil utang, pihak yang berencana untuk 

membayar harus melakukan analisis 
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kemampuan finansial mereka untuk 

memastikan bahwa mereka dapat memenuhi 

kewajiban pembayaran tersebut. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip di atas, 

pengelolaan utang dapat dilakukan dengan itikad 

baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

bisnis Islam. Ini akan membantu memastikan 

bahwa transaksi bisnis, termasuk utang, dilakukan 

dengan integritas dan keadilan. 

Pembayaran utang adalah proses yang 

penting dalam bisnis dan keuangan, dan dalam 

Islam, terdapat prinsip keadilan dan etika yang 

harus dijunjung tinggi dalam proses ini. Berikut 

adalah analisis mengenai prinsip-prinsip tersebut: 

1. Prinsip Keadilan (Adl): 

Analisis: Keadilan adalah landasan utama 

dalam Islam. Dalam konteks pembayaran utang, 

prinsip ini mengharuskan bahwa pihak yang 

berutang membayar dengan jumlah yang sesuai 

dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, 

tanpa mengorbankan kepentingan pihak lain. 

Implikasi: Pembayaran utang harus dilakukan 

dengan itikad baik, tanpa mengurangi atau 

menambah jumlah yang seharusnya dibayar. 
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Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan 

atau ketidakadilan dalam proses pembayaran 

utang. 

2. Prinsip Kejujuran (Siddiq): 

Analisis: Kejujuran adalah nilai penting dalam 

Islam. Pihak yang berutang harus jujur tentang 

kemampuannya untuk membayar utang, dan 

pihak yang menerima pembayaran utang harus 

memperlakukannya dengan jujur. 

Implikasi: Pihak yang memiliki utang harus 

memberi tahu pihak penerima jika terdapat 

kendala atau keterlambatan dalam pembayaran. 

Begitu pula, pihak yang menerima pembayaran 

harus memprosesnya dengan jujur dan tidak 

mencoba memanfaatkan situasi tersebut. 

3. Transparansi (Baiy' Al-Mujmal): 

Analisis: Transparansi adalah prinsip penting 

dalam transaksi bisnis Islam. Semua rincian 

terkait utang, termasuk jumlah, tanggal jatuh 

tempo, dan syarat-syarat pembayaran, harus 

dijelaskan dengan jelas. 

Implikasi: Pihak yang berutang harus 

memberikan informasi yang jelas tentang utang 

yang harus dibayar. Di sisi lain, pihak penerima 
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harus memastikan bahwa mereka memproses 

pembayaran dengan itikad baik dan mematuhi 

semua syarat dan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

4. Pembayaran Tepat Waktu (Ad-Da’wa): 

Analisis: Islam mendorong untuk membayar 

utang sesuai dengan kesepakatan waktu yang 

telah ditetapkan. Menunda pembayaran tanpa 

alasan yang sah dianggap tidak adil. 

Implikasi: Pihak yang berutang harus berusaha 

keras untuk membayar utang sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. Penerima harus 

bersikap adil dan tidak menuntut pembayaran 

di luar waktu yang telah disepakati. 

Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan 

dan etika dalam proses pembayaran utang, bisnis 

dan transaksi keuangan dapat berjalan dengan 

integritas dan kejujuran sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum bisnis Islam. Hal ini memastikan 

bahwa hubungan bisnis antara pihak-pihak yang 

terlibat didasarkan pada nilai-nilai etis dan 

keadilan yang tinggi. 
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C. Keadilan dan Etika dalam Pembayaran Utang 

Berikut adalah contoh konkret yang 

mengilustrasikan prinsip keadilan dan etika dalam 

proses pembayaran utang: 

Contoh Kasus: Pembayaran Utang Dagang 

Situasi: Ali adalah seorang pedagang yang membeli 

barang dari Budi senilai Rp 10 juta. Mereka sepakat 

bahwa Ali akan membayar dalam waktu satu bulan. 

1. Prinsip Keadilan (Adl): 

Contoh: Ali membayar Budi tepat waktu dengan 

jumlah yang telah disepakati, yaitu Rp 10 juta. 

Kedua belah pihak telah menghormati dan 

mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. 

2. Prinsip Kejujuran (Siddiq): 

Contoh: Ali menyadari bahwa keuangannya 

sedang tidak stabil dan dia tidak dapat 

membayar utangnya tepat waktu. Ali segera 

memberi tahu Budi tentang situasinya dan 

mereka bersama-sama menentukan solusi yang 

adil. 

3. Transparansi (Baiy' Al-Mujmal): 

Contoh: Ali dan Budi mencatat transaksi 

mereka dengan jelas, termasuk tanggal jatuh 

tempo pembayaran. Mereka juga 
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menandatangani perjanjian atau faktur yang 

mencakup rincian utang. 

4. Pembayaran Tepat Waktu (Ad-Da’wa): 

Contoh: Ali, sesuai dengan kesepakatan, 

membayar utangnya kepada Budi sebelum batas 

waktu yang telah ditetapkan, yaitu dalam waktu 

satu bulan. 

Dalam contoh ini, Ali dan Budi telah 

mematuhi prinsip keadilan dan etika dalam proses 

pembayaran utang dagang. Mereka berkomunikasi 

dengan jujur dan transparan, serta membayar dan 

menerima pembayaran tepat waktu sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disepakati. Hal ini 

mencerminkan implementasi prinsip-prinsip 

hukum bisnis Islam dalam pengelolaan utang 

dagang. 

 

D. Studi Kasus: Manajemen Utang Syariah 

Berikut adalah beberapa contoh situasi di mana 

faktor dayn (utang) mungkin muncul dalam konteks 

bisnis, beserta solusi syariah yang sesuai: 
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1. Contoh Kasus: Pembayaran Utang Dagang 

Tertunda 

Situasi: Ahmad telah memesan barang dari 

Fauzi senilai Rp 15 juta, dengan kesepakatan 

untuk membayar dalam waktu 30 hari. Namun, 

Ahmad mengalami kendala keuangan dan tidak 

dapat membayar tepat waktu. 

Solusi Syariah: Ahmad segera berkomunikasi 

dengan Fauzi dan menjelaskan situasinya 

dengan jujur. Mereka dapat mencari solusi 

bersama, seperti menentukan jangka waktu 

pembayaran yang baru atau mencari jalan 

keluar lain yang adil bagi kedua belah pihak. 

2. Contoh Kasus: Peminjaman Uang untuk 

Ekspansi Bisnis 

Situasi: Fitri ingin memperluas bisnisnya dan 

meminjam uang dari bank sebesar Rp 50 juta 

untuk modal usaha. Bank setuju dengan syarat 

Fitri harus membayar kembali dengan bunga 

dalam jangka waktu tertentu. 

Solusi Syariah: Fitri dapat mempertimbangkan 

alternatif pembiayaan syariah seperti 

mudarabah atau musharakah, di mana risiko 

dan keuntungan dibagikan secara adil antara 
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pihak yang meminjam dan pemberi pinjaman. 

Hal ini memastikan bahwa tidak ada unsur riba 

(bunga) dalam transaksi. 

3. Contoh Kasus: Utang Konsumen pada Kartu 

Kredit 

Situasi: Rina memiliki utang sebesar Rp 5 juta 

pada kartu kreditnya dengan bunga bulanan. 

Dia ingin membayar utangnya tanpa melanggar 

prinsip syariah. 

Solusi Syariah: Rina dapat mencari alternatif 

pembiayaan yang syariah, seperti mencari dana 

dari keluarga atau teman tanpa bunga atau 

mengikuti program pembiayaan syariah dari 

lembaga keuangan yang mematuhi prinsip 

hukum Islam. 

4. Contoh Kasus: Utang Pendidikan 

Situasi: Dina memiliki utang pinjaman 

pendidikan dari lembaga keuangan 

konvensional dengan tingkat bunga yang tinggi. 

Solusi Syariah: Dina dapat mencari alternatif 

pembiayaan syariah, seperti mencari dana dari 

keluarga atau teman, atau mencari lembaga 

keuangan syariah yang memberikan 
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pembiayaan pendidikan tanpa bunga atau 

dengan tingkat keuntungan yang adil. 

Dalam semua kasus di atas, penting untuk 

berkomunikasi dengan jujur dan transparan, serta 

mencari solusi bersama yang adil dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum bisnis Islam. Hal ini 

memastikan bahwa pengelolaan utang dilakukan 

dengan itikad baik dan dengan mematuhi prinsip-

prinsip etika Islam. 
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Akad dan 

Transparansi dalam 
Hukum Bisnis Islam 

 

A. Signifikansi Akad dalam Bisnis Islam 

Akad dan transparansi merupakan dua konsep kunci 

dalam hukum bisnis Islam yang sangat penting. 

Mari kita jelaskan keduanya: 

1. Akad (Kontrak): 

a. Pengertian: Akad adalah perjanjian atau 

kontrak yang mengikat antara pihak-pihak 

yang terlibat dalam transaksi bisnis. Akad 

harus memenuhi persyaratan syariah yang 

sah, yaitu ijab (penawaran) dan qabul 

(penerimaan). 

b. Transparansi dalam Akad: Transparansi 

dalam akad sangatlah penting dalam hukum 

11 
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bisnis Islam. Para pihak harus jelas dan 

terbuka mengenai semua aspek transaksi, 

termasuk harga, syarat-syarat, dan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

c. Contoh Implementasi Transparansi: 

Misalnya, dalam sebuah akad jual-beli, 

harga dan kualitas barang harus dijelaskan 

secara jelas. Tidak boleh ada unsur 

penipuan atau penjelasan yang samar-

samar. 

2. Transparansi: 

a. Pengertian: Transparansi adalah 

keterbukaan dan kejelasan dalam seluruh 

aspek transaksi bisnis. Ini mencakup 

informasi yang jelas mengenai harga, 

kondisi, dan ketentuan transaksi. 

b. Implikasi Transparansi dalam Bisnis 

Islam: 

1) Mencegah Gharar (ketidakpastian 

berlebihan): Dengan transparansi, 

gharar dapat dihindari karena semua 

informasi yang diperlukan telah 

diungkapkan dengan jelas. 
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2) Mencegah Riba (bunga): Transaksi yang 

transparan memastikan bahwa tidak ada 

elemen riba, karena semua syarat dan 

ketentuan telah dijelaskan dengan tegas. 

3) Membangun Kepercayaan: Transparansi 

membangun kepercayaan antara pihak-

pihak yang terlibat dalam transaksi 

bisnis. Kepercayaan adalah elemen 

kunci dalam bisnis Islam. 

c. Contoh Implementasi Transparansi: Sebagai 

contoh, dalam sebuah transaksi pinjaman, 

semua persyaratan pinjaman (termasuk jumlah 

pinjaman, tingkat keuntungan, dan jangka 

waktu pembayaran) harus diungkapkan dengan 

jelas kepada pihak yang meminjam. 

Dalam hukum bisnis Islam, baik akad maupun 

transparansi memiliki peran sentral dalam 

memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan 

dengan itikad baik, keadilan, dan kejujuran. Hal ini 

sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam yang 

mendorong transaksi yang adil dan jujur. 

Akad (kontrak) memiliki signifikansi yang 

sangat penting dalam bisnis Islam. Berikut adalah 
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beberapa alasan mengapa akad memiliki peran 

sentral dalam konteks bisnis Islam: 

1. Kewajiban Syariah: Akad adalah sarana formal 

untuk mengikat kesepakatan antara pihak-

pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Ini 

adalah kewajiban syariah dan menjadi landasan 

hukum dari setiap transaksi bisnis. 

2. Penerapan Prinsip Syariah: Dalam akad, 

semua syarat dan ketentuan transaksi, 

termasuk harga, kualitas barang, dan waktu 

pembayaran, harus dijelaskan dengan jelas dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini 

memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan 

itikad baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

3. Mencegah Gharar dan Ribawi: Dengan adanya 

akad yang jelas dan terinci, gharar 

(ketidakpastian berlebihan) dan riba (bunga) 

dapat dihindari. Akad membantu 

mengklarifikasi semua aspek transaksi, 

sehingga tidak ada ketidakjelasan atau unsur 

penipuan. 

4. Mengukuhkan Kepercayaan: Akad adalah 

bukti tertulis dari kesepakatan antara pihak-

pihak yang terlibat. Hal ini membangun 
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kepercayaan antara pihak-pihak, karena semua 

hak dan kewajiban masing-masing pihak telah 

diatur dengan jelas. 

5. Menentukan Hak dan Kewajiban: Melalui 

akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak 

dijelaskan dengan tegas. Ini meliputi hal-hal 

seperti harga, waktu pembayaran, dan kondisi 

pengiriman barang atau jasa. 

6. Menyelesaikan Sengketa: Jika terjadi sengketa 

atau pertentangan di kemudian hari, akad 

menjadi bukti tertulis yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan perselisihan. Ini 

membantu menghindari konflik dan 

memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-

masing pihak diakui dan dihormati. 

7. Menghormati Harkat dan Martabat Individu: 

Akad memastikan bahwa setiap individu 

dihormati dalam transaksi bisnis. Hal ini berarti 

bahwa tidak ada pihak yang dapat memaksa 

atau menipu pihak lainnya dalam proses 

transaksi. 

Secara keseluruhan, akad adalah fondasi dari 

transaksi bisnis dalam hukum Islam. Dengan 

memiliki akad yang jelas, transaksi bisnis dapat 
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dilakukan dengan itikad baik, keadilan, dan 

transparansi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

bisnis Islam. 

 

B. Elemen-elemen Penting dalam Akad 

Pentingnya akad sebagai fondasi transaksi bisnis 

dalam hukum Islam sangatlah signifikan. Berikut 

adalah beberapa poin yang menjelaskan mengapa 

akad memiliki peran sentral dalam bisnis Islam: 

1. Kewajiban Syariah: Akad merupakan 

kewajiban syariah dalam hukum Islam. 

Transaksi bisnis yang tidak dilakukan melalui 

akad yang sah dapat dianggap tidak sah dalam 

pandangan hukum Islam. 

2. Implementasi Prinsip Syariah: Dalam akad, 

semua syarat dan ketentuan transaksi harus 

dijelaskan dengan jelas dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini 

memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan 

itikad baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama. 

3. Mencegah Gharar dan Riba: Dengan adanya 

akad yang jelas dan terinci, gharar 

(ketidakpastian berlebihan) dan riba (bunga) 

dapat dihindari. Akad membantu 
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mengklarifikasi semua aspek transaksi, 

sehingga tidak ada ketidakjelasan atau unsur 

penipuan. 

4. Memastikan Kepentingan Bersama: Akad 

memastikan bahwa semua pihak yang terlibat 

dalam transaksi memahami dan setuju dengan 

syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ini 

menciptakan kesepahaman bersama dan 

mencegah konflik di masa depan. 

5. Menyelesaikan Sengketa: Akad adalah bukti 

tertulis dari kesepakatan antara pihak-pihak 

yang terlibat. Hal ini dapat digunakan untuk 

menyelesaikan sengketa atau pertentangan di 

kemudian hari. Ini membantu menghindari 

konflik dan memastikan bahwa hak dan 

kewajiban masing-masing pihak diakui dan 

dihormati. 

6. Mengukuhkan Kepercayaan: Akad 

membangun kepercayaan antara pihak-pihak 

yang terlibat. Keterbukaan dan kejelasan dalam 

akad menciptakan lingkungan yang transparan 

dan menghilangkan ketidakpastian. 

7. Memenuhi Prinsip Keadilan: Akad 

memastikan bahwa setiap individu dihormati 
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dalam transaksi bisnis. Ini berarti bahwa tidak 

ada pihak yang dapat memaksa atau menipu 

pihak lainnya dalam proses transaksi. 

Dengan demikian, akad adalah fondasi dari 

setiap transaksi bisnis dalam hukum Islam. Dengan 

memiliki akad yang jelas dan sah, transaksi bisnis 

dapat dilakukan dengan itikad baik, keadilan, dan 

transparansi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

bisnis Islam. 

Tentu, berikut adalah penjelasan mengenai 

komponen-komponen utama yang harus ada dalam 

suatu akad dalam konteks bisnis Islam: 

1. Pihak-Pihak yang Terlibat: 

Ini mencakup identitas dari semua pihak yang 

terlibat dalam transaksi, seperti pihak penjual 

dan pembeli, atau pihak pemberi pinjaman dan 

penerima pinjaman. Pihak-pihak ini harus jelas 

dan teridentifikasi dengan baik. 

2. Objek Transaksi: 

Objek transaksi adalah barang atau jasa yang 

diperdagangkan dalam akad. Objek ini harus 

jelas dan didefinisikan dengan baik. Misalnya, 

jika itu adalah jual-beli, maka barang yang 

dijual harus diidentifikasi dengan jelas. 
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3. Syarat-Syarat dan Ketentuan: 

Ini mencakup semua persyaratan dan ketentuan 

yang mengatur transaksi. Hal ini termasuk 

harga, waktu dan tempat pelaksanaan, kondisi 

pembayaran, dan elemen-elemen lain yang 

mempengaruhi transaksi. 

4. Ijab (Penawaran) dan Qabul (Penerimaan): 

Akad memerlukan penawaran (ijab) dari salah 

satu pihak dan penerimaan (qabul) dari pihak 

lain. Keduanya harus jelas dan bersifat 

mengikat. 

5. Jangka Waktu dan Tempat Pelaksanaan: 

Akad harus mencakup informasi mengenai 

kapan dan di mana transaksi akan dilaksanakan. 

Hal ini memastikan bahwa kedua pihak 

memahami kapan transaksi sebenarnya akan 

terjadi. 

6. Kondisi-Kondisi Tertentu (Jika Ada): 

Akad juga dapat mencakup kondisi-kondisi 

tertentu yang mengatur pembatalan atau 

perubahan dalam transaksi. Kondisi-kondisi ini 

harus dijelaskan dengan jelas. 
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7. Kepatuhan Syariah: 

Semua elemen akad harus mematuhi prinsip-

prinsip hukum Islam. Ini termasuk menghindari 

unsur riba, gharar, dan praktik haram lainnya. 

8. Kesepakatan Sukarela: 

Persetujuan semua pihak yang terlibat harus 

bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Tidak 

boleh ada unsur tekanan atau pemaksaan. 

9. Keterbukaan dan Transparansi: 

Semua informasi terkait dengan transaksi harus 

diungkapkan dengan jelas dan tidak boleh ada 

ketidakjelasan atau ketidakpastian. 

10. Kepastian Harga dan Barang: 

Harga dan kualitas barang atau jasa yang 

diperdagangkan harus jelas dan pasti. Tidak 

boleh ada unsur ketidakpastian atau gharar. 

Memahami dan memastikan bahwa semua 

komponen-komponen ini tercakup dalam suatu 

akad adalah langkah penting untuk memastikan 

bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan itikad baik, 

keadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

bisnis Islam. 
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C. Transparansi dan Keterbukaan dalam Transaksi 

Bisnis 

Transparansi dan keterbukaan memainkan peran 

kunci dalam menjalankan transaksi bisnis dalam 

hukum Islam. Berikut adalah beberapa alasan 

mengapa transparansi dan keterbukaan sangat 

penting dalam konteks bisnis Islam: 

1. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah: 

Transparansi dan keterbukaan memastikan 

bahwa semua aspek transaksi bisnis mematuhi 

prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini termasuk 

menghindari riba, gharar, dan praktik haram 

lainnya. 

2. Mencegah Gharar (Ketidakpastian 

Berlebihan): 

Dengan keterbukaan, semua informasi terkait 

dengan transaksi harus diungkapkan dengan 

jelas. Hal ini menghindari ketidakpastian atau 

gharar, yang dapat mengakibatkan konflik atau 

sengketa di kemudian hari. 

3. Mencegah Riba (Bunga): 

Transparansi memastikan bahwa tidak ada 

unsur riba dalam transaksi. Semua syarat dan 

ketentuan terkait dengan pembayaran harus 
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dijelaskan dengan jelas dan tidak boleh ada 

kebingungan terkait dengan bunga. 

4. Mengukuhkan Kepercayaan: 

Keterbukaan dan transparansi membangun 

kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam transaksi. Kepercayaan adalah elemen 

kunci dalam bisnis Islam. 

5. Menghindari Praktik Penipuan atau 

Ketidakjujuran: 

Dengan keterbukaan, pihak-pihak yang terlibat 

dalam transaksi tidak dapat menyembunyikan 

informasi penting atau memberikan informasi 

yang menyesatkan. Hal ini mencegah praktik 

penipuan atau ketidakjujuran. 

6. Memenuhi Prinsip Keadilan: 

Keterbukaan dan transparansi memastikan 

bahwa setiap individu dihormati dalam 

transaksi bisnis. Ini berarti bahwa tidak ada 

pihak yang dapat memaksa atau menipu pihak 

lainnya dalam proses transaksi. 

7. Menghindari Sengketa atau Konflik di Masa 

Depan: 

Dengan transparansi, semua pihak dapat 

memiliki pemahaman yang jelas mengenai 
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semua aspek transaksi. Hal ini dapat mencegah 

atau memudahkan penyelesaian sengketa jika 

terjadi masalah di kemudian hari. 

8. Mendukung Pembangunan Hubungan Bisnis 

yang Berkelanjutan: 

Transparansi dan keterbukaan adalah dasar 

dari hubungan bisnis yang saling 

menguntungkan dan berkelanjutan. Ini 

menciptakan lingkungan di mana semua pihak 

dapat bekerja sama dengan baik. 

Dengan memahami pentingnya transparansi 

dan keterbukaan, bisnis dapat dijalankan dengan 

itikad baik, keadilan, dan kejujuran sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum bisnis Islam. Hal ini 

membentuk dasar yang kuat untuk membangun 

hubungan bisnis yang berkelanjutan dan saling 

menguntungkan. 

Contoh konkret transparansi dan 

keterbukaan dalam bisnis Islam: 

Skenario 1: Jual-Beli Barang 

Pada sebuah transaksi jual-beli antara Ali dan 

Ahmad, Ali sebagai penjual harus memberikan 

informasi yang jelas mengenai barang yang akan 

dijualnya kepada Ahmad. Dia harus menyebutkan 
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kondisi barang, harga yang diminta, dan 

memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan 

deskripsi yang diberikannya. 

Skenario 2: Transaksi Pembiayaan Syariah 

Seorang individu ingin mendapatkan pembiayaan 

syariah untuk membeli rumah. Pihak bank syariah 

harus memberikan semua rincian terkait dengan 

pembiayaan, termasuk jumlah pembiayaan, jangka 

waktu, dan struktur pembayaran dengan jelas 

kepada individu tersebut. Tidak boleh ada unsur 

tersembunyi atau kebingungan terkait dengan 

kondisi pembiayaan. 

Skenario 3: Kontrak Mudarabah 

Dalam kontrak mudarabah antara pemilik modal 

dan pengelola bisnis, pemilik modal harus 

menerima laporan keuangan yang terperinci dan 

transparan dari pengelola bisnis. Hal ini mencakup 

laporan laba-rugi, aset-aset yang dikelola, dan 

penggunaan modal. Transparansi ini memastikan 

bahwa pemilik modal mengetahui bagaimana dana 

mereka dikelola. 

Skenario 4: Proyek Musharakah 

Dalam proyek musharakah, semua pihak yang 

terlibat dalam proyek harus memberikan laporan 
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berkala tentang perkembangan proyek, alokasi dana, 

dan hasil dari proyek tersebut. Ini termasuk pihak 

manajemen proyek dan investor. Laporan berkala 

ini menunjukkan keterbukaan dan memastikan 

bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang 

jelas mengenai status proyek. 

Dengan menyediakan informasi yang jelas 

dan terinci dalam situasi-situasi seperti di atas, 

transaksi bisnis dilakukan dengan integritas dan 

keterbukaan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

bisnis Islam. Ini memastikan bahwa semua pihak 

dapat berpartisipasi dalam transaksi dengan 

keyakinan bahwa mereka memahami sepenuhnya 

kondisi dan implikasi dari transaksi tersebut. 

 

D. Etika dan Integritas dalam Akad Bisnis 

Dalam membuat dan menjalankan akad bisnis 

dalam konteks Islam, terdapat beberapa nilai-nilai 

moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Berikut 

adalah analisis mengenai nilai-nilai ini: 

1. Keadilan (Adl): 

Keadilan adalah prinsip penting dalam Islam 

dan merupakan nilai yang harus dijunjung 

tinggi dalam akad bisnis. Semua pihak harus 
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diperlakukan secara adil dan setara dalam 

transaksi bisnis. Tidak boleh ada unsur 

diskriminasi atau penindasan terhadap salah 

satu pihak. 

2. Kejujuran (Siddiq): 

Kejujuran adalah nilai moral yang sangat 

penting dalam Islam. Semua pihak yang terlibat 

dalam akad harus berbicara dengan jujur dan 

tidak boleh memberikan informasi yang 

menyesatkan atau tidak benar. Kejujuran 

membangun kepercayaan dan integritas dalam 

hubungan bisnis. 

3. Transparansi (Shuhud): 

Transparansi adalah nilai yang memastikan 

bahwa semua informasi terkait dengan akad 

bisnis diungkapkan dengan jelas. Ini 

memungkinkan semua pihak untuk memahami 

sepenuhnya konsekuensi dan implikasi dari 

transaksi yang mereka lakukan. Transparansi 

mencegah adanya ketidakjelasan atau 

ketidakpastian. 

4. Keterbukaan (Infitah): 

Keterbukaan mengacu pada sikap terbuka dan 

bersedia untuk berkomunikasi dengan jujur dan 
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terbuka. Dalam konteks akad bisnis, ini berarti 

bahwa semua pihak harus bersedia untuk 

mendengarkan dan memahami perspektif pihak 

lain, serta bersedia untuk membahas masalah 

atau kekhawatiran dengan jujur. 

5. Persetujuan Sukarela (Ijab dan Qabul): 

Persetujuan sukarela adalah prinsip bahwa 

setiap pihak harus memberikan persetujuan 

mereka tanpa paksaan atau tekanan eksternal. 

Ini memastikan bahwa setiap pihak terlibat 

dalam akad dengan itikad baik dan kehendak 

bebas. 

6. Kepatuhan Syariah (Taqwa): 

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah 

adalah nilai utama dalam akad bisnis Islam. 

Semua aspek transaksi harus mematuhi hukum 

Islam, termasuk menghindari riba, gharar, dan 

praktik haram lainnya. 

7. Saling Pengertian (Tafahhum): 

Saling pengertian adalah nilai yang penting 

untuk membangun hubungan yang sehat dan 

berkelanjutan dalam bisnis. Pihak-pihak yang 

terlibat harus dapat memahami dan 
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menghormati perspektif dan kepentingan 

masing-masing. 

8. Integritas (Amanah): 

Integritas adalah nilai moral yang 

mencerminkan kepercayaan dan 

keterpercayaan. Semua pihak harus 

berkomitmen untuk memenuhi kewajiban 

mereka sesuai dengan akad yang telah 

disepakati. 

Dengan memegang teguh nilai-nilai moral 

dan etika ini, akad bisnis dapat dibuat dan 

dijalankan dengan itikad baik, keadilan, dan 

kejujuran sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

bisnis Islam. Ini membentuk dasar yang kuat untuk 

membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan 

dan saling menguntungkan. 

Pentingnya integritas dan kejujuran dalam 

setiap aspek akad bisnis dalam konteks Islam tidak 

dapat diabaikan. Berikut adalah beberapa alasan 

mengapa integritas dan kejujuran sangat penting: 

1. Membangun Kepercayaan: 

Integritas dan kejujuran adalah dasar dari 

kepercayaan. Dalam bisnis, kepercayaan adalah 

kunci untuk membangun hubungan yang kuat 
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dan berkelanjutan antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam akad. 

2. Menghindari Sengketa dan Konflik: 

Dengan integritas dan kejujuran, risiko 

terjadinya sengketa atau konflik dapat 

diminimalkan. Setiap pihak dapat yakin bahwa 

semua informasi dan kondisi yang terlibat 

dalam akad disampaikan dengan jujur dan adil. 

3. Memastikan Kepatuhan Syariah: 

Integritas dan kejujuran memastikan bahwa 

akad mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. 

Ini termasuk menghindari riba, gharar, dan 

praktik haram lainnya yang dapat merusak 

integritas transaksi. 

4. Menghormati Hak-Hak Pihak Lain: 

Integritas dan kejujuran mencerminkan rasa 

hormat terhadap hak-hak pihak lain. Ini 

memastikan bahwa semua pihak diperlakukan 

dengan adil dan tidak ada yang dirugikan. 

5. Menunjukkan Tanggung Jawab Sosial dan 

Etika Bisnis: 

Integritas dan kejujuran mencerminkan 

komitmen terhadap tanggung jawab sosial 
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dalam bisnis. Hal ini membangun reputasi 

positif dan etika bisnis yang kuat. 

6. Membangun Reputasi Baik: 

Bisnis yang dijalankan dengan integritas dan 

kejujuran cenderung membangun reputasi baik 

di mata masyarakat dan industri. Ini dapat 

membuka pintu untuk peluang bisnis yang lebih 

besar di masa depan. 

7. Meminimalkan Risiko Hukum dan Finansial: 

Integritas dan kejujuran dapat membantu 

meminimalkan risiko hukum dan finansial yang 

terkait dengan pelanggaran hukum atau 

ketidakjujuran dalam akad. 

8. Mengedepankan Nilai-Nilai Moral dalam 

Bisnis: 

Integritas dan kejujuran mencerminkan nilai-

nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam 

bisnis Islam. Hal ini menunjukkan komitmen 

untuk beroperasi dengan itikad baik dan etika 

yang kuat. 

Dengan menekankan integritas dan kejujuran 

dalam setiap aspek akad bisnis, pihak-pihak yang 

terlibat dapat membangun hubungan bisnis yang 
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kuat, saling menghormati, dan berkelanjutan sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum bisnis Islam 

 

E. Studi Kasus: Akad yang Sah dan Transparan 

Contoh Kasus 1: Jual-Beli Tanah 

Ahmad ingin membeli sebidang tanah dari Fatimah. 

Mereka menetapkan harga yang adil dan jelas untuk 

tanah tersebut. Mereka membuat akad jual-beli 

yang mencakup semua detail penting, seperti harga, 

batas-batas tanah, dan jangka waktu transaksi. 

Keduanya juga memastikan untuk mendapatkan 

persetujuan hukum dan mengikuti prosedur yang 

benar. Dalam hal ini, akad dan transparansi 

memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa 

transaksi berjalan dengan itikad baik dan adil. 

Contoh Kasus 2: Pembiayaan Syariah 

Salim ingin membeli mobil baru dan memilih untuk 

mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Pihak 

bank memberikan informasi yang jelas dan rinci 

mengenai syarat-syarat pembiayaan, termasuk 

jumlah yang akan dipinjam, jangka waktu, dan 

struktur pembayaran. Mereka juga menjelaskan 

bahwa pembiayaan ini akan dijalankan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Salim setuju 
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dengan kondisi-kondisi tersebut, dan akad pun 

dibuat dengan integritas dan transparansi. 

Contoh Kasus 3: Kontrak Mudarabah 

Ali memiliki modal yang ingin diinvestasikan dalam 

bisnis, sementara Hasan adalah pengusaha dengan 

rencana bisnis yang menjanjikan. Mereka membuat 

kontrak mudarabah yang mencakup semua rincian 

tentang bagaimana modal akan digunakan, 

pembagian keuntungan, dan risiko yang terlibat. Ali 

memastikan bahwa ia akan mendapatkan laporan 

keuangan berkala dari Hasan untuk memantau 

kinerja bisnis. Hasan bersedia untuk memberikan 

informasi yang diperlukan dengan jujur dan 

transparan. 

Contoh Kasus 4: Transaksi Ijarah (Sewa) 

Seorang pemilik properti ingin menyewakan 

apartemennya kepada seorang penyewa. Mereka 

membuat kontrak ijarah yang mencakup semua 

persyaratan, seperti biaya sewa, jangka waktu sewa, 

dan kewajiban perawatan properti. Pihak pemilik 

juga memberikan informasi mengenai kondisi 

aktual apartemen dan memastikan bahwa penyewa 

memahami dengan jelas kondisi properti sebelum 

menandatangani kontrak. 
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Dalam setiap contoh kasus di atas, akad dan 

transparansi memegang peran kunci dalam 

memastikan bahwa semua elemen akad terpenuhi. 

Kedua belah pihak terlibat dalam transaksi dengan 

itikad baik, kejujuran, dan integritas, dan mereka 

memastikan bahwa semua persyaratan dan syarat 

transaksi diungkapkan dengan jelas dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum bisnis Islam. 
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Kepemilikan dan Pembagian 

Keuntungan dalam Hukum 

Bisnis Islam 
 

A. Model-model Kepemilikan Bisnis 

Dalam hukum bisnis Islam, kepemilikan dan 

pembagian keuntungan adalah konsep penting yang 

mengatur bagaimana keuntungan dari suatu bisnis 

atau investasi dibagikan antara pihak-pihak yang 

terlibat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut 

mengenai kedua konsep ini: 

1. Kepemilikan (Milk): 

Dalam hukum bisnis Islam, kepemilikan 

memiliki arti yang penting. Pemilik sah adalah 

orang atau entitas yang memiliki hak 

kepemilikan penuh terhadap suatu aset atau 

bisnis. Pemilik memiliki hak untuk mengontrol, 

12 
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menggunakan, dan mendapatkan manfaat dari 

aset atau bisnis tersebut. 

2. Pembagian Keuntungan (Musharakah dan 

Mudarabah): 

Dalam transaksi bisnis Islam, terdapat dua 

bentuk umum untuk membagi keuntungan: 

musharakah dan mudarabah. 

a. Musharakah: 

Musharakah adalah bentuk kemitraan di 

mana dua pihak atau lebih menyatukan 

modal untuk memulai atau mengelola suatu 

bisnis. Keuntungan dari bisnis ini kemudian 

dibagi sesuai dengan kesepakatan 

sebelumnya. Setiap pihak juga turut 

bertanggung jawab atas kerugian yang 

mungkin terjadi. 

b. Mudarabah: 

Mudarabah adalah bentuk kemitraan di 

mana satu pihak memberikan modal (rab al-

mal) dan pihak lain memberikan keahlian 

atau pengelolaan (mudarib). Keuntungan 

dari bisnis ini dibagi sesuai dengan 

kesepakatan awal, namun jika bisnis 



Kepemilikan dan Pembagian Keuntungan dalam Hukum …    -   259 

mengalami kerugian, hanya modal awal 

yang terlibat yang akan hilang. 

Dalam kedua bentuk kemitraan ini, 

pembagian keuntungan harus disepakati 

sebelumnya dalam akad. Hal ini memastikan bahwa 

semua pihak terlibat memahami dan setuju dengan 

bagaimana keuntungan akan dibagi. 

 

B. Prinsip Pembagian Keuntungan 

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa 

pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum Islam. Misalnya, tidak boleh ada 

unsur riba atau praktik haram lainnya dalam 

pembagian keuntungan. 

Penting untuk diingat bahwa keadilan, 

integritas, dan transparansi harus selalu menjadi 

pedoman dalam kepemilikan dan pembagian 

keuntungan dalam bisnis Islam. Ini membantu 

membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan 

dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang 

terlibat. 

Tentu, berikut adalah pengenalan singkat 

terhadap berbagai model kepemilikan bisnis dalam 

hukum bisnis Islam: 
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1. Sole Proprietorship (Milkiyyah): 

Deskripsi: Sole proprietorship adalah bentuk 

kepemilikan bisnis di mana satu individu 

memiliki dan mengelola seluruh bisnis sendiri. 

Pemilik bertanggung jawab atas semua 

keputusan dan keuntungan serta kerugian yang 

dihasilkan. 

Aspek Syariah: Pada dasarnya, sole 

proprietorship sesuai dengan prinsip 

kepemilikan pribadi dalam Islam (milkiyyah). 

Namun, dalam praktiknya, harus memastikan 

bahwa bisnis ini beroperasi sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak 

melanggar larangan atau praktik haram. 

2. Partnership (Shirkah): 

Deskripsi: Partnership adalah bentuk 

kemitraan di mana dua atau lebih individu atau 

entitas bergabung untuk memulai atau 

mengelola bisnis bersama. Mereka berbagi 

tanggung jawab, keuntungan, dan risiko sesuai 

dengan kesepakatan awal. 

Aspek Syariah: Terdapat dua bentuk umum 

dari partnership dalam hukum bisnis Islam: 

Musharakah dan Mudarabah. Dalam kemitraan 
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ini, kepemilikan dan pembagian keuntungan 

harus disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

3. Corporation (Shirkah Muddat al-Zamān): 

Deskripsi: Corporation adalah entitas bisnis 

yang memiliki hak hukum dan ekonomi terpisah 

dari pemiliknya. Pemiliknya disebut sebagai 

pemegang saham dan mereka memiliki 

tanggung jawab terbatas terhadap investasi 

mereka. 

Aspek Syariah: Beberapa bentuk korporasi 

modern mungkin tidak sepenuhnya sesuai 

dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, 

penting untuk memastikan bahwa operasi dan 

kebijakan perusahaan mematuhi prinsip-

prinsip syariah, seperti menghindari riba atau 

investasi dalam bisnis haram. 

Penting untuk diingat bahwa setiap bentuk 

kepemilikan bisnis dalam hukum bisnis Islam harus 

mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kepemilikan, 

pengelolaan, dan pembagian keuntungan harus 

dilakukan dengan itikad baik, keadilan, dan 

integritas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

bisnis Islam. 
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Tentu, berikut adalah analisis mengenai 

prinsip-prinsip yang mengatur setiap model 

kepemilikan bisnis dalam hukum bisnis Islam: 

1. Sole Proprietorship (Milkiyyah): 

a. Prinsip-prinsip Utama: 

1) Kepemilikan Pribadi: Pemilik memiliki 

hak penuh atas bisnis dan 

keuntungannya. Namun, pemilik juga 

bertanggung jawab penuh atas kerugian 

atau kewajiban bisnis. 

2) Tanggung Jawab Pribadi: Pemilik 

bertanggung jawab secara pribadi atas 

semua keputusan dan tindakan bisnis. 

b. Aspek Syariah: Sole proprietorship pada 

dasarnya sesuai dengan prinsip kepemilikan 

pribadi dalam Islam (milkiyyah). Namun, 

pemilik harus memastikan bahwa bisnis ini 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum Islam dan tidak melanggar larangan 

atau praktik haram. 

2. Partnership (Shirkah): 

a. Prinsip-prinsip Utama: 

1) Kemitraan Bersama: Dua atau lebih 

pihak bekerja sama untuk memulai atau 
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mengelola bisnis bersama. Keuntungan 

dan risiko dibagi sesuai dengan 

kesepakatan awal. 

2) Kepemilikan Bersama: Semua pihak 

memiliki hak dan tanggung jawab yang 

sama terhadap bisnis. 

b. Aspek Syariah: Terdapat dua bentuk umum 

dari partnership dalam hukum bisnis Islam: 

Musharakah dan Mudarabah. Dalam 

kemitraan ini, kepemilikan dan pembagian 

keuntungan harus disepakati sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Musharakah 

membutuhkan kontribusi modal dari semua 

pihak, sementara Mudarabah melibatkan 

modal dari satu pihak dan keahlian dari 

pihak lain. 

3. Corporation (Shirkah Muddat al-Zamān): 

a. Prinsip-prinsip Utama: 

1) Entitas Terpisah: Perusahaan memiliki 

hak hukum dan ekonomi terpisah dari 

pemilik atau pemegang saham. 

2) Tanggung Jawab Terbatas: Pemilik 

atau pemegang saham hanya 

bertanggung jawab atas investasi 
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mereka dan tidak secara pribadi 

bertanggung jawab atas kewajiban 

perusahaan. 

b. Aspek Syariah: Beberapa bentuk korporasi 

modern mungkin tidak sepenuhnya sesuai 

dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena 

itu, penting untuk memastikan bahwa 

operasi dan kebijakan perusahaan 

mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti 

menghindari riba atau investasi dalam 

bisnis haram. 

Penting untuk diingat bahwa setiap bentuk 

kepemilikan bisnis dalam hukum bisnis Islam harus 

mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kepemilikan, 

pengelolaan, dan pembagian keuntungan harus 

dilakukan dengan itikad baik, keadilan, dan 

integritas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

bisnis Islam. 

Tentu, mari kita pelajari prinsip-prinsip yang 

mengatur pembagian keuntungan dalam bisnis 

Islam: 

1. Profit-sharing (Bagi Hasil): 

Dalam bisnis Islam, prinsip pembagian 

keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil. 
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Ini berarti keuntungan dari suatu bisnis atau 

investasi dibagi antara pihak-pihak yang 

terlibat sesuai dengan kesepakatan awal. 

2. Prinsip Keadilan (Adil): 

Keadilan adalah nilai yang sangat penting dalam 

pembagian keuntungan dalam bisnis Islam. 

Setiap pihak harus diperlakukan dengan adil 

dan setara dalam pembagian keuntungan. Tidak 

boleh ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil 

terhadap salah satu pihak. 

3. Kepemilikan dan Partisipasi (Musharakah 

dan Mudarabah): 

Dalam model kemitraan seperti musharakah 

dan mudarabah, keuntungan dibagi sesuai 

dengan persentase kepemilikan atau 

kesepakatan awal antara pihak-pihak yang 

terlibat. Pihak yang memberikan modal (rab al-

mal) berbagi dalam keuntungan yang dihasilkan 

sesuai dengan persentase kepemilikan mereka. 

4. Risiko dan Keuntungan (Musharakah dan 

Mudarabah): 

Dalam model kemitraan ini, pembagian 

keuntungan harus sejalan dengan risiko yang 

diambil oleh masing-masing pihak. Pihak yang 
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memberikan modal (rab al-mal) mungkin 

memiliki risiko lebih rendah tetapi juga 

mendapatkan keuntungan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan pihak yang mengelola 

atau mengoperasikan bisnis (mudarib). 

5. Transparansi dan Keterbukaan: 

Semua pihak yang terlibat dalam bisnis harus 

memastikan bahwa pembagian keuntungan 

dilakukan dengan transparansi dan keterbukaan. 

Informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, 

dan keuntungan harus tersedia dan dapat 

diakses oleh semua pihak terkait. 

6. Penghindaran Riba dan Praktik Haram 

Lainnya: 

Dalam pembagian keuntungan, penting untuk 

memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau 

praktik haram lainnya yang terlibat. 

Keuntungan harus dihasilkan dari bisnis atau 

investasi yang mematuhi prinsip-prinsip hukum 

Islam. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip di atas, 

pembagian keuntungan dalam bisnis Islam dapat 

dilakukan dengan itikad baik, keadilan, dan 

integritas. Hal ini memastikan bahwa semua pihak 
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terlibat diperlakukan dengan adil dan bahwa 

keuntungan dibagi sesuai dengan persetujuan awal 

dan prinsip hukum bisnis Islam. 

 

C. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pemilik Bisnis 

Berikut adalah penjelasan mengenai tugas, hak, dan 

tanggung jawab pemilik bisnis dalam konteks 

hukum bisnis Islam: 

1. Tugas Pemilik Bisnis: 

a. Menjalankan Bisnis dengan Integritas: 

Pemilik bisnis memiliki tugas untuk 

menjalankan bisnis dengan itikad baik, 

keadilan, dan integritas. Mereka harus 

memastikan bahwa bisnisnya beroperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam 

dan tidak melanggar larangan atau praktik 

haram. 

b. Mematuhi Prinsip-Prinsip Syariah: 

Pemilik juga memiliki tugas untuk 

memastikan bahwa operasi bisnisnya 

mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk 

menghindari riba, maisir, maysir, dan 

gharar. 
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c. Bertanggung Jawab atas Keputusan 

Bisnis: Pemilik bertanggung jawab penuh 

atas keputusan bisnis yang diambil, 

termasuk keputusan investasi, strategi 

operasional, dan kebijakan internal. 

2. Hak Pemilik Bisnis: 

a. Hak Kepemilikan Penuh: Pemilik memiliki 

hak penuh terhadap bisnis dan 

keuntungannya. Mereka memiliki hak untuk 

mengontrol, menggunakan, dan 

mendapatkan manfaat dari aset atau bisnis 

tersebut. 

b. Hak Mengambil Keputusan: Pemilik 

memiliki hak untuk mengambil keputusan 

terkait dengan operasi bisnis, termasuk 

keputusan investasi, perekrutan karyawan, 

dan kebijakan internal. 

3. Tanggung Jawab Pemilik Bisnis: 

a. Tanggung Jawab Hukum dan Finansial: 

Pemilik bertanggung jawab hukum dan 

finansial atas bisnisnya. Mereka harus 

memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai 

dengan hukum yang berlaku dan membayar 

kewajiban keuangan yang timbul. 
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b. Tanggung Jawab terhadap Karyawan dan 

Pihak Terkait: Pemilik memiliki tanggung 

jawab terhadap karyawan, pelanggan, dan 

pihak terkait lainnya. Mereka harus 

memastikan bahwa hubungan bisnis 

berlangsung dengan itikad baik dan adil. 

4. Tugas dan Hak Pemilik dalam Kemitraan 

(Musharakah dan Mudarabah): 

Jika pemilik terlibat dalam kemitraan seperti 

musharakah atau mudarabah, mereka juga 

memiliki tugas dan hak yang berkaitan dengan 

model kemitraan tersebut. Misalnya, dalam 

mudarabah, pemilik modal (rab al-mal) 

memiliki hak untuk berbagi dalam keuntungan 

sesuai dengan kesepakatan awal. 

Dalam konteks hukum bisnis Islam, penting 

bagi pemilik bisnis untuk memahami dan 

menghormati tugas, hak, dan tanggung jawab 

mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa 

bisnis beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum Islam dan mendukung pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan dan adil. 
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Tentu, berikut adalah analisis tentang cara 

mengelola bisnis dengan memperhatikan prinsip-

prinsip syariah dalam konteks hukum bisnis Islam: 

1. Mematuhi Prinsip-prinsip Syariah: 

Langkah pertama dalam mengelola bisnis 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah 

adalah memastikan bahwa operasi bisnis 

mematuhi hukum Islam. Ini termasuk 

menghindari praktik haram seperti riba, maisir, 

maysir, dan gharar. 

2. Pengelolaan Keuangan yang Bertanggung 

Jawab: 

Bisnis harus mengelola keuangan dengan itikad 

baik dan bertanggung jawab. Ini termasuk 

menghindari riba dan memastikan bahwa 

transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum Islam. 

3. Transparansi dan Keterbukaan: 

Bisnis harus dijalankan dengan transparansi 

dan keterbukaan. Informasi mengenai 

pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan 

harus tersedia dan dapat diakses oleh semua 

pihak terkait. 
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4. Keadilan dalam Pembagian Keuntungan: 

Pembagian keuntungan harus dilakukan dengan 

itikad baik dan keadilan. Setiap pihak yang 

terlibat harus diperlakukan dengan adil, dan 

pembagian harus sesuai dengan kesepakatan 

awal. 

5. Mengutamakan Kepentingan Pihak-pihak 

yang Terlibat: 

Pengelola bisnis harus memprioritaskan 

kepentingan semua pihak yang terlibat, 

termasuk pemilik, karyawan, pelanggan, dan 

pihak terkait lainnya. 

6. Mengelola Risiko dengan Bijak: 

Pengelola bisnis harus mengidentifikasi dan 

mengelola risiko dengan bijak. Ini termasuk 

memastikan bahwa investasi dan keputusan 

bisnis tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. 

7. Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan 

Berkelanjutan: 

Mengelola bisnis dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip syariah tidak hanya tentang 

mematuhi aturan, tetapi juga tentang 

mendorong inovasi dan pertumbuhan 
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berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai 

Islam. 

8. Mempertimbangkan Dampak Sosial dan 

Lingkungan: 

Bisnis juga harus mempertimbangkan dampak 

sosial dan lingkungan dari operasinya. Ini 

termasuk memastikan bahwa bisnis tidak 

merugikan masyarakat atau lingkungan 

sekitarnya. 

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di 

atas, pengelola bisnis dapat memastikan bahwa 

operasi mereka mematuhi hukum Islam dan 

berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang 

adil dan berkelanjutan. Ini juga membantu 

membangun hubungan bisnis yang kuat dan saling 

menguntungkan dengan pihak-pihak yang terlibat. 

 

D. Studi Kasus: Model Kepemilikan dan Pembagian 

Keuntungan 

Berikut adalah beberapa contoh kasus bisnis yang 

melibatkan berbagai model kepemilikan dan 

pembagian keuntungan, serta memastikan bahwa 

prinsip-prinsip syariah terpenuhi: 
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1. Kasus Sole Proprietorship (Milkiyyah): 

Deskripsi Kasus: Ali adalah seorang pengusaha 

muda yang memiliki sebuah toko pakaian 

sendiri. Ia mengelola toko ini dan memperoleh 

keuntungan dari penjualan pakaian. 

Analisis: Ali memiliki hak penuh atas bisnisnya, 

namun ia harus memastikan bahwa bisnisnya 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum Islam. Ia harus memastikan bahwa 

pakaian yang dijual tidak melanggar prinsip-

prinsip syariah, dan juga tidak menggunakan 

praktik haram seperti riba atau praktik lainnya. 

2. Kasus Partnership (Shirkah): 

Deskripsi Kasus: Amina dan Kareem adalah 

teman lama yang memutuskan untuk membuka 

sebuah restoran bersama-sama. Mereka sepakat 

untuk berbagi tanggung jawab dan keuntungan 

dari bisnis ini. 

Analisis: Amina dan Kareem harus membuat 

kesepakatan yang jelas mengenai pembagian 

keuntungan dan tanggung jawab masing-

masing. Mereka juga harus memastikan bahwa 

makanan dan minuman yang disajikan di 
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restoran tidak melanggar prinsip-prinsip 

hukum Islam. 

3. Kasus Corporation (Shirkah Muddat al-

Zamān): 

Deskripsi Kasus: XYZ Corporation adalah 

sebuah perusahaan teknologi yang memiliki 

beberapa pemegang saham. Perusahaan ini 

mengembangkan aplikasi mobile dan 

memperoleh keuntungan dari penjualan 

aplikasi dan iklan di dalam aplikasi. 

Analisis: XYZ Corporation harus memastikan 

bahwa produk dan layanan yang mereka 

tawarkan tidak melanggar prinsip-prinsip 

syariah. Mereka juga harus memastikan bahwa 

praktik keuangan dan investasi mereka 

mematuhi hukum Islam. 

4. Kasus Kemitraan Musharakah atau 

Mudarabah: 

Deskripsi Kasus: Fatimah memiliki modal dan 

ingin berinvestasi dalam bisnis properti. Dia 

bermitra dengan Ahmed, yang memiliki 

pengalaman dalam pengembangan properti. 

Mereka sepakat untuk berbagi keuntungan dari 

proyek properti tersebut. 
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Analisis: Fatimah dan Ahmed harus membuat 

kesepakatan yang jelas mengenai bagaimana 

keuntungan akan dibagi berdasarkan kontribusi 

masing-masing. Mereka juga harus memastikan 

bahwa pengembangan properti tidak melanggar 

prinsip-prinsip hukum Islam. 

Dalam setiap kasus, penting untuk 

memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan itikad 

baik, keadilan, dan mematuhi prinsip-prinsip 

hukum bisnis Islam. Hal ini meliputi memastikan 

bahwa produk atau layanan yang ditawarkan tidak 

melanggar prinsip-prinsip syariah, dan praktik 

keuangan serta pembagian keuntungan dilakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 
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Zakat dan Sadaqah dalam 
Hukum Bisnis Islam 

 

A. Definisi dan Tujuan Zakat dan Sadaqah 

Zakat dan sadaqah adalah dua konsep penting dalam 

hukum bisnis Islam yang menyangkut kewajiban 

dan pemberian sukarela untuk membantu orang-

orang yang membutuhkan. Berikut adalah 

penjelasan mengenai zakat dan sadaqah dalam 

konteks bisnis Islam: 

1. Zakat: 

Definisi: Zakat adalah kewajiban sosial dan 

ekonomi bagi umat Islam untuk memberikan 

sebagian dari kekayaan mereka kepada orang-

orang yang membutuhkan. Zakat memiliki 

tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial 

dan memberikan dukungan kepada mereka yang 

kurang beruntung. 

13 
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Kewajiban: Zakat adalah salah satu dari lima 

pilar Islam dan merupakan kewajiban bagi 

setiap Muslim yang memiliki kekayaan atau 

harta tertentu yang mencapai nisab (batas 

minimum) dan telah dimiliki selama satu tahun. 

Aset yang Dikenai Zakat: Aset yang dikenai 

zakat meliputi uang, emas, perak, perdagangan, 

pertanian, dan hewan ternak tertentu. 

Penerima Zakat: Zakat harus diberikan kepada 

delapan golongan yang berhak menerimanya, 

seperti orang miskin, orang-orang yang 

membutuhkan, dan mereka yang terhutang 

utang yang tidak dapat mereka bayar. 

Pentingnya dalam Bisnis: Bagi pengusaha atau 

pebisnis Muslim, zakat adalah komitmen moral 

dan spiritual untuk membagikan keuntungan 

bisnis mereka dengan orang-orang yang 

membutuhkan. Ini juga membantu menciptakan 

keadilan sosial dalam masyarakat. 

2. Sadaqah: 

Definisi: Sadaqah adalah pemberian sukarela 

atau amal kebajikan dalam bentuk uang atau 

barang kepada orang-orang yang membutuhkan 

atau untuk tujuan amal lainnya. Sadaqah tidak 
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memiliki kewajiban hukum seperti zakat dan 

bersifat sukarela. 

Bentuk Sadaqah: Sadaqah dapat berupa uang, 

makanan, pakaian, atau bantuan dalam 

berbagai bentuk lainnya. Ini dapat diberikan 

kepada siapa pun tanpa memandang agama atau 

kepercayaan. 

Tujuan Sadaqah: Sadaqah bertujuan untuk 

membantu orang-orang yang membutuhkan, 

mengatasi kesulitan finansial, atau mendukung 

tujuan amal lainnya seperti pembangunan 

masjid atau sekolah. 

Pentingnya dalam Bisnis: Bagi pebisnis 

Muslim, memberikan sadaqah adalah cara untuk 

berbagi keberkahan dan kesuksesan bisnis 

dengan masyarakat sekitar. Hal ini juga 

menciptakan rasa saling peduli dan 

memperkuat ikatan sosial di antara komunitas. 

Dalam bisnis Islam, zakat dan sadaqah 

memainkan peran penting dalam memastikan 

bahwa kekayaan dan keuntungan yang diperoleh 

dari bisnis digunakan secara bertanggung jawab 

dan adil untuk membantu mereka yang 

membutuhkan. Ini adalah wujud dari tanggung 
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jawab sosial dan moral sebagai anggota masyarakat 

yang beriman. 

Tentu, berikut adalah definisi dari zakat dan 

sadaqah dalam Islam: 

1. Zakat: 

Definisi: Zakat adalah kewajiban sosial dan 

ekonomi bagi umat Islam untuk memberikan 

sebagian dari kekayaan mereka kepada orang-

orang yang membutuhkan. Zakat memiliki 

tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial 

dan memberikan dukungan kepada mereka yang 

kurang beruntung. 

Kewajiban: Zakat adalah salah satu dari lima 

pilar Islam dan merupakan kewajiban bagi 

setiap Muslim yang memiliki kekayaan atau 

harta tertentu yang mencapai nisab (batas 

minimum) dan telah dimiliki selama satu tahun. 

Aset yang Dikenai Zakat: Aset yang dikenai 

zakat meliputi uang, emas, perak, perdagangan, 

pertanian, dan hewan ternak tertentu. 

Penerima Zakat: Zakat harus diberikan kepada 

delapan golongan yang berhak menerimanya, 

seperti orang miskin, orang-orang yang 



Zakat dan Sadaqah dalam Hukum Bisnis Islam   -   281 

membutuhkan, dan mereka yang terhutang 

utang yang tidak dapat mereka bayar. 

Tujuan Zakat: Tujuan utama dari zakat adalah 

untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi 

dalam masyarakat, serta memberikan dukungan 

kepada mereka yang membutuhkan. 

2. Sadaqah: 

Definisi: Sadaqah adalah pemberian sukarela 

atau amal kebajikan dalam bentuk uang atau 

barang kepada orang-orang yang membutuhkan 

atau untuk tujuan amal lainnya. Sadaqah tidak 

memiliki kewajiban hukum seperti zakat dan 

bersifat sukarela. 

Bentuk Sadaqah: Sadaqah dapat berupa uang, 

makanan, pakaian, atau bantuan dalam 

berbagai bentuk lainnya. Ini dapat diberikan 

kepada siapa pun tanpa memandang agama atau 

kepercayaan. 

Tujuan Sadaqah: Tujuan sadaqah adalah untuk 

membantu orang-orang yang membutuhkan, 

mengatasi kesulitan finansial, atau mendukung 

tujuan amal lainnya seperti pembangunan 

masjid atau sekolah. 
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Sadaqah sebagai Amal Kebaikan: Sadaqah juga 

dianggap sebagai amal kebajikan yang dapat 

mendatangkan berkah dan pahala dari Allah 

bagi yang memberikannya. 

Kedua konsep ini, zakat dan sadaqah, 

memiliki peran penting dalam membantu mereka 

yang membutuhkan dan menciptakan keadilan 

sosial dalam masyarakat Islam. Sementara zakat 

adalah kewajiban hukum bagi mereka yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu, sadaqah 

merupakan bentuk amal kebajikan sukarela yang 

dapat dilakukan oleh siapa pun yang ingin 

membantu sesama. 

Tentu, berikut adalah pembahasan tentang 

tujuan dari praktik zakat dan sadaqah dalam 

membantu orang-orang yang membutuhkan dalam 

Islam: 

1. Tujuan Zakat: 

a. Mengurangi Kesulitan Ekonomi: Salah 

satu tujuan utama dari praktik zakat adalah 

untuk mengurangi kesulitan ekonomi di 

kalangan masyarakat Islam. Dengan 

memberikan sebagian dari kekayaan 

mereka kepada orang-orang yang 
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membutuhkan, zakat membantu memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 

dan tempat tinggal. 

b. Menciptakan Keadilan Sosial: Zakat 

membantu menciptakan keadilan sosial 

dengan membagi kekayaan dan sumber daya 

secara lebih adil di antara anggota 

masyarakat. Ini membantu mengurangi 

kesenjangan sosial dan memastikan bahwa 

semua orang memiliki akses yang layak 

terhadap kehidupan yang layak. 

c. Menghilangkan Kemiskinan dan 

Keterpurukan: Zakat juga bertujuan untuk 

menghilangkan kemiskinan dan 

keterpurukan di masyarakat. Dengan 

memberikan bantuan kepada orang-orang 

yang membutuhkan, zakat membantu 

mereka untuk bangkit dari situasi sulit dan 

memulai kehidupan baru dengan lebih baik. 

d. Memberikan Kesempatan yang Sama: 

Dengan mendistribusikan zakat secara adil, 

masyarakat Islam memberikan kesempatan 

yang sama kepada semua anggotanya untuk 

hidup dengan martabat dan kesejahteraan. 
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2. Tujuan Sadaqah: 

a. Memberikan Bantuan Sukarela: Sadaqah 

adalah bentuk amal kebajikan yang 

dilakukan secara sukarela. Tujuannya 

adalah untuk memberikan bantuan kepada 

mereka yang membutuhkan tanpa adanya 

kewajiban hukum. 

b. Menolong Orang-orang yang 

Membutuhkan: Sadaqah bertujuan untuk 

memberikan bantuan langsung kepada 

orang-orang yang membutuhkan dalam 

situasi darurat atau kesulitan finansial. 

c. Mengajarkan Kebaikan dan Kepedulian: 

Praktik sadaqah mengajarkan umat Islam 

tentang pentingnya kebaikan, 

kedermawanan, dan peduli terhadap 

sesama. Hal ini memperkuat nilai-nilai 

solidaritas dan kasih sayang dalam 

masyarakat. 

d. Mendapatkan Pahala dan Berkah dari 

Allah: Memberikan sadaqah juga dianggap 

sebagai amal kebajikan yang akan 

mendatangkan pahala dan berkah dari 

Allah. Ini dianggap sebagai investasi 
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spiritual yang memiliki dampak positif di 

dunia dan akhirat. 

Dengan mengamalkan zakat dan sadaqah, umat 

Islam berusaha untuk menciptakan masyarakat 

yang lebih adil, empati, dan saling membantu. 

Praktik ini membantu memperkuat ikatan sosial 

dalam masyarakat Islam dan menciptakan 

lingkungan yang lebih baik bagi semua anggotanya. 

 

B. Kewajiban Zakat dalam Bisnis Islam 

Berikut adalah penjelasan tentang kewajiban zakat 

dalam konteks bisnis dan bagaimana memenuhi 

komitmen zakat dengan benar: 

1. Kewajiban Zakat dalam Konteks Bisnis: 

a. Bagi pebisnis Muslim, zakat adalah 

kewajiban hukum jika mereka memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Bisnis yang 

menghasilkan keuntungan atau memiliki 

kekayaan tertentu harus membayar zakat 

atas kekayaan tersebut. 

b. Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam 

dan merupakan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh setiap Muslim yang memiliki 

kekayaan atau harta tertentu yang mencapai 
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nisab (batas minimum) dan telah dimiliki 

selama satu tahun. 

c. Bisnis yang memenuhi kriteria untuk 

membayar zakat termasuk perdagangan, 

pertanian, dan investasi, di mana kekayaan 

dan laba yang dihasilkan dari bisnis ini 

harus dihitung dan zakat harus dibayarkan 

atasnya. 

2. Memenuhi Komitmen Zakat dengan Benar: 

a. Menentukan Nisab: Langkah pertama 

dalam memenuhi komitmen zakat adalah 

menentukan apakah bisnis Anda memenuhi 

syarat untuk membayar zakat. Nisab adalah 

batas minimum dari kekayaan yang harus 

dimiliki agar seseorang diwajibkan 

membayar zakat. 

b. Menghitung Kekayaan dan Laba: Setelah 

menentukan bahwa bisnis Anda memenuhi 

syarat untuk membayar zakat, langkah 

selanjutnya adalah menghitung kekayaan 

dan laba yang dimiliki selama satu tahun. Ini 

termasuk menghitung nilai kekayaan seperti 

uang, stok barang dagangan, atau aset 

investasi. 
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c. Menghitung Jumlah Zakat yang Harus 

Dibayar: Setelah menghitung kekayaan dan 

laba, Anda perlu menghitung jumlah zakat 

yang harus dibayar. Zakat biasanya adalah 

2,5% dari total kekayaan yang dimiliki. 

d. Membayar Zakat dengan Itikad Baik: Saat 

membayar zakat, pastikan Anda 

melakukannya dengan itikad baik dan 

ikhlas. Zakat harus dibayarkan dengan niat 

untuk memenuhi kewajiban agama dan 

membantu mereka yang membutuhkan. 

e. Mencatat dan Melaporkan Pembayaran 

Zakat: Penting untuk mencatat dan 

melaporkan pembayaran zakat secara 

akurat. Ini akan membantu Anda 

memastikan bahwa kewajiban zakat telah 

terpenuhi dengan benar. 

f. Memberikan Zakat Kepada Pihak yang 

Berhak: Pastikan zakat disalurkan kepada 

delapan golongan yang berhak 

menerimanya, seperti orang miskin, orang-

orang yang membutuhkan, dan mereka yang 

terhutang utang yang tidak dapat mereka 

bayar. 
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g. Memastikan Transparansi dan 

Akuntabilitas: Jika Anda memiliki 

karyawan atau anggota tim, pastikan 

mereka menyadari kewajiban membayar 

zakat dan bahwa transaksi ini dilakukan 

dengan transparansi dan akuntabilitas. 

Dengan mematuhi langkah-langkah di atas, 

Anda dapat memenuhi kewajiban zakat dengan 

benar dalam konteks bisnis Islam. Ini adalah cara 

untuk memastikan bahwa bisnis Anda beroperasi 

dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum Islam. 

 

C. Pengelolaan dan Distribusi Zakat 

Penjelasan tentang prinsip-prinsip yang mengatur 

pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat 

dalam komunitas bisnis Islam: 

1. Pengumpulan Zakat: 

a. Kebebasan dan Sukarela: Zakat harus 

dikumpulkan secara sukarela dan dengan 

itikad baik. Tidak boleh ada unsur paksaan 

atau penipuan dalam pengumpulan zakat. 

b. Transparansi: Proses pengumpulan zakat 

harus transparan dan terbuka untuk 
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memastikan bahwa dana yang dikumpulkan 

digunakan dengan benar dan tepat sasaran. 

c. Profesionalisme: Jika ada lembaga atau 

organisasi yang menangani pengumpulan 

zakat, mereka harus memiliki etika 

profesional yang tinggi dan dapat dipercaya. 

2. Pengelolaan Zakat: 

a. Pemisahan Dana: Dana zakat harus 

dipisahkan dari dana lainnya untuk 

memastikan bahwa mereka digunakan 

sesuai dengan tujuannya. 

b. Akuntabilitas dan Pelaporan: Organisasi 

atau lembaga yang menangani zakat harus 

memiliki proses akuntabilitas yang kuat dan 

harus dapat memberikan laporan berkala 

kepada para pemberi zakat tentang 

penggunaan dana. 

c. Tidak untuk Biaya Administratif: Zakat 

tidak boleh digunakan untuk biaya 

administratif atau gaji staf yang terlibat 

dalam pengelolaan zakat. Semua dana harus 

digunakan sepenuhnya untuk tujuan yang 

dimaksudkan. 
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3. Distribusi Zakat: 

a. Pemenuhan Kriteria Penerima: Zakat 

harus diberikan kepada delapan golongan 

yang berhak menerimanya, seperti orang 

miskin, orang-orang yang membutuhkan, 

dan mereka yang terhutang utang yang tidak 

dapat mereka bayar. 

b. Adil dan Setara: Distribusi zakat harus adil 

dan setara, tanpa diskriminasi atau 

preferensi yang tidak adil terhadap 

penerima zakat. 

c. Prioritas untuk Keadaan Darurat: Zakat 

dapat digunakan untuk membantu mereka 

yang berada dalam keadaan darurat atau 

kesulitan finansial yang mendesak. 

d. Memberikan Keberlanjutan dan Mandiri: 

Jika memungkinkan, zakat sebaiknya 

digunakan untuk membantu penerima agar 

dapat mandiri secara finansial melalui 

pelatihan, bantuan modal usaha, atau 

program-program lainnya. 

4. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas: 

a. Laporan dan Pertanggungjawaban: 

Organisasi atau lembaga yang menangani 
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zakat harus menyediakan laporan reguler 

kepada para pemberi zakat, memberikan 

rincian tentang bagaimana dana tersebut 

digunakan. 

b. Partisipasi Komunitas: Penting untuk 

melibatkan komunitas bisnis Islam dalam 

proses pengumpulan, pengelolaan, dan 

distribusi zakat. Hal ini dapat dilakukan 

melalui forum atau pertemuan terbuka 

untuk mendengar pandangan dan masukan 

dari para anggota komunitas. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, 

komunitas bisnis Islam dapat memastikan bahwa 

zakat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan 

dengan benar, sesuai dengan ajaran Islam. Ini 

adalah cara untuk memastikan bahwa dana zakat 

dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

mereka yang membutuhkan. 

Berikut adalah analisis tentang pentingnya 

sadaqah sebagai bentuk amal sosial yang dapat 

dilakukan oleh bisnis dalam membantu masyarakat: 

1. Pemberian Sukarela dan Kebaikan Hati: 

Sadaqah adalah bentuk amal sosial yang 

dilakukan secara sukarela tanpa ada kewajiban 
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hukum. Bisnis yang memilih untuk memberikan 

sadaqah menunjukkan bahwa mereka memiliki 

kepedulian dan kebaikan hati terhadap 

masyarakat. 

2. Membantu Masyarakat yang Membutuhkan: 

Sadaqah dapat memberikan bantuan langsung 

kepada masyarakat yang membutuhkan, 

terutama dalam situasi darurat atau kesulitan 

finansial. Ini bisa berupa bantuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, 

pakaian, atau tempat tinggal. 

3. Mengajarkan Nilai-nilai Kebaikan dan 

Kepedulian: 

Ketika bisnis mempraktikkan sadaqah, mereka 

juga memberikan contoh tentang pentingnya 

kebaikan, kedermawanan, dan kepedulian 

terhadap sesama. Hal ini dapat menjadi 

inspirasi bagi anggota komunitas dan 

masyarakat sekitar untuk terlibat dalam 

kegiatan amal sosial. 

4. Investasi Spiritual dan Pahala dari Allah: 

Sadaqah dianggap sebagai investasi spiritual 

yang mendatangkan pahala dan berkah dari 

Allah. Memberikan sadaqah adalah salah satu 
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cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan 

memperoleh pahala di dunia dan akhirat. 

5. Mendukung Pembangunan dan 

Kesejahteraan Komunitas: 

Melalui sadaqah, bisnis dapat berperan dalam 

mendukung pembangunan dan kesejahteraan 

komunitas. Bantuan yang diberikan dapat 

digunakan untuk proyek-proyek yang 

memperbaiki infrastruktur atau meningkatkan 

akses terhadap pendidikan dan layanan 

kesehatan. 

6. Memperkuat Citra dan Reputasi Bisnis: 

Bisnis yang terlibat dalam kegiatan sadaqah 

dapat memperoleh kepercayaan dan 

penghargaan dari masyarakat. Ini dapat 

membantu memperkuat citra positif dan 

reputasi bisnis di mata konsumen dan 

komunitas. 

7. Memperluas Jangkauan Pengaruh Bisnis: 

Dengan melibatkan komunitas dan membantu 

mereka yang membutuhkan, bisnis dapat 

memperluas jangkauan pengaruh mereka di 

masyarakat. Hal ini dapat membuka peluang 



294   -   Hukum Bisnis Islam 

kolaborasi atau kemitraan dengan pihak-pihak 

yang memiliki visi dan nilai serupa. 

Dengan melakukan sadaqah, bisnis memiliki 

kesempatan untuk berkontribusi secara positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat dan 

membangun hubungan yang baik dengan komunitas 

sekitar. Sadaqah merupakan salah satu bentuk 

investasi sosial yang memberikan manfaat jangka 

panjang bagi masyarakat dan menciptakan dampak 

positif yang berkelanjutan. 

 

D. Sadaqah dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis 

Pentingnya kepedulian sosial dan keuangan dalam 

praktik bisnis tidak dapat diragukan lagi. Berikut 

adalah beberapa poin yang menjelaskan mengapa 

hal ini sangat penting: 

1. Membangun Reputasi Positif: 

Bisnis yang menunjukkan kepedulian sosial dan 

keuangan cenderung membangun reputasi yang 

lebih positif di mata masyarakat. Ini dapat 

meningkatkan kepercayaan konsumen dan 

membantu memperluas basis pelanggan. 
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2. Memenuhi Tanggung Jawab Sosial Korporat: 

Tanggung jawab sosial korporat (CSR) adalah 

aspek penting dalam dunia bisnis modern. 

Bisnis yang memperhatikan kepedulian sosial 

dan keuangan aktif berkontribusi pada 

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan 

sekitar. 

3. Menyumbang pada Pembangunan 

Komunitas: 

Bisnis yang berinvestasi dalam kepedulian 

sosial dan keuangan dapat memainkan peran 

penting dalam pembangunan dan memajukan 

komunitas sekitar. Ini bisa melalui program-

program pendidikan, pelatihan keterampilan, 

atau bantuan keuangan bagi yang 

membutuhkan. 

4. Meningkatkan Kepuasan Karyawan: 

Karyawan yang bekerja untuk bisnis yang 

menunjukkan kepedulian sosial dan keuangan 

biasanya lebih puas dan bersemangat dalam 

pekerjaan mereka. Mereka akan merasa bangga 

bekerja untuk perusahaan yang peduli terhadap 

kesejahteraan sosial. 
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5. Mendukung Isu-isu Sosial dan Lingkungan 

Penting: 

Bisnis memiliki pengaruh besar dalam 

masyarakat, dan dengan memperhatikan 

kepedulian sosial dan keuangan, mereka dapat 

mendukung dan mempromosikan isu-isu yang 

dianggap penting, seperti lingkungan, 

kesetaraan, dan kesehatan. 

6. Menghindari Dampak Negatif pada 

Lingkungan atau Masyarakat: 

Bisnis juga memiliki tanggung jawab untuk 

meminimalkan dampak negatif pada lingkungan 

dan masyarakat. Dengan memperhatikan 

kepedulian sosial dan keuangan, bisnis dapat 

memastikan bahwa operasinya tidak merugikan 

masyarakat atau lingkungan sekitar. 

7. Meningkatkan Keberlanjutan dan Stabilitas 

Bisnis: 

Bisnis yang mempertimbangkan kepedulian 

sosial dan keuangan cenderung lebih 

berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan 

mempertimbangkan dampak jangka panjang 

dari keputusan bisnis, perusahaan dapat 
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membangun fondasi yang kuat untuk 

pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang. 

Dengan memprioritaskan kepedulian sosial 

dan keuangan, bisnis dapat menciptakan dampak 

positif yang berkelanjutan, memperkuat hubungan 

dengan masyarakat, dan membangun fondasi yang 

kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis 

di masa depan. 

 

E. Studi Kasus: Implementasi Zakat dan Sadaqah 

dalam Bisnis 

Berikut adalah beberapa contoh kasus di mana 

praktik zakat dan sadaqah diimplementasikan 

dengan benar dalam konteks bisnis Islam: 

1. Kasus 1: Restoran "Sejahtera Rasa" 

Restoran "Sejahtera Rasa" adalah usaha milik 

seorang pengusaha Muslim yang sukses. Setiap 

bulan, restoran ini menyisihkan sebagian dari 

pendapatan mereka untuk zakat dan sadaqah. 

Dana ini kemudian dikelola dengan transparansi 

dan dipisahkan dari keuangan bisnis. 

Setiap akhir bulan, restoran ini 

menyediakan makanan gratis untuk orang-

orang yang membutuhkan di sekitar 
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wilayahnya. Selain itu, mereka juga 

memberikan sumbangan ke lembaga amal 

setempat yang terpercaya untuk memastikan 

zakat dan sadaqah mereka mencapai penerima 

yang tepat. 

2. Kasus 2: Toko Pakaian "Harmoni Busana" 

Toko pakaian "Harmoni Busana" adalah bisnis 

keluarga yang berkomitmen untuk praktik 

bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain 

memastikan kualitas produk mereka, mereka 

juga mempertimbangkan kepedulian sosial dan 

keuangan. 

Setiap tahun, toko ini mengadakan 

program bantuan pakaian bagi anak-anak yatim 

di sekitar wilayahnya. Mereka bekerja sama 

dengan lembaga amal untuk mendata anak-anak 

yang membutuhkan dan menyediakan pakaian 

dengan cara yang menghormati martabat 

penerima. 

3. Kasus 3: Perusahaan Konstruksi "Sejahtera 

Bangun" 

Perusahaan konstruksi "Sejahtera Bangun" 

memiliki komitmen kuat terhadap kepedulian 

sosial dan keuangan. Mereka memahami bahwa 
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industri konstruksi dapat memberikan dampak 

signifikan pada masyarakat dan lingkungan 

sekitar. 

Perusahaan ini mengalokasikan 

sebagian dari keuntungannya untuk membiayai 

program-program pembangunan infrastruktur 

di daerah terpencil. Mereka juga memberikan 

pelatihan keterampilan untuk penduduk 

setempat, memungkinkan mereka untuk terlibat 

dalam proyek konstruksi dan meningkatkan 

keterampilan mereka. 

Dalam semua kasus ini, bisnis memastikan 

bahwa praktik zakat dan sadaqah dijalankan dengan 

transparansi, integritas, dan komitmen terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Mereka bekerja sama 

dengan lembaga amal dan lembaga terpercaya 

untuk memastikan bahwa dana mereka mencapai 

orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, 

mereka membangun reputasi positif, memberikan 

manfaat bagi komunitas sekitar, dan 

mempraktikkan prinsip-prinsip bisnis Islam dengan 

benar. 
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Etika Bisnis Islam dan 
Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan 
 

A. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam 

Etika Bisnis Islam dan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (CSR) adalah dua aspek penting dalam 

praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep 

ini: 

Etika Bisnis Islam: 

1. Keadilan dan Keterbukaan: 

Bisnis dalam Islam harus beroperasi dengan adil 

dan terbuka. Ini mencakup adil dalam harga, 

kualitas, dan layanan kepada konsumen. 

 

 

14 
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2. Integritas dan Kejujuran: 

Bisnis harus beroperasi dengan integritas tinggi 

dan kejujuran. Tidak boleh ada penipuan, 

kecurangan, atau manipulasi dalam transaksi 

bisnis. 

3. Tawakal dan Ketaatan kepada Allah: 

Pemilik bisnis dan pebisnis Islam harus 

memahami bahwa kesuksesan akhirnya datang 

dari Allah. Mereka harus bekerja keras, tetapi 

juga tawakal dan taat kepada-Nya. 

4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: 

Bisnis harus mempertimbangkan dampaknya 

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Mereka harus menghindari praktik-praktik 

yang merugikan atau menyalahi etika. 

5. Penghindaran Riba dan Praktik Haram 

Lainnya: 

Bisnis harus menghindari riba (bunga) dan 

praktik haram lainnya dalam kegiatan bisnis 

mereka. Ini termasuk menghindari perjudian, 

alkohol, daging babi, dan lain sebagainya. 
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B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam 

Islam 

1. Pemberdayaan Masyarakat: 

CSR dalam Islam mencakup membantu 

membangun dan memperkuat masyarakat, 

terutama mereka yang membutuhkan. Ini dapat 

melibatkan program pendidikan, pelatihan 

keterampilan, dan bantuan keuangan. 

2. Pemeliharaan Lingkungan: 

Bisnis dalam Islam memiliki kewajiban untuk 

menjaga dan memelihara alam. Ini berarti 

menghindari polusi dan merawat lingkungan 

sekitar. 

3. Pengentasan Kemiskinan: 

Salah satu fokus utama CSR dalam Islam adalah 

membantu mengentaskan kemiskinan. Ini dapat 

meliputi memberikan zakat dan sadaqah kepada 

mereka yang membutuhkan. 

4. Pelayanan Kepada Pelanggan dengan 

Keadilan: 

Bagian dari CSR adalah memastikan bahwa 

konsumen diperlakukan dengan adil dan 

mendapatkan nilai yang pantas dari produk atau 

layanan yang mereka beli. 
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5. Transparansi dan Akuntabilitas: 

Perusahaan yang mempraktikkan CSR dalam 

Islam harus melakukan tindakan mereka 

dengan transparansi dan akuntabilitas, 

memastikan bahwa dana dan sumber daya 

digunakan dengan benar. 

Dengan mempraktikkan Etika Bisnis Islam 

dan menerapkan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan dalam kerangka nilai-nilai Islam, bisnis 

dapat memainkan peran yang positif dalam 

masyarakat, mendukung kesejahteraan bersama, 

dan membangun lingkungan bisnis yang 

berkelanjutan dan beretika. 

Tentu, berikut adalah beberapa nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip moral yang harus menjadi pedoman 

dalam praktik bisnis Islam: 

1. Keadilan (Adl): 

Keadilan adalah prinsip mendasar dalam Islam. 

Dalam konteks bisnis, ini berarti memberikan 

hak-hak yang adil kepada semua pihak yang 

terlibat, termasuk pelanggan, karyawan, 

pemasok, dan pemilik bisnis. 
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2. Kejujuran (Sidq): 

Kejujuran merupakan nilai tinggi dalam Islam. 

Pemilik bisnis dan pebisnis harus berlaku jujur 

dalam semua transaksi dan komunikasi, tanpa 

menyembunyikan informasi penting atau 

berbohong. 

3. Tawakal (Bertawakkal): 

Tawakal berarti bergantung sepenuhnya kepada 

Allah dalam semua hal, termasuk dalam bisnis. 

Bisnis harus bekerja keras dan berencana 

dengan matang, tetapi akhirnya meletakkan 

kepercayaan penuh kepada Allah dalam 

keberhasilannya. 

4. Tanggung Jawab Sosial (Mas’uliyyah 

Ijtimaiyyah): 

Bisnis dalam Islam memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Mereka harus mempertimbangkan dampak dari 

kegiatan bisnis mereka terhadap masyarakat, 

lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan. 

5. Kepedulian Sosial (Ihsan): 

Prinsip ihsan mengajarkan untuk melakukan 

kebaikan dan memberikan manfaat kepada 

orang lain tanpa mengharapkan balasan. Bisnis 
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dapat mengamalkan ihsan melalui praktik-

praktik seperti zakat, sadaqah, dan program-

program kemanusiaan. 

6. Integritas (Amanah): 

Integritas adalah kualitas penting dalam bisnis 

Islam. Bisnis harus menjaga kepercayaan dan 

memegang komitmen dengan penuh tanggung 

jawab terhadap semua pihak yang terlibat. 

7. Sikap Bijak (Hikmah): 

Memiliki sikap bijak berarti 

mempertimbangkan dengan cermat keputusan 

bisnis dan memilih jalan yang terbaik dalam 

memenuhi tujuan bisnis, sambil memperhatikan 

nilai-nilai etika dan moral. 

8. Menghindari Riba dan Haram Lainnya: 

Bisnis Islam harus menghindari praktik-praktik 

haram seperti riba, perjudian, alkohol, dan 

produk atau layanan yang dianggap tidak halal. 

9. Penghargaan Terhadap Karyawan (Ihsan): 

Bisnis harus memperlakukan karyawan dengan 

adil, memberikan gaji yang wajar, dan 

memberikan kondisi kerja yang aman dan 

nyaman. 
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Dengan memegang teguh nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip moral ini, bisnis Islam dapat 

menciptakan lingkungan bisnis yang beretika, 

memberikan manfaat bagi masyarakat, dan 

mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan 

memperoleh berkah dari Allah. 

Tentu, berikut adalah penjelasan tentang 

pentingnya integritas, keadilan, dan kejujuran 

dalam setiap aspek bisnis dalam konteks Islam: 

1. Integritas: 

a. Definisi: Integritas berarti konsistensi 

antara nilai-nilai yang dianut dan tindakan 

yang diambil. Pemilik bisnis dan pebisnis 

harus berpegang pada prinsip-prinsip yang 

benar dan jujur, bahkan dalam situasi yang 

sulit. 

b. Pentingnya dalam Bisnis Islam: 

Integritas adalah salah satu nilai 

fundamental dalam Islam. Bisnis yang tidak 

menjaga integritasnya mungkin akan 

kehilangan kepercayaan masyarakat, yang 

merupakan fondasi dari setiap hubungan 

bisnis. 
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c. Contoh Penerapan: 

Misalnya, jika seorang pemilik toko menyatakan 

bahwa produknya adalah produk organik, maka 

ia harus memastikan bahwa produk tersebut 

benar-benar memenuhi standar organik dan 

tidak mengandung bahan kimia berbahaya. 

2. Keadilan: 

a. Definisi: Keadilan berarti memberikan hak 

dan kewajiban yang adil kepada semua 

pihak yang terlibat dalam transaksi atau 

hubungan bisnis. 

b. Pentingnya dalam Bisnis Islam: 

Keadilan adalah prinsip yang sangat penting 

dalam Islam. Tidak adil dalam transaksi 

bisnis dapat membawa konsekuensi serius 

di dunia dan di akhirat. 

c. Contoh Penerapan: 

Sebagai contoh, seorang pengusaha harus 

membayar gaji yang adil kepada 

karyawannya sesuai dengan kontrak kerja 

dan peraturan yang berlaku. 

3. Kejujuran: 

a. Definisi: Kejujuran berarti berbicara dan 

bertindak dengan jujur tanpa 



Etika Bisnis Islam dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  -   309 

menyembunyikan fakta atau memanipulasi 

informasi. 

b. Pentingnya dalam Bisnis Islam: 

Kejujuran adalah salah satu nilai utama 

dalam Islam. Bisnis yang tidak jujur dapat 

mengarah pada ketidakadilan dan 

kerusakan di masyarakat. 

c. Contoh Penerapan: 

Sebagai contoh, seorang penjual harus 

memberikan informasi yang jelas dan 

akurat tentang produk yang dijual, 

termasuk manfaat, kekurangan, dan harga. 

Pentingnya integritas, keadilan, dan 

kejujuran dalam bisnis Islam tidak hanya 

memastikan kesuksesan dunia, tetapi juga 

membawa berkah dan keberkahan dari Allah. 

Menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek bisnis 

adalah kunci untuk membangun lingkungan bisnis 

yang beretika dan berkelanjutan. 

CSR (corporate social responsibility) dalam 

konteks bisnis Islam mencakup tanggung jawab 

sosial dan kepedulian terhadap masyarakat, 

lingkungan, dan ekonomi yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah penjelasan 
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tentang konsep dan pentingnya CSR dalam bisnis 

Islam: 

1. Konsep CSR dalam Bisnis Islam: 

CSR dalam bisnis Islam adalah komitmen 

sukarela dari perusahaan untuk mempraktikkan 

nilai-nilai dan etika Islam dalam operasinya, 

serta memberikan manfaat yang positif kepada 

masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Ini mencakup membantu komunitas yang 

membutuhkan, memelihara lingkungan, 

menyediakan lapangan kerja yang layak, dan 

berbagai bentuk amal sosial yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam. 

CSR dalam bisnis Islam juga mencakup 

memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak 

merugikan masyarakat atau lingkungan, dan 

tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan moral 

Islam. 

2. Pentingnya CSR dalam Bisnis Islam: 

a. Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip 

Islam: CSR memungkinkan bisnis untuk 

mematuhi prinsip-prinsip Islam yang 

menekankan pentingnya keadilan, 

kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat. 
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b. Mengabdi kepada Masyarakat: Ini 

memungkinkan bisnis untuk berkontribusi 

secara positif terhadap kesejahteraan dan 

perkembangan masyarakat tempat mereka 

beroperasi. 

c. Menghindari Dampak Negatif: CSR 

membantu bisnis untuk menghindari 

dampak negatif terhadap masyarakat dan 

lingkungan, yang dapat membawa risiko 

hukum dan reputasi. 

d. Penghargaan dari Masyarakat: Bisnis yang 

mempraktikkan CSR dengan baik cenderung 

mendapatkan dukungan dan apresiasi dari 

masyarakat, yang dapat memperkuat citra 

merek dan membangun hubungan yang 

positif. 

e. Keberkahan dan Berkah: Praktik CSR yang 

benar dapat membawa berkah dan 

keberkahan dari Allah, meningkatkan 

keberhasilan dan kesuksesan bisnis dalam 

jangka panjang. 

f. Pentingnya pada Hari Akhirat: Bisnis yang 

mempraktikkan CSR dengan baik akan 

memperoleh pahala di akhirat, karena 
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mereka telah memberikan manfaat kepada 

masyarakat dan memenuhi kewajiban sosial 

mereka. 

Dengan menerapkan CSR dalam operasinya, 

bisnis Islam dapat memainkan peran yang positif 

dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan 

dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap 

kesejahteraan umum, sesuai dengan ajaran Islam. 

Membahas bagaimana bisnis dapat 

memberikan kontribusi positif pada masyarakat 

dan lingkungannya. Bisnis dapat memberikan 

kontribusi positif pada masyarakat dan 

lingkungannya melalui berbagai cara. Berikut 

adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan: 

1. Penciptaan Lapangan Kerja: Dengan 

menyediakan pekerjaan yang layak dan 

menguntungkan, bisnis dapat membantu 

mengurangi tingkat pengangguran dan 

memberikan kesempatan ekonomi kepada 

masyarakat. 

2. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan: 

Memberikan gaji yang adil, tunjangan 

kesehatan, pendidikan, dan fasilitas kerja yang 
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aman dan nyaman adalah cara untuk 

memastikan kesejahteraan karyawan. 

3. Pelatihan Keterampilan: Bisnis dapat 

memberikan pelatihan dan pengembangan 

keterampilan kepada karyawan untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi mereka 

dalam dunia kerja. 

4. Pendukung Komunitas Lokal: Melalui 

program-program seperti donasi, sponsor, atau 

pengembangan infrastruktur lokal, bisnis dapat 

membantu memperkuat dan memajukan 

komunitas tempat mereka beroperasi. 

5. Praktik Bisnis Berkelanjutan: Mengadopsi 

praktik bisnis yang berkelanjutan, seperti 

penggunaan energi terbarukan, pengelolaan 

limbah yang ramah lingkungan, dan 

penggunaan bahan baku daur ulang, dapat 

membantu melindungi dan melestarikan 

lingkungan. 

6. Memberikan Kontribusi Keuangan untuk 

Kebutuhan Sosial: Bisnis dapat memberikan 

kontribusi finansial kepada proyek atau 

program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, 

atau pemberdayaan masyarakat. 
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7. Mematuhi Standar Etika dan Hukum: Bisnis 

harus mematuhi standar etika dan hukum yang 

berlaku dalam industri mereka untuk 

memastikan bahwa operasi mereka tidak 

merugikan masyarakat atau lingkungan. 

8. Memberikan Produk atau Layanan 

Berkualitas: Bisnis dapat memberikan produk 

atau layanan yang bermanfaat dan berkualitas 

kepada konsumen, memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan mereka. 

9. Menghindari Dampak Negatif: Bisnis harus 

memastikan bahwa operasinya tidak 

menyebabkan dampak negatif pada masyarakat 

atau lingkungan, termasuk menghindari polusi, 

eksploitasi, atau kerusakan lingkungan. 

10. Memiliki Inisiatif Sosial dan Lingkungan 

Terstruktur: Mendirikan program-program 

CSR yang terstruktur dan berkelanjutan dapat 

membantu bisnis memfokuskan upaya mereka 

untuk memberikan dampak positif yang 

signifikan. 

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, 

bisnis dapat memainkan peran yang positif dalam 

masyarakat dan lingkungan sekitar, sejalan dengan 
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nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi 

dalam Islam. 

 

C. Implementasi Etika Bisnis dan CSR 

Berikut adalah beberapa strategi dan metode untuk 

mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis 

dan corporate social responsibility (CSR) dalam 

praktik bisnis sehari-hari: 

1. Membuat Kebijakan dan Pedoman Etika 

Bisnis dan CSR: 

Menetapkan kebijakan dan pedoman tertulis 

yang menguraikan komitmen bisnis terhadap 

etika dan tanggung jawab sosial. Dokumen ini 

harus mencakup nilai-nilai, standar, dan tujuan 

yang ingin dicapai. 

2. Melibatkan Pemangku Kepentingan 

(Stakeholder): 

Melibatkan para pemangku kepentingan, 

termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan 

masyarakat setempat dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan etika dan CSR. 

Mendengarkan masukan mereka dapat 

membantu membangun keterlibatan dan 

kepercayaan. 
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3. Pendidikan dan Pelatihan Etika Bisnis: 

Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 

karyawan tentang nilai-nilai dan etika bisnis 

yang dijunjung tinggi. Hal ini dapat 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

mereka terhadap praktik bisnis yang beretika. 

4. Pemantauan dan Pelaporan Kinerja CSR: 

Mengimplementasikan sistem pemantauan dan 

pelaporan untuk mengukur kinerja CSR. Ini 

dapat meliputi indikator seperti dampak 

lingkungan, kontribusi sosial, dan kepatuhan 

terhadap standar etika. 

5. Mendukung Inisiatif Sosial dan Lingkungan: 

Membangun dan mendukung inisiatif-inisiatif 

yang membawa manfaat positif kepada 

masyarakat dan lingkungan. Contohnya, 

program pendidikan, bantuan kemanusiaan, 

atau proyek-proyek lingkungan. 

6. Integrasi Etika dalam Pengambilan 

Keputusan: 

Memasukkan pertimbangan etika dan CSR 

dalam setiap keputusan bisnis, termasuk dalam 

hal strategi pemasaran, pengelolaan sumber 

daya, dan ekspansi usaha. 
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7. Berpartisipasi dalam Kegiatan Amal dan 

Sosial: 

Mengorganisir atau berpartisipasi dalam 

kegiatan amal, seperti program zakat, 

penggalangan dana untuk kegiatan 

kemanusiaan, atau membantu komunitas yang 

membutuhkan. 

8. Menjalankan Praktik Bisnis Berkelanjutan: 

Mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan, 

termasuk pengelolaan sumber daya yang efisien, 

penggunaan energi terbarukan, dan strategi 

efisiensi energi. 

9. Transparansi dan Akuntabilitas: 

Menjaga transparansi dalam laporan keuangan 

dan operasional, serta mempertanggungjawab-

kan setiap tindakan atau keputusan yang dapat 

mempengaruhi masyarakat atau lingkungan. 

10. Mengukur dan Mengevaluasi Dampak: 

Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi 

terhadap dampak dari kegiatan bisnis terhadap 

masyarakat dan lingkungan. Hal ini dapat 

membantu mengidentifikasi area-area yang 

perlu ditingkatkan atau dikembangkan. 
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Dengan mengimplementasikan strategi-

strategi ini, bisnis dapat memastikan bahwa mereka 

beroperasi dengan etika dan tanggung jawab sosial, 

sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Tentu, berikut adalah beberapa contoh 

konkret dari implementasi prinsip-prinsip etika 

bisnis dan corporate social responsibility (CSR) 

dalam praktik bisnis sehari-hari: 

1. Program Pendidikan untuk Anak-Anak 

Miskin: 

Sebuah perusahaan menyediakan dana dan 

sumber daya untuk mendukung program 

pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin 

di komunitas sekitar. Mereka menyediakan 

buku-buku, perlengkapan sekolah, dan beasiswa 

untuk membantu meningkatkan akses 

pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. 

2. Pengurangan Jejak Karbon: 

Sebuah perusahaan teknologi berinvestasi 

dalam teknologi ramah lingkungan dan 

mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan untuk 

mengurangi emisi karbon. Mereka beralih ke 

sumber energi terbarukan dan mempromosikan 
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penggunaan teknologi hijau kepada pelanggan 

mereka. 

3. Donasi untuk Bencana Alam: 

Ketika terjadi bencana alam, sebuah perusahaan 

mengumpulkan dana dan barang-barang 

kebutuhan darurat untuk membantu korban. 

Mereka juga dapat menyediakan relawan dari 

staf mereka untuk membantu dalam upaya 

pemulihan. 

4. Program Kesehatan Karyawan: 

Sebuah perusahaan menyediakan program 

kesehatan dan kesejahteraan untuk karyawan 

mereka. Ini mencakup asuransi kesehatan, 

program olahraga, dan saran kesehatan mental 

untuk membantu karyawan menjaga kesehatan 

fisik dan emosional mereka. 

5. Penggunaan Bahan Baku Ramah Lingkungan: 

Sebuah produsen produk mengadopsi kebijakan 

penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, 

seperti daur ulang material atau memilih 

sumber bahan yang tidak merusak lingkungan. 

6. Pendidikan Kewirausahaan Lokal: 

Sebuah perusahaan membuka program 

pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat lokal, 
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memberikan keterampilan dan pengetahuan 

yang diperlukan untuk memulai usaha kecil. 

7. Penggunaan Energi Terbarukan: 

Sebuah perusahaan memasang panel surya di 

fasilitas mereka untuk menghasilkan energi 

terbarukan dan mengurangi ketergantungan 

pada sumber energi fosil. 

8. Transparansi dalam Laporan Keuangan: 

Sebuah perusahaan menerbitkan laporan 

keuangan yang transparan dan jujur, 

menyediakan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya kepada para pemangku kepentingan. 

9. Pemberian Zakat dan Sadaqah: 

Sebuah perusahaan memasukkan praktik 

memberikan zakat dan sadaqah sebagai bagian 

dari kegiatan bisnis mereka, memberikan 

kontribusi kepada komunitas dan memenuhi 

kewajiban agama. 

Dengan contoh-contoh di atas, dapat terlihat 

bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis dan CSR 

dapat diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. 

Setiap contoh tersebut menunjukkan komitmen 

perusahaan untuk memberikan manfaat positif 
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kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, sejalan 

dengan nilai-nilai dan etika Islam. 

 

D. Studi Kasus: Bisnis yang Mengamalkan Etika dan 

CSR 

Berikut adalah beberapa contoh kasus bisnis yang 

berhasil menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis 

dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam 

praktik bisnis mereka: 

1. Patagonia: 

Patagonia adalah perusahaan pakaian olahraga 

dan luar ruang yang terkenal dengan komitmen 

mereka terhadap keberlanjutan dan pelestarian 

lingkungan. Mereka mendonasikan sebagian 

dari pendapatan mereka untuk proyek-proyek 

pelestarian alam dan aktif mempromosikan 

kesadaran lingkungan. 

2. TOMS Shoes: 

TOMS Shoes dikenal dengan model "One for 

One" di mana mereka menyumbangkan satu 

pasang sepatu untuk setiap pasang yang dibeli. 

Selain itu, mereka juga memperluas model ini 

ke kacamata dan air bersih. 
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3. Unilever: 

Unilever memiliki berbagai inisiatif CSR yang 

mencakup pengurangan dampak lingkungan, 

meningkatkan akses ke sanitasi dan kesehatan, 

serta mendukung program pemberdayaan 

ekonomi bagi masyarakat yang kurang 

beruntung. 

4. Microsoft: 

Microsoft memiliki berbagai program CSR yang 

mencakup akses pendidikan dan teknologi 

untuk komunitas yang kurang mampu. Mereka 

juga memiliki inisiatif untuk mengurangi 

dampak lingkungan dari operasi bisnis mereka. 

5. Danone: 

Danone memiliki komitmen kuat terhadap 

keberlanjutan dan keadilan sosial. Mereka 

memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi 

masyarakat dan berkomitmen untuk 

memperbaiki jejak lingkungan dari produksi 

mereka. 

6. Google: 

Google berkomitmen untuk menggunakan 

energi terbarukan dalam operasi mereka dan 

berinvestasi dalam teknologi terbaru untuk 
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mengurangi jejak karbon. Mereka juga memiliki 

program pendidikan dan pengembangan 

keterampilan teknologi di komunitas lokal. 

7. Coca-Cola: 

Coca-Cola memiliki berbagai program CSR yang 

mencakup program air bersih, pendidikan, dan 

pemberdayaan ekonomi di komunitas di seluruh 

dunia di mana mereka beroperasi. 

8. IKEA: 

IKEA berkomitmen untuk mengurangi 

penggunaan bahan kimia berbahaya dalam 

produk mereka dan mempromosikan 

penggunaan energi terbarukan. Mereka juga 

memiliki program penghijauan dan konservasi 

hutan. 

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa 

bisnis dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip etika 

bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan ke 

dalam operasi mereka, sambil tetap mencapai 

kesuksesan komersial. Dengan menerapkan inovasi 

dan komitmen terhadap keberlanjutan, bisnis dapat 

memberikan dampak positif pada masyarakat dan 

lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.  
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Tentu, berikut adalah beberapa langkah yang 

dapat mahasiswa ambil untuk mengevaluasi dan 

menerapkan prinsip-prinsip bisnis Islam dalam 

konteks bisnis mereka sendiri: 

1. Pemahaman Mendalam: Mahasiswa dapat 

mulai dengan memahami prinsip-prinsip bisnis 

Islam dengan baik. Mereka harus memahami 

nilai-nilai etika, keadilan, dan kejujuran yang 

menjadi pijakan dalam hukum bisnis Islam. 

2. Identifikasi Aspek Bisnis yang Terpengaruh: 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi aspek-aspek 

bisnis mereka yang dapat diubah atau 

ditingkatkan sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam. Ini bisa termasuk model kepemilikan, 

metode transaksi, atau strategi pemasaran. 

3. Analisis dan Evaluasi Risiko: Mahasiswa 

harus mampu mengidentifikasi potensi risiko 

atau tantangan yang mungkin muncul saat 

menerapkan prinsip-prinsip bisnis Islam. Ini 

dapat meliputi pertimbangan hukum, keuangan, 

dan operasional. 

4. Pengembangan Rencana Tindakan: 

Berdasarkan analisis risiko, mahasiswa dapat 

mengembangkan rencana tindakan konkret 
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untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis Islam 

dalam bisnis mereka. Rencana ini harus 

mencakup strategi implementasi, sumber daya 

yang diperlukan, dan langkah-langkah 

pemantauan. 

5. Konsultasi dan Bimbingan: Mahasiswa dapat 

mencari bimbingan dari dosen, profesional 

bisnis Islam, atau konsultan hukum yang ahli 

dalam hal ini. Hal ini dapat membantu 

memastikan bahwa implementasi prinsip-

prinsip bisnis Islam dilakukan dengan benar. 

6. Implementasi Bertahap: Mahasiswa dapat 

mulai dengan mengimplementasikan prinsip-

prinsip yang lebih mudah dan kemudian 

berkembang ke area yang lebih kompleks. Ini 

memungkinkan untuk meminimalkan risiko dan 

memastikan bahwa implementasi berjalan 

dengan baik. 

7. Pemantauan dan Evaluasi: Mahasiswa harus 

terus memantau dan mengevaluasi dampak dari 

implementasi prinsip-prinsip bisnis Islam. Hal 

ini penting untuk memastikan bahwa bisnis 

tetap berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-

prinsip yang dijunjung tinggi. 
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8. Refleksi dan Koreksi: Mahasiswa harus 

bersedia untuk merefleksikan apa yang telah 

mereka pelajari selama proses implementasi. 

Jika ada masalah atau hambatan, mereka harus 

siap untuk melakukan koreksi atau penyesuaian 

yang diperlukan. 

9. Berbagi Pengalaman: Mahasiswa dapat 

berbagi pengalaman mereka dengan komunitas 

bisnis atau rekan mahasiswa lainnya. Ini dapat 

menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran 

bersama. 

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, mahasiswa 

dapat membawa prinsip-prinsip bisnis Islam ke dalam 

praktik bisnis mereka sendiri dengan bijak dan 

bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya mendukung 

pengembangan bisnis yang beretika, tetapi juga 

menghadirkan manfaat positif bagi masyarakat dan 

lingkungan sekitar. 
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Kisi-Kisi Soal 
UTS dan UAS 

 

1. Apa itu hukum bisnis Islam dan bagaimana ia 

mempengaruhi praktik bisnis modern? 

Hukum bisnis Islam adalah kerangka hukum yang 

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. 

Ini mempengaruhi praktik bisnis modern dengan 

mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

moral dan etika, serta larangan terhadap riba dan 

aktivitas yang dianggap haram. 

2. Bagaimana hukum bisnis Islam berbeda dari 

sistem hukum bisnis konvensional? 

Hukum bisnis Islam berbeda dari sistem 

konvensional karena didasarkan pada prinsip-
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prinsip Islam yang meliputi larangan riba, keadilan 

sosial, dan etika bisnis. Sistem konvensional 

mungkin tidak selalu mempertimbangkan aspek 

moral dan etika dalam bisnis. 

3. Apa prinsip-prinsip utama hukum bisnis Islam? 

Prinsip-prinsip utama hukum bisnis Islam termasuk 

keadilan, transparansi, keberpihakan terhadap 

umat, larangan riba, dan menghindari aktivitas 

haram dalam bisnis. 

4. Bagaimana keadilan dan keberpihakan terhadap 

umat berperan dalam hukum bisnis Islam? 

Keadilan dan keberpihakan terhadap umat adalah 

prinsip kunci dalam hukum bisnis Islam. Mereka 

memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi 

bisnis diperlakukan dengan adil dan tidak 

dieksploitasi. 

5. Apa hukum tentang riba dalam hukum bisnis 

Islam? 

Riba adalah praktik bunga atau penambahan 

keuntungan tanpa dasar yang jelas dalam transaksi 

keuangan. Dalam hukum bisnis Islam, riba dianggap 

haram dan harus dihindari dalam semua transaksi 

keuangan. 
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6. Bagaimana hukum Islam memandang kontrak 

bisnis? 

Dalam hukum Islam, kontrak bisnis dianggap 

sebagai perjanjian yang mengikat antara pihak-

pihak yang terlibat. Kontrak harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan 

sukarela, kejelasan tentang objek dan syarat-

syaratnya, serta keadilan dalam ketentuan-

ketentuannya. 

7. Apakah prinsip salam dan istishna dalam hukum 

bisnis Islam? 

Prinsip Salam adalah jenis kontrak di mana 

pembayaran dilakukan di muka untuk barang atau 

komoditas tertentu yang akan diserahkan di masa 

mendatang. Istishna adalah kontrak khusus di mana 

pihak pertama memesan pembuatan barang kepada 

pihak kedua dengan spesifikasi tertentu. 

8. Apa hukum tentang gharar (ketidakpastian) 

dalam kontrak bisnis Islam? 

Gharar adalah ketidakpastian yang berlebihan 

dalam kontrak yang dapat menyebabkan 

ketidakadilan atau penipuan. Dalam hukum bisnis 

Islam, kontrak yang mengandung gharar dapat 

dianggap batal atau tidak sah. 
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9. Bagaimana hukum bisnis Islam memperlakukan 

praktik keuangan yang berbasis bunga? 

Hukum bisnis Islam melarang praktik bunga atau 

riba dalam transaksi keuangan. Sebaliknya, sistem 

keuangan Islam berfokus pada konsep keuntungan 

bersama dan berbagi risiko, seperti dalam 

mudarabah (kemitraan) dan musharakah 

(kemitraan bersama). 

10. Apa hukum tentang investasi dalam bisnis yang 

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? 

Dalam hukum bisnis Islam, investasi dalam bisnis 

yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, 

seperti perjudian atau industri alkohol, dianggap 

haram dan harus dihindari. 

11. Bagaimana hukum Islam mengatur kepemilikan 

dan warisan dalam konteks bisnis? 

Hukum Islam mengatur kepemilikan dan warisan 

dengan memastikan bahwa hak-hak harta dan 

warisan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Ini termasuk ketentuan tentang wasiat, 

hak-hak ahli waris, dan pembagian harta warisan. 

12. Bagaimana hukum bisnis Islam memperlakukan 

perdagangan alkohol dan produk terlarang 

lainnya? 
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Hukum bisnis Islam melarang perdagangan alkohol 

dan produk terlarang lainnya yang dianggap haram. 

Bisnis yang terlibat dalam perdagangan jenis 

barang ini biasanya dianggap melanggar prinsip-

prinsip syariah. 

13. Bagaimana prinsip-prinsip etika dan moralitas 

diterapkan dalam hukum bisnis Islam? 

Prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam hukum 

bisnis Islam mencakup integritas, kejujuran, 

keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. 

Bisnis harus beroperasi dengan transparansi dan 

mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan 

mereka. 

14. Apakah prinsip keadilan sosial dalam hukum 

bisnis Islam? 

Prinsip keadilan sosial dalam hukum bisnis Islam 

mengamanatkan distribusi sumber daya dan 

manfaat ekonomi secara adil di masyarakat. Ini 

memastikan bahwa keuntungan dan beban ekonomi 

didistribusikan dengan seimbang di antara anggota 

masyarakat. 

15. Bagaimana hukum bisnis Islam mengatasi 

masalah kebangkrutan? 
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Hukum bisnis Islam memiliki mekanisme untuk 

menangani kebangkrutan, termasuk prosedur 

restrukturisasi atau likuidasi bisnis. Namun, dalam 

proses ini, keadilan terhadap semua pihak terlibat 

harus dijaga. 

16. Apakah hukum Islam memungkinkan asuransi 

konvensional atau apakah ada alternatif syariah? 

Hukum Islam memandang asuransi konvensional 

yang mengandung elemen riba dan spekulasi 

sebagai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Sebagai alternatif, terdapat asuransi syariah yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan 

keberpihakan terhadap umat. 

17. Apa hukum tentang praktik spekulasi dan 

perjudian dalam hukum bisnis Islam? 

Hukum bisnis Islam melarang praktik spekulasi dan 

perjudian karena mereka dianggap merugikan 

masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan dan keberpihakan terhadap umat. 

18. Bagaimana hukum bisnis Islam memperlakukan 

praktik perbudakan dan eksploitasi buruh? 

Hukum bisnis Islam dengan tegas melarang 

perbudakan dan eksploitasi buruh. Bisnis wajib 

memperlakukan karyawan dengan adil, 
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memberikan hak-hak mereka, dan memastikan 

kondisi kerja yang layak. 

19. Apakah hukum Islam memperbolehkan praktik 

monopoli atau kartel dalam bisnis? 

Hukum bisnis Islam mendorong persaingan yang 

sehat dan adil di antara pelaku bisnis. Oleh karena 

itu, praktik monopoli atau kartel yang merugikan 

masyarakat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum bisnis Islam. 

20. Bagaimana hukum bisnis Islam 

memperlakukan kontrak yang tidak adil atau 

ketidakseimbangan kekuatan? 

Hukum bisnis Islam mendorong kontrak yang adil 

dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang 

terlibat. Kontrak yang tidak adil atau memunculkan 

ketidakseimbangan kekuatan dapat dianggap tidak 

sah dalam pandangan hukum Islam. 

21. Bagaimana hukum bisnis Islam memandang 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)? 

Hukum bisnis Islam mendorong praktik tanggung 

jawab sosial perusahaan yang mencakup kepedulian 

terhadap masyarakat, lingkungan, dan 

kesejahteraan umum. Bisnis diharapkan untuk 
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berkontribusi positif terhadap komunitas di 

sekitarnya. 

22. Apa peran lembaga keuangan Islam dalam 

memastikan kepatuhan terhadap hukum bisnis 

Islam? 

Lembaga keuangan Islam memainkan peran penting 

dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum 

bisnis Islam. Mereka menyediakan produk dan 

layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah dan mengawasi transaksi untuk 

memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. 

23. Bagaimana hukum bisnis Islam memandang 

inovasi dan teknologi baru dalam bisnis? 

Hukum bisnis Islam mendorong inovasi dan 

penggunaan teknologi baru selama tidak melanggar 

prinsip-prinsip syariah. Inovasi harus memberikan 

manfaat yang jelas dan tidak melanggar larangan 

atau etika Islam. 

24. Bagaimana hukum bisnis Islam memandang 

perdagangan elektronik dan transaksi online? 

Hukum bisnis Islam mengakui perdagangan 

elektronik dan transaksi online sebagai bagian dari 

kegiatan bisnis modern. Namun, transaksi tersebut 
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harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti 

larangan riba dan gharar. 

25. Bagaimana hukum Islam memandang keamanan 

dan privasi informasi dalam bisnis? 

Hukum Islam menuntut perlindungan terhadap 

keamanan dan privasi informasi. Bisnis harus 

menjaga kerahasiaan dan keamanan data pelanggan 

serta mematuhi prinsip-prinsip etika dalam 

pengelolaan informasi. 

26. Apa hukum tentang sengketa dan penyelesaian 

konflik dalam hukum bisnis Islam? 

Hukum bisnis Islam mendorong penyelesaian 

sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase, 

dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. 

Keadilan harus dijaga dalam penyelesaian konflik. 

27. Bagaimana hukum bisnis Islam memperlakukan 

praktik bisnis multinasional? 

Hukum bisnis Islam mengharapkan praktik bisnis 

multinasional untuk beroperasi dengan mematuhi 

prinsip-prinsip syariah di setiap negara tempat 

mereka berkegiatan. Mereka juga diharapkan 

memberikan manfaat positif bagi masyarakat 

setempat. 
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28. Bagaimana hukum bisnis Islam memandang 

investasi dalam sektor keuangan global? 

Hukum bisnis Islam memungkinkan investasi dalam 

sektor keuangan global selama investasi tersebut 

mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak 

melanggar larangan riba atau praktik haram 

lainnya. 

29. Apa hukum tentang investasi dalam sektor real 

estat dalam hukum bisnis Islam? 

Hukum bisnis Islam memungkinkan investasi dalam 

sektor real estat selama investasi tersebut 

mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk 

larangan riba dan gharar. 

30. Bagaimana hukum bisnis Islam memperlakukan 

praktik pemasaran dan periklanan? 

Hukum bisnis Islam memandang praktik pemasaran 

dan periklanan sebagai sarana untuk memasarkan 

produk atau jasa, asalkan tidak melanggar prinsip-

prinsip etika Islam. Informasi yang diberikan harus 

jujur dan tidak menyesatkan konsumen. 
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